UNNES

STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN
LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN
BANJARNEGARA PERSPEKTIF
PENATAAN RUANG

TESIS

Disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh:
AYU SETYANINGRUM

0811521006

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTASHUKUM
UNIVERSITASNEGERI SEMARANG

2024



HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di
Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang", disusun olch Ayu
Sctyaningrum (NIM 0811521006), telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
selanjutnya siap untuk diujuka.n kepada Panitia Ujian Tesis pada:

Hari : Selasa

. Tanggal : 16 Juli 2024

Telah disctujui dan diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian.

Menyetujui,

Penguji | Penguji 11
‘M‘Q—&
Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.

NIP, 196711161993091001 NIP. 198(03]122008012032

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Hukum

Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.
NIP. 1972120620050122002



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di

Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang”, disusun oleh :

Nama : Ayu Setyaningrum
NIM 1 0811521006
Program Studi : Magister llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang
telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas s

Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024.

NIP. 197706042005012001

Penguji | Penguji 11
-———%
Dr. Drs. Subadi, S.H., M.Si. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.
NIP. 196711161993091001 NIP. 198003122008012032
- Mengetahui,
o ,"’ -,:: Dskyan ..Fakull Hukum
'.3‘2": ;( ‘,\ ) "\/,’2.;}.‘“
% g ¢§'~
- 3} B 4

Wbt Ery m
: kme’ ‘,-Aln nghar. S.H., M.H.
4,10 NIRA97811182003121002

AR ANAG HUALM



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis ini benar-benar karya
. sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara
' yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau
- seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip
. atau dirwjuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas permnyataan ini saya siap
menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya

pelanggaran terhadap ctika keilmuan karya im.

Semarang, 22 Juli 2024

Yang Menyatakan

el

Ayu Setyaningrum
NIM. 0811521006



|

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

- Scbagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan
di bawah ini :

Nama » Ayu Setyaningrum

NIM : 0811521006

' Jenis Karya :Tesis

Demi kepentingan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan
kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-
exclusive Royalty Free Righf) stau karya saya yang berjudul: “Strategi
Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara |
Perspektif Penataan Ruang”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak
L

menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data

(database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 22 Juli 2024
Yang Menyatakan

* Avu Setvaningrum
NIM. 0811521006



RINGKASAN

Nama : Ayu Setyaningrum (0811521006)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Judul . Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di
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Lahan merupakan salah satu faktor produks utama di sektor pertanian.
Ketersediaan lahan merupakan salah satu  faktor penting menjamin
keberlangsungan penyediaan pangan dan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi
di masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan
pangan cenderung terus meningkat berpengaruh terhadap permintaan lahan yang
luas hanya tidak bertambah. Kecenderungan tersebut menyebabkan pemanfaatan
terhadap lahan-lahan pertanian sulit dihindari. Problematika yang seringkali
muncul adalah ketika di suatu lokasi terjadi pemanfaatan lahan pertanian akhirnya
meluas ke area lahan-lahan di sekitarnya secara progresif. Tidak sedikit dari
masyarakat kemudian memanfaatkan lahan yang sebelumnya digunakan untuk
pertanian diusahakan untuk kegiatan non pertanian. Kabupaten Banjarnegara tidak
lepas dari problematika pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan
peruntukan rencana tata ruang. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh adanya
kegiatan pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan untuk tempat usaha
produksi batu bata merah di sgjumlah titik lokasi Kecamatan Susukan, K ecamatan
Purwargja Klampok, dan Kecamatan Mandirgja. L uas penggunaan lahan pertanian
di Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021
mengalami penurunan luas lahan pertanian pada lahan sawah. Selisih perubahan
pada |ahan baku sawah yaitu 688.86 hektar dari yang sebelumnya 12.101,50 hektar
tahun 2019 berkurang menjadi 11.412,64 hektar tahun 2021.

Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian
tanaman pangan dengan substansi peraturan daerah K abupaten Banjarnegaranomor
11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun
2011-2031. Maka dari itu penditi ingin meneliti lebih detail terkait itu
permasalahan tersebut. Penelitian ini merujuk pada 5 (lima) penelitian terdahulu
dalam tinjauan pustaka. Dari lima penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam
penelitian ini, diketahui bahwa penelitian penulis asli dan origina karena penulis
meneliti mengenai mengapaterjadi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian di
Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dan
bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai
dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang, dianalisa
menggunakan Teori Kontrol Sosial, Teori Sistem Hukum dan Teori Bekerjanya



Hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan
kualitatif, jenis penelitian yuridis sosiologis dan validitas triangulasi. Sumber data
terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Kabupaten
Banjarnegara yang berfokus pada strategi pengendalian pemanfaatan lahan
pertanian di Kabupaten Banjarnegara perspektif penataan ruang. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produksi batu
bata merah berdasarkan PerdaNomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 berada di kawasan peruntukan
tanaman pangan irigasi teknis. Fenomena ketidaksesuaian pemanfaatan lahan
pertanian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: a) faktor kebijakan;
b) faktor sumber daya manusia; c) faktor sumber daya alam; d) faktor ekonomi; €)
faktor budaya masyarakat; f) faktor pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Akibat
ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang
tidak sesuai dengan peruntukannya menimbulkan dampak di berbagai sektor
kehidupan sehingga pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu meningkatkan
penegakan hukum peraturan tata ruang untuk mengatasi pelanggaran pemanfaatan
lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi
pemanfaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan lahan. Namun realitanya masih
terjadi pelanggaran menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kurang efektif dan
optimal, karena upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian tidak selesai
hanya dilakukan melalui pendekatan substansi hukum melainkan juga struktur dan
budaya hukum. Oleh demikian diperlukan adanya penatagunaan |ahan yang selaras
dengan perencanaan tata ruang wilayah di suatu daerah. Adapun strategi
pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara dapat
dilakukan sebagai berikut: a) peningkatan sosialisasi pemanfaatan lahan pertanian;
b) peningkatan rencana tata ruang wilayah menjadi rencana detail tata ruang dan
penetapan peraturan zonasi; ¢) penetapan peraturan daerah upaya perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan; d) perencanaan penatagunaan tanah yang
disesuaikan dengan rencana tata ruang; €) penetapan lahan sawah dilindungi; f)
optimalisas perizinan; g) pemberian insentif dan disinsentif; h) optimalisasi
pemantauan, pengawasan dan pengenaan sanksi; i) pembentukan instansi khusus
dalam pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang j) pemanfaatan lahan
kering untuk kegiatan non pertanian dan; k) kaian terhadap program tata ruang.
Kepastian penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang mendesak
dilaksanakan mengingat sudah banyak terjadi pelanggaran tata ruang. Kontrol dari
instans dan pelaksana kebijakan sebagai pihak-pihak yang berpengaruh dalam
masyarakat dapat dijadikan sebagal batasan dalam upaya meningkatkan kesadaran
hukum. Perlu sinergitas yang baik dari masyarakat maupun pemerintah agar kontrol
sosia terhadap pemanfaatan ruang dapat dijalankan secara bersama-sama sehingga
tercipta kondisi yang tertib.
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ABSTRAK

Lahan merupakan faktor penting menjamin keberlangsungan penyediaan
pangan. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah pemanfaatan
lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan rencanatata
ruang wilayah yang terjadi karena pertumbuhan penduduk dan kepentingan
ekonomi. Peneliti mengambil rumusan masalah mengapa terjadi ketidaksesuaian
pemanfaatan |ahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Perda Nomor
11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2011-2031 dan bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan lahan
pertanian di Kabupaten Banjarnegara perspektif penataan ruang. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi  pengendalian
pemanfaatan |ahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara perspektif penataan ruang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif,
jenis penelitian yuridis sosiologis dan validitas triangulasi. Sumber dataterdiri dari
data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara
yang berfokus pada strategi pengendaian pemanfaatan lahan pertanian di
Kabupaten Banjarnegara perspektif penataan ruang. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil  penelitian diketahui bahwa ketidaksesuaian
pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah berdasarkan
Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031 berada di kawasan peruntukan tanaman pangan
irigasi teknis. a) faktor kebijakan; b) faktor sumber daya manusia; c) faktor sumber
daya aam; d) faktor ekonomi; €) faktor budaya masyarakat; f) faktor pertumbuhan
dan kepadatan penduduk. Meskipun pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah
menetapkan Perda Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
namun realitanya masih terjadi pelanggaran tata ruang menunjukkan kebijakan
tersebut belum cukup efektif karena upaya tidak selesai hanya dilakukan melalui
pendekatan substansi hukum melainkan struktur dan budaya hukum. Adapun
strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang dapat dilakukan meliputi:
a) upaya peningkatan sosialisasi pemanfaatan lahan pertanian; b) peningkatan
rencana tata ruang wilayah menjadi rencana detail tata ruang dan penetapan
peraturan zonasi; C) penetapan peraturan daerah upaya perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan; d) perencanaan penatagunaan tanah yang
disesuaikan dengan rencana tata ruang; €) penetapan lahan sawah dilindungi; f)
optimalisas perizinan; g) pemberian insentif dan disinsentif; h) optimalisasi
pemantauan, pengawasan dan pengenaan sanksi; i) pembentukan instansi khusus
daam pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang j) pemanfaatan lahan
kering untuk kegiatan non pertanian dan; k) kajian terhadap program tata ruang.
Kata Kunci: Strategi, Pengendalian, Pemanfaatan Lahan, Lahan Pertanian
dan Per spektif Penataan Ruang.
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ABSTRACT

Land is an important factor in ensuring the sustainability of food supply.
The problem faced by the agricultural sector isthe use of agricultural land for non-
agricultural activities which is not in accordance with regional spatial planning
which occurs due to population growth and economic interests. The researcher
formulated the problem of why there is a mismatch in the use of agricultural land
in Banjarnegara Regency based on Regional Regulation Number 11 of 2011
concerning the Regional Spatial Plan for Banjarnegara Regency for 2011-2031
and what is the strategy for controlling agricultural land use in Banjarnegara
Regency from a spatial planning perspective. This research aims to analyze and
describe strategies for controlling agricultural land use in Banjarnegara Regency
from a spatial planning per spective.

The research method used is a qualitative approach, sociological juridical
research and triangulation validity. Data sources consist of primary data and
secondary data. The research was conducted in Banjarnegara Regency which
focused on strategies for controlling agricultural land use in Banjarnegara
Regency from a spatial planning perspective. Data collection techniques are
carried out through interviews, observation and documentation.

Based on the research results, it is known that the inappropriate use of
agricultural land for the red brick production business based on Regional
Regulation Number 11 of 2011 concerning the Banjarnegara Regency Regional
Soatial Plan for 2011-2031 is in the area designated for technical irrigation food
crops. a) policy factors; b) human resource factors; ¢) natural resource factors; d)
economic factors; €) community cultural factors; f) growth factors and population
density. Even though the Banjarnegara Regency government has established
Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Regional Spatial Planning, the
reality is that spatial planning violations still occur, indicating that this policy is
not effective enough because efforts are not only carried out through a legal
substance approach but rather legal structure and culture. The strategies for
controlling agricultural land use that can be implemented include: a) efforts to
increase socialization of agricultural land use; b) upgrading the regional spatial
plan to become a detailed spatial plan and establishing zoning regulations; c)
stipulation of regional regulationsto protect sustainable food agricultural land; d)
land use planning that is adjusted to the spatial plan; €) determination of protected
rice fields; f) optimization of licensing; g) providing incentives and disincentives,
h) optimization of monitoring, supervision and imposition of sanctions; ; i) the
establishment of a special agency in controlling the non-conformity of spatial
utilization; j) the utilization of dry land for non-agricultural activities; and k)
studies on spatial planning programs.

Keywords. Strategy, Control, Land Utilization, Agricultural Land and Spatial
Planning Perspective.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduk bermata
pencaharian sebagal petani mengandalkan sektor pertanian. Sektor pertanian di
Indonesia meliputi sektor pertanian pangan, sektor holtikultura, sektor peternakan,
sektor perikanan dan sektor kehutanan. Sektor pertanian diupayakan untuk
meningkatkan produksi pertanian agar terpenuhinyakebutuhan pangan dan industri
dalam negeri. Kegiatan di sektor pertanian diharapkan meningkatkan pendapatan
para petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan pertumbuhan
ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pedesaaan (Anita, dkk, 2023:94).
Kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kualitas lahan pertanian akibat terjadinya
pergeseran budaya dalam penggunaan tanah di Indonesia.

Lahan merupakan salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan di
sektor pertanian. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkel anjutan mendefinisikan lahan sebagai
bagian daratan permukaan bumi dan lingkungan fisik yang meliputi tanah serta
segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya diantaranya seperti iklim,
relief, aspek, geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun pengaruh
aktivitas manusia. Lahan pertanian sebagai suatu bidang lahan diperuntukan untuk
memproduks berbagai jenis tanaman pertanian dan vegetasi lain merupakan suatu
hal yang vital digunakan untuk usaha pertanian. Berbagal jenis kegiatan di atas

lahan pertanian tentu berpengaruh terhadap ketersediaan lahan.



Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor penting menjamin
keberlangsungan penyediaan pangan dan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi
di masyarakat (Rozci,dkk, 2023:37). Pertambahan jumlah penduduk dan
perkembangan ekonomi senantiasa berpengaruh terhadap permintaan lahan yang
hakikat luasnya tidak bertambah. Oleh karena itu permasalahan tersedianya lahan
akibat penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesual
peruntukannya seringkali menjadi problematika yang harus diselesaikan baik.
Pertimbangan pembagian penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan lahan secara
adil diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pembangunan nasional tidak akan terselenggaratanpaadanyaketersediaan
lahan yang diperlukan sebagai sumber daya sekaligus tempat terselenggaranya
pembangunan. Lahan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki arti penting
dalam kehidupan manusiabaik sebagai tempat atau ruang untuk kehidupan manusia
sekaligus sebagal unsur wilayah kedaulatan suatu bangsa. Perlu adanya campur
tangan negara untuk mengatur penggunaan dan penguasaan lahan sehingga
terwujud suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sesuai amanat dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa,
"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Artinya negara
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak menguasai lahan dan seluruh
kekayaan alam yang yang berada di atasnya digunakan dan diperuntukkan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut diantaranya dapat

melalui pengaturan hubungan hukum antara cara orang dengan lahan, pengaturan



terhadap perbuatan hukum orang terhadap lahan, dan perencanaan persediaan
peruntukan, penggunaan dan penguasaan lahan bagi kepentingan umum.
Pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan lahan dan kebutuhan pangan
cenderung terus meningkat berpengaruh terhadap permintaan lahan yang luasnya
tidak bertambah (Indika, 2022:51). Kecenderungan tersebut menyebabkan
pemanfaatan terhadap lahan-lahan pertanian sulit dihindari. Problematika yang
seringkali terjadi adalah jika disuatu lokas terjadi pemanfaatan lahan pertanian,
seringkali meluas ke area lahan-lahan disekitarnya secara progresif. Hal ini terjadi
karenafaktor ekonomi menuntut masyarakat untuk tetap bertahan di tengah-tengah
kebutuhan yang terus bertambah. Tidak sedikit dari masyarakat kemudian
memanfaatkan lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian menjadi tempat
usaha. Masyarakat berharap dengan adanya pemanfaatan atau penggunaan lahan
menjadi suatu tempat usaha dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka.
Ketersediaan lahan tidak lepas dari pemanfaatan lahan yang dilakukan
dengan memperhatikan peran dan fungs lahan untuk kepentingan umum.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya strategi pengendalian
pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian
pemanfaatan |ahan pertanian merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional yang
dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pemeliharaan sektor pertanian terhadap
kapasitas penyediaan pangan. Pemeliharaan sektor pertanian ini sebagai upaya
untuk mencegah menurunnya tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat
dalam jangka panjang mengingat lahan memiliki sifat multifungsi yang dapat

digunakan untuk berbagai kepentingan (Agatha & Subekti, 2023: 318).



Adanya pemanfaatan dan penggunaan suatu lahan untuk tempat usaha
akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Kondisi demikian
mempersempit lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi tanah pertanian
kemudian diubah fungsinya menjadi tempat usaha. Intensitas penggunaan dan
pemanfaatan lahan sebagai suatu tempat usaha maupun pembangunan infrastruktur
untuk kepentingan umum membutuhkan penyediaan lahan yang relatif luas.
Kebutuhan lahan menuntut pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana
tataruang wilayah tidak lepas dari proses transformasi struktur ekonomi dari sektor
pertanian ke sektor industri, jasa dan perdagangan (Rangkuti, 2023: 4). Redlita
penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan
ruang semakin tidak terkendali. Sehubungan dengan kondisi tersebut perlu adanya
peraturan atau kebijakan khusus yang mengatur terkait penguasaan, penggunaan
dan pemanfaatan lahan.

Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan ruang
kenyataannyamasih banyak ditemui di atas kawasan persawahan yang masih subur
dan hijau. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu lemahnya
aturan dan sanksi. Semakin banyaknya pemanfaatan lahan pertanian yang tidak
sesuai dengan penataan ruang berakibat terhadap |uas |ahan pertanian yang semakin
sempit dan berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan petani tidak dapat lagi
mengusahakan lahan tersebut yang sebelumnya dijadikan sebagai lahan pertanian.
Semakin berkurangnya luas lahan pertanian berpengaruh terhadap jumlah hasil

produksi pertanian yang menurun.



Mengingat perlindungan lahan pertanian ini pada dasarnya sudah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Berkelanjutan (PLP2B), sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi
adanya peralihan fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian menjadi
ancaman terhadap capaian ketahanan dan kedaulatan pangan Diatur pula dalam
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, bahwa "lahan pertanian
berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk melindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dengan adanya undang-
undang tersebut maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan lahan
pertanian secara intensif pada suatu kawasan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimanadiatur dalam peraturan pemerintah tentang rencanatata ruang wilayah
nasional.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah
dipertimbangkan dan dijelaskan untuk memperkukuh ketahanan nasional yang
didasarkan pada wawasan nusantara dan sgjaan dengan kebijakan otonomi daerah
dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Kewenangan tersebut perlu di
atur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antara pusat dan daerah dan antar
daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan. Artinya, keberadaan ruang yang
terbatas dengan pemahaman masyarakat yang masih berkembang tentu diperlukan
penyel engaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif yang aman,

nyaman dan berkelanjutan.



Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 sebagai
bentuk upaya pemerintah kabupaten Banjarnegara dalam merencanakan
pemanfaatan ruang sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 4 diatur
mengenai strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian, pemanfaatan dan
alih fungs lahan yang dalam ha ini adalah lahan pertanian. Kabupaten
Banjarnegaratidak |epas dari problematika pemanfaatan lahan pertanian yang tidak
sesual dengan penataan ruang diantaranya pemanfaatan lahan pertanian untuk
pembangunan kawasan perdagangan, alih fungs lahan untuk pembangunan jalan
raya, pemanfaatan lahan untuk perumahan dan kawasan industri, dan pemanfaatan
lahan pertanian untuk usaha produks batu bata bata merah. Pemanfaatan |ahan
pertanian untuk usaha produksi batu bata merah merupakan salah satu persoalan di
sektor pertanian sebagai sektor yang sangat strategis dan berperan penting terhadap
perekonomian penyedia lapangan kerja dan penyedia pangan. Akan tetapi tidak
sedikit wilayah Kabupaten Banjarnegara yang kemudian lahan pertaniannya mulai
dimanfaatkan ke dalam usaha lainnya di luar produks pertanian yang
mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian.

Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai penataan ruang di
Kabupaten Banjarnegara terjadi salah satunya terjadi di Kecamatan Mandirga,
Kecamatan Susukan dan Kecamatan Purwarga Klampok. Lahan-lahan sawah
irigas yang kemudian diubah peruntukan pemanfaatannya oleh sebagian
masyarakat di wilayah berdampak pada penurunan angka produksi pangan.

Kecamatan Mandiraja merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banjarnegara



dengan produksi hasil pangan padi terbanyak dari kecamatan-kecamatan lainnya
yang sebelumnya tercatat kurang lebih sekitar 14 ribu hektar pada tahun 2019
tersisa 13 ribu hektar sawah. Hal ini juga ditunjukan dengan perubahan luas
pemanfaatan lahan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 sampai dengan 2023
dalam tabel sebagai berikut:

Data L uas Penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara

L uas Penggunaan L ahan menurut Jenis
Penggunaan Penggunaan (Hektar)

Lahan 2021 2022 2023
Lahan sawah 13.291,58 12.939,63 12.645,53
Bukan lahan | 75.615,92 74.520,92 71.702,63
sawah
Lahan bukan | 18.064,20 19.511,15 22.623,54
Pertanian
Jumlah 106.972,00 106.971,00 106.971,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Pertanian Kabupaten Banjarnegara Dalam

Angka 2022

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa luas penggunaan pemanfaatan
lahan mengalami penurunan dari kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2023
khususnya pada lahan sawah dari yang sebelumnya 13.291,58 hektar menjadi
12.645,53 hektar. Sedangkan luas lahan yang digunakan bukan untuk pertanian
mengalami peningkatan dari yang semula 18.064,20 hektar menjadi 22. 623,54
hektar. Artinya penggunan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian semakin
meluas. Adapun penurunan luas penggunaan lahan tersebut disebabkan salah
satunya yaitu industri mikro di Kabupaten Banjarnegara yang berpotens
menimbulkan permasalahan lingkungan pertanian adalah pengembangan usaha
batu batamerah. Industri usahamikro produksi batu bata merah yang terjadi secara

terus-menerus berdampak pada penurunan tingkat produktivitas lahan.



Lahan pertanian ditemui disgumlah titik lokasi Kecamatan Susukan,
Kecamatan Purwarga Klampok dan Kecamatan Mandirga Kabupaten
Banjarnegara dimanfaatkan untuk kegiatan non pertanian sebaga tempat usaha
produksi batu bata merah. Jikadi lihat dari lokas usaha pembuatan batu bata merah
memang cukup strategis karena berada di dekat jalan raya dan jalan desa
memberikan kemudahan akses dalam ha pengangkutan. Tidak sedikit petani
setempat  kemudian memanfaatkan area persawahan menjadi tempat usaha
pengolahan batu bata merah. Lahan-lahan sawah tersebut disewakan untuk tempat
usaha produks batu bata merah. Kelompok pengrgin usaha batu bata merah
biasanya adalah kerabat dari pemilik lahan sawah yang disewakan.

Usaha batu bata merah dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan
pertanian karenatidak membutuhkan terlalu banyak air sedangkan dengan merawat
tanaman pangan seperti padi. Perubahan musim kemarau mendorong para petani
mengubah fungsi lahan menjadi usaha pengolahan batu bata karena tidak
memungkinkan untuk ditanami komoditi pertanian, terlebih keuntungan yang
diperoleh dari hasil penjualan batu bata merah dinilai lebih tinggi. Perubahan
penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian menjadi usaha produks batu bata
merah termasuk degradasi terhadap lahan pertanian. Hal ini karena adanya aktivitas
pengeringan, penggalian dan pembakaran di atas |lahan pertanian sawah sehingga
menyebabkan penurunan terhadap kualitas dan kuantitas tanah pertanian padalahan
baku sawah. Jika kondisi demikian terus terjadi maka juga akan berdampak pada

produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan.



Perlu adanya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Banjarnegara
dengan instans terkait dalam untuk mencapai swasembada, keamanan dan
kedaulatan pangan yang berkelanjutan akibat pemanfaatan lahan pertanian yang
tidak sesuai dengan penataan ruang semakin luas. Tentu ini menjadi tantangan besar
bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menghadapi fenomena
pemanfaatan lahan khususnya lahan pertanian. Pemanfaatan lahan pertanian yang
tidak sesuai dengan penataan ruang menjadi penyebab berkurangnya lahan
pertanian di Indonesia. Kinerja sektor pertanian akan terkena dampak negatif
dengan meluasnya pemanfaat lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya
akan berpengaruh pada pasokan pangan lokal dan nasional akibat pergeseran
penggunaan |ahan.

Semakin meningkatnya | uas penggunaan dan pemanfaatan |ahan pertanian
di Kabupaten Banjarnegaratentu berdampak pada hasil produksi pangan di wilayah
tersebut. Fenomenaini khususnyadi Kecamatan Susukan, Mandirgjadan Purwarga
Klanpok Kabupaten Banjarnegara tentu dapat mendatangkan permasalahan serius
di kemudian hari jikatidak segeradi antisipasi. Tidak hanyaitu, saat ini belum ada
peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap
kawasan lahan pertanian termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan yang
membuat fenomena pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan
penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara masih sulit dikendalikan.

Berdasarkan isu permasalahan di atas, pendliti tertarik untuk mengkayji
“Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara

Perspektif Penataan Ruang” khususnya pada lahan pertanian yang dimanfaatkan
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untuk usaha produks batu bata merah di Kecamatan Susukan, Kecamatan
Purwargja Klampok dan Kecamatan Mandirgja.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten
Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-20317?

2. Bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak
sesual dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif
penataan ruang?

1.3 Tujuan Pendlitian
Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketidaksesuaian pemanfaatan
lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031.

2. Upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengendalian
pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang.
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1.4 Manfaat Penelitian
141 Manfaat Teoritis
1. Menemukan kajian terjadinya pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten
Banjarnegara yang tidak sesuai dengan penataan ruang.
2. Mengembangkan studi ilmu agrarian khususnya yang berkitan dengan strategi
pengendalian pemanfaatan |ahan pertanian ke non pertanian di suatu daerah.
142 Manfaat Praktis
1. Bagi Pendliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan
peneliti mengena strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif
penataan ruang.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara dalam pemberian informasi dan masukan untuk djadikan bahan
pertimbangan dan pengambilan kebijakan dalam penanganan pemanfaatan
lahan yang tidak sesuai dengan penataan ruang serta dalam pengembangkan
strategi pengendalian pemanfaatan |ahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara.
3. Bagi Masyarakat Kabupaten Banjarnegara
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi

pengendalian pemanfaatan |ahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara.



BAB [I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut :

No Penulis/ Hasll Persamaan Perbedaan Kebaharuan
Judul Penelitian
1 | (Jurnd: Politik hukum | Persamaan Penelitian Peneliti
Khairiyatul pengendalian penelitian ini | tersebut menggunakan
Mahmudah, pemanfaatan yaitu  studi | fokus pada | pendekatan
2021, lahan  pertanian | dalam politik yuridis sosiologis
Universitas dikaji dalam | mengkaji hukum akan  mencoba
Jambi) perspektif hukum | fenomena pemanfaatan | untuk
pertanahan. mengenai lahan  yang | menemukan,
“Politik Penelitian ini | upaya digunakan menganalisa dan
Hukum diketahui bahwa | pengendalian | untuk mendeskripsikan
Pengendalian | pemanfaatan pemanfaatan | kepentingan | strategi
dan lahan yang tidak | lahan umum. pengendalian
Pemanfaatan | dapat pertanian. Sedangkan pemanfatan lahan
Lahan dikendalikan dalam pertanian  yang
pertanian mendorong penelitian ini | tidak sesuai
Untuk pemerintah fokus pada | dengan penataan
Kepentingan | melakukan upaya strategi ruang melalui
Umum Dalam | perlindungan pengendalian | observas dan
Perspektif lahan  pertanian. pemanfaatan | studi  peraturan
Hukum Akan tetapi lahan perundang-
Pertanahan” adanya pertanian. undangan dan
pengecualian regulas terkait,
dalam Pasal 2 UU Khususnya di
No. 41 Tahun wilayah
2009  dianggap Kabupaten
belum mampu Banjarnegara.
memberikan
perlindungan
penuh terhadap

keberadaan lahan
pertanian pangan
berkelanjutan.
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(Jurnal: Ni | Pendlitian Persamaan Penelitian ini
Luh  Budhi | tersebut mengkaji | penelitian berfokus pada
Arsini dan | | akiat hukum aih | yaitu pada | akibat hukum
Gede Surata, | fungs lahan | objek kajian | aih fungsi
2021, pertanian  yang | aih  fungs | lahan pertanian
Universitas akan dikenakan | lahan terhadap
Panji Sakti) sanksi pidana | pertanian. penguasaan
maupun  denda dan pemilikan
“Hukum Dari | sesual dengan tanah.
Alih  Fungs | ketentuan UU No.
Lahan 41 Tahun 2009
pertanian dan
Terhadap mengantisipasi
Penguasaan fenomena  aih
dan Pemilikan | fungsi lahan
Tanah pertanian  serta
Pertanian Di | memangun
K ecamatan sinergitas
Buleleng, kerjasama dengan
Kabupaten instansi terkait.
Buleleng”
(Jurnal: Penelitian Persamaan Penelitian ini
Asram Jadda, | tersebut mengkaji | penelitian ini | berfokus pada
dkk, 2021, | terkait yaitu  pada | pemanfaatan
Universitas pelaksanaan izin | kajian lahan.
Muhammadiy | aih fungsi lahan | pemanfaatan
ah Parepare) | pertanian ke non | lahan
pertanian dan | pertanian
“Tinjauan tinjauan yang  tidak
Yuridis penegakan hukum | sesuai dengan
Pelaksanaan | terhadap rencana tata
[zin pelanggaran yang | ruang
Pemanfaatan | dilakukan. wilayah.
dan Alih | Diketahui izin
Fungsi Lahan | pemanfaatan
Pertanian lahan sesual
Untuk dengan RTRW
kegiatan non | namun daam
pertanian Di | pelaksanannya
Kabupaten masih mengalami
Pinrang.” kendala karena
kurangnya
sosialisai  kepada

masyarakat.
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(Jurnal: Ferdi | Hasil pendlitian | Persamaan Penelitian ini
Rifanda tersebut diketahui | penelitian ini | berfokus pada
Hambali, bahwa terdapat | yaitu telaah | pemetaan
dkk., 2021) luasan lahan | pada potensi LP2B
pertanian  lebih | kesesuaian dan
“Kesesuaian | dari 500 ha yang | penggunaan | dampaknya.
Kawasan berpotensi hilang | lahan
Lahan yang berubah | pertanian
pertanian fungsi dan | dengan
Dengan peruntukannya kebijakan
Rencana Tata | sehingga  perlu | Rencana Tata
Ruang ditetapkan Perda | Ruang
Wilayah Di | LP2B di | Wilayah.
Kabupaten Kabupaten
Sumenep”. Sumenep.
(Jurnal: Berdasarkan Persamaan Penelitian
Suhadi, dkk, | penelitiantersebut | penelitian ini | tersebut
2017 dketahui  bahwa | yaitu mengkaji dan
Universitas Pemerintah mengkaji menganalisis
Negeri Daerah  Kenda | tentang upaya | tanggung
Semarang) telah mengambil | yang jawab
upaya langkah | dilakukan pemerintah
“Tanggung untuk melindungi | oleh daerah dalam
Jawab kebijakan lahan | pemerintah upaya
Pemerintah pertanian terhadap aih | menangani
Daerah Dalam | produktif dari | fungs lahan | konversi lahan
Konvers fenomena  dih | pertanian pertanian
Lahan fungsi lahan | yang di lihat | produktif.
Pertanian pertanian melalui | dari Sedangkan
Produktif di | Perda Nomor 13 | kebijakan dalam
Kabupaten Tahun 2013 | pemerintah penelitian ini,
Kendal” tentang setempat. peneliti
Perlindungan mengkaji
Lahan Pertanian strategi yang
L estari Kabupaten diupayakan
Kendal. dalam
menangani
permasal ahan
pemanfaatan
lahan pertanian
untuk kegiatan

non pertanian
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Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa
pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan kebijakan perlindungan
lahan pertanian dan rencanatata ruang wilayah disebabkan oleh belum terdapatnya
suatu peraturan daerah di kabupaten tersebut yang mengatur mengenai upaya
pengendalian pemanfaatan lahan pertanian. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan
disebabkan oleh faktor ekonomi, sosid dan budaya masyarakat sekitar yang
cenderung memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangkan kemungkinan dampak
yang ditimbulkan. Penyebab lainnya oleh adanya pembagian waris masyarakat
yang seringkali dikonversi pemanfaatannya bukan untuk kegiatan pertanian.

Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan berisiko terhadap permasalahan
lingkungan sehingga diperlukan adanya upaya pengendalian. Upaya pengendalian
dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, akan tetapi perlu adanya sinergitas baik
antara pemerintah, dinas/instansi terkait, masyarakat, LSM, stakeholder dan para
pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi dari pihak-pihak tersebut sangat penting
terutama sal penganggaran, pengelolaan aset, sarana prasarana, serta peningkatan
pengawasan oleh dinas terkait guna mewujudkan pengendalian pemanfaatan lahan
yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Penulisan penelitian terdahulu ini berguna sebagai acuan untuk mencari
sisi dan fokus yang akan diteliti oleh Penulis. Relevansi penelitian ini tidak jauh
berbeda, akan tetapi arah pembahasan, waktu dan tempat penelitian berbeda dengan
penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Jika penelitian terdahulu membahas
fokus pada aih fungs lahan pertanian dan pemanfaatan lahan dalam

pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan kebijakan penataan ruang. Sedangkan
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pada penelitian penulis fokus pada strategi pengendalian pemanfaatan |ahan
pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011-2031 dan perspektif dalam penataan ruang.

2.2 Landasan Konseptual
2.1.1 Konsep Strategi

Wheelen dan Hunger (2008) menyatakan bahwa strategi adalah
serangkaian keputusan dan tindakan mangerial yang menentukan Kkinerja
perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang. Mangemen strategi melipuiti
pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi  atau
perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian (Umar, 2010). Dengan
demikian, strategi berkaitan dengan arah keputusan dan tindakan untuk menentukan
tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun instansi.

Menurut David (2009) daam Rina (2016) strategi adalah tindakan
potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya
perusahaan dalam jumlah yang besar. Hal ini sgjalan dengan Hunger dan Wheelen
(2011), bahwa strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang bagai mana perusahaan akan mencapali misi dan tujuannya. Menurut Heizer
dan Render (2009), strategi adalah rencana suatu organisasi untuk mencapai misi
dan tujuan. Artinya dibutuhkan manaemen keputusan yang sejalan dengan visi dan

misi suatu organisasi yang telah direncanakan.
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Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi
yang diambil untuk mendayagunakan kompetens inti serta memperoleh
keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dengan
daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi kemampuan
perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetens inti baru lebih
cepat. Konsep strategi dalam hal ini berkaitan dengan pengendalian alih fungsi
lahan yang mana saat sekali terjadi konversi lahan pertanian secara terus menerus
tanpa adanya kontrol dan pengendalian. Oleh sebab itu penting adanya strategi
terkait bagaimana arah kebijakan atau mangjemen yang hendak diterapkan untuk
bisa mengurangi terjadinyaalih fungsi 1ahan pertanian di masyarakat.

Menurut Child, strategi direfleksikan sebagal tujuan dasar jangka panjang
dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi yang di sertai dengan serangkaian
tindakan sekaligus alokasi sumber daya terhadap suatu sasaran. Strategi berfokus
pada ide-ide yang dikembangkan dengan memperhatikan arah tujuan jangka
panjang dan cakupan organisasi. Artinya, strategi ini dijadikan sebagai arah dan
cakupan organisasi yang secara ideal fokus pada jangka panjang dengan
menyesuaikan sumber daya dan lingkungan yang tepat saran.

Ada 3 (tiga) definisi strategi menurut Amstrong sebagai berikut :

1. Strategi diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan dan
memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya untuk jangka
panjang dan mencocokan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan

eksternal.
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2. Strategi dilihat dari perspektif dimanaisu kritis atau faktor keberhasilan dapat
dibicarakan dengan mempertimbangkan keputusan strategis untuk membuat
dampak jangka panjang pada perilaku dan keberhasilan suatu organisasi.

3. Strategi pada hakikatnya sebagal penetapan tujuan strategis, mengal okasikan
dan menyesuaikan sumber daya dengan peluang sehingga dapat tercapai
kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan basis sumber dayanya (Triton,
2008, 12-16).

Ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan strategi,
sebagal berikut :

a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasal ahan.

b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.

¢. Menyusun perencanaan tindakan (action plan).

d. Menyusun rencana penyumberdayaan.

e. Mempertimbangkan keunggulan.

f. Mempertimbangkan berkelanjutan

Penyusunan strategi ini sehubungan dengan keputusan kondisional terkait
tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan tidak akan mudah dicapai jikatidak ada strategi, karena hakikatnya seluruh
tindakan tidak lepas dari strategi. Suatu strategi disusun, dirumuskan dan
dikonsepsikan secara konsisten dapat menghasilkan pelaksanaan yang disebut
strategis. Capaian suatu strategi yang strategis dipertimbangkan dengan beberapa

hal sebagai berikut :
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a. Srength (keunggulan).
b. Weakness (kelemahan).

c. Opportunity (peluang).

d. Threats (ancaman).

Jika ditinjau dari perspektif managjemen organisasi, strategi terdiri dari
lima tahapan, sebagai berikut :

1. Andisis Lingkungan. Analisis lingkungan biasanya dilakukan dengan tujuan
untuk mengidentifikasi suatu peluang yang harus segera mendapat perhatian
dan konsentrasi serius untuk melihat kemungkinan kendala atau ancam yang
perlu diantisipasi.

2. Penetapan Misi dan Tujuan. Suatu organisasi memiliki misi dan tujuan yang
telah ditetapkan. Misi disebut sebagai suatu tujuan yang berbeda dengan
organisas lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Adanya
suatu misi dari organisasi diharapkan dapat memanfaatkan seluruh potensi
yang ada secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan.

3. Perumusan strategi. Strategi ini berkaitan dengan tindakan yang terkoordinasi
untuk mendayagunakan kompetensi yang unggul. Artinya, perlu perumusan
strategi yang sesuai dengan kebutuhan agar memberikan hasil yang optimal.
Kekeliruan formulas strategi dapat memberikan dampak yang kurang baik
terhadap organisasi jika dalam perumusan formulasi strategi tidak
memperhatikan misi dan tujuan.

4. Implementasi Strategi. Penerapan atau implementasi strategi disebut juga

sebagai tindakan pengelolaan berbagai macam sumber daya organisasi dan
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manajemen. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan dan
mengendalikan pemanfaatan sumber daya organisasi melalui strategi yang
direncanakan dan dipilih. Hal ini diperlukan untuk melihat dan menilai lebih
jelas sggauh mana pemilihan strategi yang telah diambil dan direalisasikan.

5. Evaluas dan pengendalian. Evaluasi diartikan sebagai tahapan untuk
menjamin bahwa strategi yang direncanakan terlaksana, tepat dan mencapai
tujuan yang diharapkan. Artinya, evaluasi ini sebagal proses membandingkan
antara apa yang telah direncanakan dengan hasil pencapaian tujuan.

Pengendalian strategi sebagal pengendalian yang secara strategis
mengikuti arah yang sedang diimplementasikan. Pengendalian yang dilakukan ini
dilakukan dan mendeteks permasalahan atau perubahan yang terjadi pada arah

tujuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

2.1.2 Konsep Pengendalian

Menurut Merchant dan Stade (2017), pengendalian atau pengawasan
(controlling) adalah bagian akhir dari fungsi manajemen. Fungsi mang emen yang
dikendalikan adal ah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.
Pengendalian sebagai proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna
penyempurnaan lebih lanjut. Perbedaan pengendalian dengan pengawasan adalah
pada wewenang dari pengembangan kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki
wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya

sebatas memberi saran, sedangkan tindak |anjutnya dilakukan oleh pengendali.
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Pengendalian adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
sesual dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Adapun pengendaian ini
bertujuan untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan
apa yang telah direncanakan. Adanya upaya pengendalian ini diharapkan dapat
menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki
serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Memperhatikan pengertian di atas, maka pengendalian mempunyai arti
yang lebih luas daripada pengawasan. Arti pengendalian tidak terbatas hanya pada
usaha untuk mengetahui dan menilai suatu pekerjaan atau kegiatan, tetapi juga
untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan
itu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, serta sesuai pula dengan
peraturan perundangan yang berlaku (Hasibuan, 1996:245).

Adapun pengendalian kewenangan ditujukan untuk mengadakan tindakan
korektif sudah terkandung di dalamnya, dalam pengertian pengendalian tindakan
korektif itu merupakan proses lanjutan. Jelasnya pengendalian harus berpedoman
terhadap:

1. Rencana (planning) yang telah diputuskan;
2. Perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (perfomance);
3. Tujuan dan/atau;

4. Kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.
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Dapat disimpulkan pengendalian adalah suatu upaya yang sistematik
untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem
umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang
telah ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi penyimpangan, serta untuk
mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber

daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien.

2.1.3 Konsep Pemanfaatan Lahan

Menurut Arsyad (1989), pemanfaatan lahan diartikan bentuk campur
tangan manusiaterhadap sumber dayalahan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik
bersifat material ataupun spritual. Pemanfaatan lahan merupakan bagian
perwujudan proses interaksi komponen makhluk hidup antara manusia (biotik)
dengan lahan sebagai komponen abiotik. Kedua interaksi komponen tersebut
berlangsung dengan berbagai keanekaragaman aktifitas dari tempat ke tempat dan
waktu ke waktu. Terwujudnyainteraksi dan polapemanfaatan lahan disuatu tempat
dalam waktu tertentu dipengaruhi oleh faktor yang berhubungan dengan
karakteristik masyarakat, jumlah populasi, bentuk dan tingkat kebudayaan, serta
kondisi tanah atau |ahan yang dipengaruhi oleh komponen lingkungan fisik lainnya.

Pemanfaatan lahan sebagai pengaturan penggunaan lahan unt menentukan
pilihan dalam pengalokasian fungs tertentu yang memberikan gambaran secara
keseluruhan bagaimana kondisi daerah pada kawasan tersebut seharusnya
berfungsi. Artinya pemanfaatan lahan ini sebagai rangkaian proses yang

berkelanjutan dengan maksud pembangunan secara optimal dan efisien.
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Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan Tanah diartikan bahwa Penatagunaan tanah adal ah sama dengan pola
pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui
pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagal satu
kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Artinya, lahan sebagai
permukaan bumi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas dengan sumber daya
alam yang terbatas dalam pemanfaatannya memerlukan penataan, penyediaan, dan
peruntukan secara berencana demi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan
ini sebagal bentuk suatu usaha memanfaatkan lahan dari waktu ke waktu dengan
tujuan untuk memperoleh hasil atau keuntungan.

Pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan yaitu faktor
fisik lahan, faktor ekonomi, dan faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan yang
dimaksud dalam hal ini meliputi aspek sosial, budaya dan masyarakat yang
terwujud dalam tradisi, sistem kepercayaan yang dianut masyarakat serta kebijakan
pemerintah (Dardak, 2005). Pelaksanaan pemanfaatan lahan harus memperhatikan
dan mempertimbangkan prinsip pemanfaatan lahan. Prinsip pemanfaatan |ahan
sebagai suru rtenyian dasar dalam melakukan pemanfaatan lahan yang sesuai
dengan mempertimbangkan komponen dan kriteria dalam menghasilkan
pemanfaatan lahan yang efektif dan efisien. Oleh sehingga, penggunaan konsep
pemanfaatan lahan teat akan menghasilkan produk yang tepat dan menentukan

pemanfaatan |ahan yang baik.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah, disebutkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah di
kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah. Penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan
hutan lindung tidak boleh menganggu keberadaan fungsi alam, tidak mengubah
bentang alam dan ekosistem alami. Pemanfaatan lahan di kawasan budidaya juga
tidak boleh saling bertentangan, tidak mengganggu dan memberikan nilai tambah
bagi pemanfaatan lahan.

Sesuai arahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, ditetapkan
rencana pola ruang yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemanfaatan
lahan pertanian termasuk dalam pola pemanfaatan ruang di kawasan budidaya.
Kawasan budidaya tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. kawasan peruntukan pertanian;

d. kawasan peruntukan perikanan;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan industri;

0. kawasan peruntukan pariwisata;

h. kawasan peruntukan permukiman;

i. kawasan pertahanan dan keamanan; dan

|- kawasan peruntukan lainnya.
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Pemanfaatan lahan di kawasan peruntukan pertanian dalam Pasal 57
diantaranyaterdiri atas:

a. kawasan tanaman pangan;

b. kawasan hortikultura;

c. kawasan peternakan; dan

d. kawasan perkebunan

Pemanfaatan lahan di kawasan peruntukan |aha pertanian tanaman pangan
terdiri atas lahan irigasi dan lahan bukan irigasi. Pemanfaatan lahan tersebut
sgjatinya harus disesuaikan dengan peruntukan fungsi lahan sebagaimana
ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Oleh sehingga untuk menganalisis
kesesuaian pemanfaatan lahan yaitu dengan menggunakan metode kriteria
kesesuaian lahan mencakup upaya dalam pemanfaatan lahan yang terarah, efektif
dan efisien sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Diatur dalam Pasal 13 terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah di
kawasan lindung dan budaya :

(1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan
budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah.

(2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak
mengubah bentang alam dan ekosistem alami.

(3) Penggunaan tanah di kawasan budidaya sebagaimanadimaksud padaayat (1)

tidak boleh diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.
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(4) Pemanfaatan tanah di Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan
peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya.

(5) Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan melalui pedoman teknis
penatagunaan tanah, yang menjadi syarat menggunakan dan memanfaatkan
tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Terkait dengan pemanfaatan lahan wajib memiliki izin baik orang pribadi
dan atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan yang berdampak pada
perubahan penggunaan lahan. Usaha yang dilakukan melalui pemanfaatan lahan
memiliki batasan keluasan sebagal berikut :

1. Izin pemanfaatan lahan untuk usaha pertanian adalah kurang dari 25 hektar.

2. 1zin pemanfaatan lahan untum usahanon pertanian adalah kurang dari 1 hektar.

3. lzin pemanfaatan lahan untuk kegiatan bidang sosia dan keagamaan tanpa

batasan luasan.
2.1.4 Konsep Lahan Pertanian

L ahan merupakan bagian |apisan atas bumi yang yang mengandung bahan-
bahan padat, cair, udaradan jasad hidup sebagai mediatumbuhnyatanaman. Lahan
sebagai suatu lingkungan fisik yang di dalamnya meliputi unsur tanah, iklim,
topografi, hidrologi, dan vegetas yang dimana unsur tersebut mempengaruhi
potensi penggunaan dan pemanfaatannya (Hardjowigeno, 2011). L ahan merupakan
salah satu faktor produks utama dalam kegiatan pertanian. Pengertian lahan

menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
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Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan adalah bagian daratan
dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik meliputi tanah beserta segenap
faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Sedangkan lahan pertanian merupakan lahan yang digunakan atau
difungsikan untuk usaha pertanian selain sebagai persawahan dan tegalan lahan
pertanian selain sebagal persawahan juga dapat dijadikan sebagai perkebunan,
tambak untuk perikanan, lahan tempat penggembalaan ternak, ladang atau lahan
hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi pemilik lahan atau yang berhak
(Purwowidodo, 1983). Lahan pertanian juga diartikan sebagai bidang lahan yang
digunakan untyk memproduks berbagai jenis tanaman pertanian dan vegetasi
tanaman lainnya termasuk peternakan.

Definis lahan pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan L uas L ahan Pertanian menyebutkan bahwa
lahan pertanian yang boleh dimiliki dan dikuasai ditentukan luas maksimum dan
minimum. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 2 penetapan luas
maksimum lahan yaitu paling banyak untuk daerah-daerah yang tidak pada adalah
15 hektar untuk lahan sawah dan 20 hektar untuk lahan kering, untuk daerah yang
yang kurang padat luasnyayaitu 10 hektar untuk lahan sawah dan 12 hektar untuk
lahan kering. Sedangkan untuk daerah cukup padat luasnyayaitu 7,5 hektar lahan
sawah dan 9 hektar lahan kering sedangkan untuk daerah yang sangat padat yaitu 5
hektar untuk |ahan sawah dan 6 hektar untuk lahan kering. Penetapan [uas minimum

lahan pertanian yaitu 2 hektar digunakan untuk lahan sawah maupun lahan kering.
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Pada dasarnya tujuan ditetapkannya luas maksimum dan luas minimum
lahan pertanian diantaranya sebagal berikut :

1. Penetapan luas maksimum dan minimum lahan pertanian yaitu agar pemilikan
atau penguasaan lahan sebaga faktor utama dalam produksi pertanian akan
lebih merata kepemilikannya.

2. Penetapan luas maksimum dan minimum lahan pertanian ini juga bertujuan
agar pemilikan dan penguasaan lahan tidak melampaui batas yang telah
ditetapkan dan dan tidak merugikan kepentingan khalayak umum.

Dengan adanya batasan penetapan luas maksimum dan minimum lahan
pertanian maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:

a. Alam semesta besertaisinya sebagal karunia Tuhan Yang Maha Esa yang yang
dalam hal ini adalah lahan sebagai tempat kegiatan sekaligus tempat tumbuhnya
tanaman serta kehidupan hewan dan manusia merupakan objek kegiatan.

b. Manusiadan kegiatan nyamenyempurnakan segal a sesuatu yang telah diberikan
oleh alam atau Tuhan baik untuk kepentingan maupun kelangsungan hidup
manusia melalui dua golongan yaitu tumbuhan, hewan/ternak dan ikan.

c. Adanya suatu usaha manusia untuk memperoleh produk atau hasil ekonomis
yang lebih besar daripada sebelum adanya kegiatan atau aktivitas manusia.

Secara substansi, lahan pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1, bahwa lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan

pertanian dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Namun terdapat pengecualian

yaitu apabilaair fungsi lahan tersebut terjadi karenauntuk kepentingan umum. Alih

fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 44 Ayat 3
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Berkelanjutan bahwa pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan
pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat 2 hanya dapat
dilakukan dengan syarat yaitu:

1. Dilakukan kajian kelayakan strategis;

2. Disusun rencanaalih fungsi lahan;

3. Dibebaskan dari kepemilikan hak dari pemilik;

4. Sediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian yang dialihfungsikan.

Perlindungan lahan pertanian yang dimmanfaatkan untuk kegiatan non
pertanian menjadi persoalan yang berbeda karena perubahan ini dilaksanakan atas
kehendak masyarakat dan untuk kepentingan sendiri. Perlindungan lahan pertanian
khususnya terhadap |ahan pertanian dilindungi dan tidak dapat dialihkan kecuali
untuk kepentingan umum. Pengecualian ini mengandung arti bahwa perlindungan
terhadap lahan pertanian tidak sepenuhnya dilindungi, karena lahan pertanian
tersebut berperan untuk menjaga ketahanan pangan (Isdiyana & Benny, 2018).
Sebagaimanatermuat dalam pasal 6 UUPA disebutkan bahwa setiap tanah

memiliki fungsi sosial sehingga penggunaan tanah termasuk perubahan terhadap
fungsi yang tidak boleh mengesampingkan fungsi sosial. Prinsip bahwa setiap tanah
memiliki fungsi sosia ini tidak dapat diberlakukan untuk beberapa tanah tertentu
misalnya lahan pertanian yang memiliki fungsi untuk pangan masyarakat sering
dialihkan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya. Pemerintah dalam hal
ini harus membuat kebijakan agar lahan pertanian khususnya lahan pertanian

pangan tidak mudah dialihkan ke orang lain maupun alihkan fungsinya.
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Bentuk-bentuk lahan pertanian diklasifikasikan menjadi dua yaitu lahan
basah dan lahan kering:

1. Lahan Basah. Lahan basah (wetland) merupakan sebuah wilayah atau kawasan
tanahnya jenuh dengan air, bersifat permanen (menetap) ataupun musiman.
Wilayah lahan basah biasanyatergenang air baik secara alami maupun buatan.

2. Lahan Kering. Lahan kering merupakan lahan yang biasanya digunakan untuk
usaha pertanian dengan penggunaan air terbatas dan biasanya juga dari curah
hujan. Kondisi lahan kering memiliki ciri agro ekosistem beragam dan
umumnya berlereng dan kurang sensitif terhadap erosi jika pengolahannya

tidak memperhatikan kaidah konversi tanah.

Jenis-jenis|ahan basah antaralain :
1. Sawah. Sawah diartikan sebagai sebidang lahan pertanian dengan kondisi

selalu basah dan kadar air yang di kandungnya selalu di atas kapasitas |apang.
L ahan sawah tersebut memiliki karakteristik yaitu :

a) Topografi rata

b) Dibatas oleh pematang sawah

c) Diolah padakondisi berair

d) Sumber air kontinyu (kecuali sawah tadah hujan dan sawah rawa)

€) Tingkat kesuburan tanahnyarelatif stabil

f) Jenistanaman utama biasanya adalah padi
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Berdasarkan sistem irigasinya, pengairan sawah terdiri atas :

a) Pengairan sawah teknis. Pengairan sawah teknis bersumber pada air sungai
yang selalu tersedia sepanjang tahun dengan pengairan yang masuk melalui
saluran primer, sekunder dan tersier volume terukur. Pola tanam padi di
sawah melalui pengairan teknis ini lebih fleksibel dibandingkan lahan
sawah lainnya. Sawah jenis ini memiliki ciri dalam pola tanamnya yang
mana sebagian besar berorientasi pada produksi padi.

b) Sawah pengairan secara teknis. Sawah pengairan setengah teknis sumber
airnya adalah aliran sungai yang ketersediaan airnyatidak cukup sepanjang
tahun tidak seperti sawah pengairan teknis. Pola tanam pada sawah
pengairan setengah teknis biasanya adalah padi dan palawija.

c) Sawah pengairan pedesaan. Sawah pengairsn pedesaan ketersediaan airnya
bersumber dari lembah dan bukit yang ada di sekitar sawah. Sumber lainnya
yaitu prasarana irigasi seperti saluran, bendungan yang dibuat oleh
pemerintah desa atau petani setempat serta bendungan yang sifatnya tidak
permanen. Sedangkan pola tanaman pada sawah pengairan pedesaan
biasanya padi, palawija dan beras. Pola tanam untuk hasil produksi padi
biasanya terbatas di wilayah tertentu yang berdekatan dengan sumber air.
Sedangkan pola tanam yang jauh dengan sumber air biasanya ditanami padi
pada musim hujan dan pada musim kemarau produksi tanaman lain.

d) Sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan sumber pengairannya bergantung
pada curah hujan dan biasanya terdapat di daerah yang topografinyatinggi,

beradadi lereng gunung atau bukit yang tidak memungkinkan dibuat saluran
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irigasi. Oleh karena itu, pola tanam pada sawah semacam ini biasanya
ditanami padi — beras, padi — palawija, dan palawija— padi.

e) Sawah rawa. Sawah rawa pengairannyatidak dapat diatur karena letaknya
berada di daerah lembah dan cekungan pantai. Kondisi sawah rawa selalu
tergenang air karena pengairannya tidak dapat diatur sesuai kebutuhan.
Sawah rawa memiliki ciri utama yaitu diolah dan ditanami pada musim
kemarau dan dipanen pada saat musim penghujan. Tanaman utama yang
dihasilkan adalah padi rawa yang memiliki sifat menyesuaikan dengan
permukaan air.

f) Sawah rawa pasang surut. Sawah jenis ini pengairannya dipengaruhi oleh
pasang surutnya air laut. Pengolahan tanah pada sawah ini juga terbilang
cukup sederhana yaitu hanya pembabatan rumput padauaim kemarau
menjelang musim hujan tiba dan panen saat musim hujan.

g) Sawah Lebak. Sawah jenis ini sumber pengairannya adalah dari sungai
disekitarnya, karena letak sawah ini berada di kanan kiri tebing sungai dan
delta. Pengairannya menggunakan alat pengeduk seperti timba atau Kincir
air dan hanya dapat dilakukan pengolahan dan penanaman padi saat musim
kemarau dan panen menjelang musim hujan.

. Rawa merupakan lahan genangan air yang secara ilmiah terjadi secara terus

menerus atau musiman yang berciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis

dengan kedalaman air kurang dari 6 meter pada saat air surut. Rawa disebut

sebagai pembersih alamiah karena memiliki peran penting mencegah polus
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dan pencemaran lingkungan. Hal inilah kemudian yang memberikan alasan
rawa memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi, sosial, budaya lingkungan.

. Hutan mangrove. Hutan ini memiliki ciri khususyaitu tumbuh di daerah pasang
surut dan tergenang air ada saat pasang dan bebas genangan air pada saat surut.
Hutan magrove di Indonesia sering disebut sebagai hutan bakau yang tersebar
di lautan tropik dan sub tropik.

. Padang Lamun. Padang lamun termasuk ekosistem khas laut dangka di
perairan hangat dengan dasar pasir yang di dominasi oleh tumbuhan lamun
beradaptasi dengan air asin. Padang lamun hanya dapat terbentuk di perairan
laut dangkal kurang dari 3 meter.

. Danau. Danau sebagai cekungan permukaan bumi yang tergenang air memiliki
fungs dan manfaat sebagai pengairan sawah, ternak dan kebun sekaligus
sebaga objek pariwisata. Keberadaan danau juga digunakan sebagai PLTA,
usahaperikanan darat, sumber penyediaan air bagi makhluk hidup di sekitarnya
serta pengendali ancaman banjir dan erosi.

. Sungai. Sungai termasuk bagian permukaan bumi yang terbentuk secara
adamiah dan terletak lebih rendah dari tanah atau lahan di sekitarnya
K eberadaannya memiliki peranan penting bagi makhluk hidup disekitarnya
antara lain sumber aliran air tawar dari darat ke laut, danau, rawa dan anak

sungai lainnya.
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Sedangkan pada lahan kering tedapat usaha pertanian yang dapat
dilakukan berdasarkan keadaan fisiknya diklasifikasikan menjadi beberapa macam:
a. Ladang. Ladang merupakan lahan usaha pertanian yang sifatnya berpindah-
pindah atau tidak tetap. Ladang terbentuk karena penebangan hutan yang
dibakar lalu ditanami huma atau palawija baik ditanam sendiri maupun
tumpang sari.

b. Tegaan. Tegalan merupakan kelanjutan bagian dari sistem ladang yang terjadi
jika hutan yang dibuka untuk kegiatan usaha pertanian tidak memungkinkan
lagi. Usahatani melalui lahan tegalan ini bersifat menetap dengan pola tanam
campur atau tumpang sari antara padi dan palawija. Usaha pelestarian
produktivitas padalahan tegalan dengan cara pemupukan dan ditanami kembali
atau pelestariannya dapat berjalan secara alami dan dibiarlan tumbuh tanaman
liar. Umunya produktivitas lahan pada tegalan ini tidak stabil karena kondis
topografinya tidak mendatar dan tidak dibatasi oleh pematang ataupun
sengkedan penahan erosi.

c. Kebun. Kebun termasuk lahan usaha tani yang sudah menetap dan ditanami
tanaman tahunan secara permanen baik sgjenis maupun campuran. Tanaman
yang biasanya ditanam di kebun antaralain jenis tanaman buah-buahan.

d. Pekarangan. Pekarangan merupakan sebidang tanah atau |ahan usaha pertanian
yang letaknya di sekitar rumah dan dibatasi oleh pagar hidup maupun pagar
mati. Tanaman yang biasa ditanam di |ahan pekarangan rumah biasanya jenis

tanaman buah, sayur, dan rempah.
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e. Kolam. Lahan usaha pertanian basah yang lokasinya di lingkungan kering
adalah kolam. Kolam biasanya digunakan untuk memelihara ikan atau katak
hijau dengan periode kontinyu 3-6 bulan atau dapat 2-4 kali panen dalam
setahun.

f. Tambak. Tambak identik dengan tempat usaha pemeliharaan ikan yang
lokasinyabanyak ditemukan di daerah pantai. Jenis produksi yang diutamakan
adal ah tambak bandeng, udang, nila baik tunggal maupun campuran.

2.1.5 Perspektif Penataan Ruang

Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan bahwa perspektif merupakan
keterampilan seseorang dalam menelaah, menyelenggarakan suatu pengamatan
meliputi kemampuan mengklasifikasikan, kemampuan mengelompokkan dan
memfokuskan suatu objek tertentu (Nyayu Soraya, 2019:186). Perspektif sebagai
kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan
yang mempengaruhi perspesi seseorang sehingga pada akhirnya akan berpengaruh
terhadap tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Perspektif juga sebagai suatu
cara pandang atau paradigma dalam berpikir terhadap suatu masalah yang terjadi,
atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomenatertentu.

Perspektif diartikan juga sebagai cara pandang atau alur berpikir serta cara
berperilaku seseorang terhadap suatu fenomena atas suatu kegiatan dan kejadian
seringkali disebut sebagai point of view (Ahmad Rifai, 2014: 13). Dari uraian
tersebut dapat disimpulkan bahwa perspektif sebagai cara pandang terhadap suatu
objek dan tindakan untuk menafsirkan informasi dan menggambarkan serta

memahami suatu fenomena dalam situasi tertentu.
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Sedangkan penataan ruang diartikan sebagai suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
yang dalam penyelenggaraannyameliputi pengaturan, pembinaan, pel aksanaan dan
pengawasan penataan ruang. Sehingga perspektif penataan ruang mempunyai arti
sebagal paradigma atau cara pandang terhadap suatu ruang wilayah, termasuk
fenomena, kejadian atau kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Hakikatnya, ruang merupakan salah satu komponen penting dalam
pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yang dalam praktiknya
menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan di wilayah tersebut. Kesalahan
dalam penataan ruang akan menimbulkan potensi dampak terhadap masa depan di
suatu wilayah. Dasar inilah yang kemudian sebagai perspektif bagi setiap negara
termasuk setigp wilayah dalam suatu negara agar senantiasa menempatkan
pengaturan ruang sebagai salah satu agenda penting dalam proses pembangunan.

Ruang erat dengan keberadaan tanah atau lahan karena merupakan dasar
dalam pembangunan suatu wilayah diharuskan adanya suatu perencanaan. Adapun
perencanaan dalam tata ruang ini sebagai langkah awa dalam upaya menentukan
bagaimana pola ruang yang akan dilaksanakan atau dijadikan sebagai kaidah
pemanfaatan dan peruntukannya. Upaya pengendalian tata ruang tentu dijadikan
sebagai langkah dalam menjamin ketepatan tercapainya tujuan dan sasaran
perencanaan penataan ruang di suatu wilayah. Tentu perencanaan penataan ruang
harus segjalan dengan hukum pertanahan nasional sebagai hukum yang tunggal dan

tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum tertentu.
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Melihat perkembangannya, berbagai perspektif muncul yang kemudian
mencoba memberikan definisi-definisi ruang termasuk definisi penataan ruang.
Tentu hal ini sgjalan dengan perkembangan teori penataan ruang yang erat kaitanya
dengan rencanatata ruang di suatu wilayah sebagai berikut :

a) Ruang sebaga wadah meliputi ruang darat, ruang lautan dan makhluk lain yang
hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara keberlangsungan hidupnya.

b) Tata ruang sebaga wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang bak yang
direncanakan maupun tidak.

c) Rencana tata ruang wilayah berkaitan dengan proses perencanaan penataan,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di suatu wilayah.

d) Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang mana
wilayah adalah ruang sebagai kesatuan geografis, ruang batas dan sistem yang
ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional.

Prespektif lain yang mencoba memberikan definis penataan ruang
khususnya dalam konteks perencanaan tata ruang menurut Sugiyanto. Menurutnya
bahwa rencana tata ruang wilayah mencakup perencanaan struktur dan pola
pemanfaatan ruang yang meliputi tata gunatanah, tata guna udara, tata guna ruang
angkasa dan tata guna sumber daya alam. Perencanaan penataan ruang tersebut
ditinjau dengan fungsi pertahanan keamanan subsistem perencanaan tataruang dan
tata cara penyusunannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur bentuk perencanaan rencanatata ruang wilayah.
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Adapun konsep perencanaan dalam penataan ruang menurut De Haan
didefinisikan sebagal persiapan dan pelaksanaan yang sistematis, terkoordinasi dan
didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan sekaligus cara
pel aksanaannya. Perencanaan dalam penataan ruang meliputi prognoses (estimas
yang akan terjadi), bel eidsvoor nemens (rancangan kebijakan yang akan ditempuh),
voorzieningen (perlengkapan persiapan), afspraken (perjanjian lisan),
beschikkingen (ketetapan-ketetapan) dan regelingen (peraturan-peraturan).
Keseluruhan komponen tersebut harus dapat dijalankan dalam satu kesatuan dan
disinkronisasi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Konsep penataan ruang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Pemanfaatan Ruang
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan ruang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
struktur uang dan pola-pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan beserta program-program dan pembiayaannya.
Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk melakukan suatu perencanaan tata
ruang sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah dengan jangka

waktu perencanaan selama 20 tahun.
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Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kondisi normatif dari
bentuk kebutuhan lahan untuk aktivitas atau kegiatan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Kebutuhan akan lahan menjadi kebutuhan yang bersifat
urgent atau penting mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan terus-
menerus. Kondis demikian perlu adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu upaya manajemen pengelolaan
yang diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pel aksanaan
pemanfaatan ruang termasuk pemanfaatan lahan telah sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Jka ditinjau dari perspektif estetika dan lingkungan hidup,
ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang merupakan dua bagian yang tidak
terpisahkan karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahan yang erat
kaitanya dengan aktivitas atau kegiatan masyarakat di areatersebut (Nyayu Soraya,
2019:180). Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah pokok pengaturan
pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di suatu wilayah melalui
penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disintentif serta
pengenaan sanksi.

a. Peraturan Zonasi. Peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang
merupakan suatu ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang sekaligus
unsur-unsur pengendalian yang disusun dan diperuntukkan di setiap zona
sesual dengan rencana detail tata ruang. Peraturan zonasi ini pada hakekatnya

mengatur tentang klasifikasi zona, pemanfaatan lahan dan prosedur
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pel aksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan peruntukan pemanfaatan
rencana tata ruang wilayah.

. Perizinan. Perizinan diartikan sebagai perbuatan hukum administrasi negara
persegi satu yang implementasi peraturannya bersifat konkrit didasarkan pada
persyaratan dan mekanisme prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin pemanfaatan ruang merupakan langkah atau mekanisme perizinan yang
harus dimiliki sebelum melaksanakan pemanfaatan ruang yang berupa izin
lokasi atau fungsi ruang dan kualitas ruang. 1zin pemanfaatan ruang dibedakan
atasizin lokasi dan persetujuan pemanfaatan ruang. l1zin lokasi merupakanizin
yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk memperoleh tanah
atau lahan sebagai 1zin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut
guna keperluan usaha penanaman moda yang tidak ada kaitanya dengan
penanaman modal. 1zin lokasi pemanfaatan lahan biasanya melalui instans
yaitu Disnaker PMPTSP yang ada di wilayah kabupaten setempat. Sedangkan
persetujuan pemanfaatan ruang merupakan persetujuan yang diberikan kepada
perusahaan oleh pemerintah dalam rangka perencanaan penanaman modal
pada lokas tanah atau lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
dengan luas tidak lebih dari satu hektar untuk usaha non pertanian.

. Pemberian insentif dan disinfektif Pada hakekatnya konsep insentif dan
diinsentif ini disusun oleh Bappeda di suatu Kabupaten yang disesuaikan
dengan rencana tata ruang dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu insentif

dalam bentuk fiskal dan insentif dalam bentuk non fiskal. Pemberian insentif
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dalam bentuk fiskal didasarkan pada pengaturan peruntukan lahan yaitu
peraturan zonas yang disusun oleh Bappeda melalui keringanan pgjak dan
keringanan retribusi. Sedangkan bentuk insentif dalam non fiskal yaitu
diberikan melalui pemberian kompensasi Subsidi silang, Imbalan, Sewa ruang,
Urun saham, Pembangunan serta pengadaan infrastruktur,Kemudahan
prosedur perizinan, dan Pemberian penghargaan kepada masyarakat atau
swasta.

Pada bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui disinsentif dibagi
menjadi duayaitu disinsentif dalam bentuk fiskal dan disinsentif dalam bentuk
non fiskal. Pemberian disintesis dalam bentuk fiskal dilakukan dengan
pertimbangan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah. Tujuan adanya disinsentif dalam bentuk fiskal yaitu sebagai
perangkat untuk mencegah membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan
termasuk usaha yang tidak sgaan dengan peruntukan rencana tata ruang
wilayah di suatu Kabupaten. Sedangkan pemberian disinsentif dalam bentuk
non fiskal menggunakan konsep melalui pembatasan penyediaan infrastruktur,
Pengenaan kompensasi, Persyaratan khusus dalam perizinan, dan Penalti.
Sedangkan pengenaan sanksi dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang
tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang tidak
sesuai dengan ketentuan perizinan tetapi juga dikenakan kepada para pejabat
pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak

sesual dengan rencana tata ruang.
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2.3 Landasan Teori

Dalam penulisan tesis hukum, kerangka teori ini sangat penting karena
digunakan untuk sebuah penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu:

2.3.1 Teori Kontrol Sosial

Peter L. Berger (1978), mengemukakan bahwa kontrol sosial adalah
berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang
membangkang. Sementara itu, menurut Roucek (1965), kontrol sosial adalah suatu
istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar
individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat
merekatinggal sebagai suatu bentuk pengendalian sosial.

Teori kontrol sosia yang dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969) dalam
proporsi teoretisnya adalah:

a. Segaa bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari
kegagalan sosidlisasi kepada individu warga masyarakat untuk bertindak
teratur terhadap norma atau aturan yang ada.

b. Penyimpangan terhadap norma merupakan bukti kegagalan kelompok sosia
untuk mengikat individu agar tetap teratur.

c. Setigp individu sudah seharusnya belgjar untuk teratur dan tidak melakukan
tindakan penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap norma-norma yang
berlaku di masyarakat.

d. Kontrol interna lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal dalam diri

seseorang yang hidup di masyarakat.
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Soerjono Soekarto (1981), yang dimaksud pengendalian sosial adalah
suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk
mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi
nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Proses sosialisasi, secaranormatif, tidak
hanya mendatangkan manfaat bagi masyarakat dalam arti memungkinkan
terwujudnya tertib sosial akan tetapi juga mendatangkan manfaat bagi warga
masyarakat secaraindividual. Melalui proses-proses sosialisasi inilah warga-warga
masyarakat dapat belgjar bagaimana bertingkah pekerti dan menyesuaikan diri di
dalam masyarakt tanpa menemui kesulitan apapun juga. Norma-norma sebagai
petunjuk dan pedoman mengenal bagaimana caranya dan bagaimana sebaiknya,
menyelesalkann urusan- urusan hidup di dalam masyarakat ini.

Menurut Joseph S. Roucek (1951), kontrol sosial tercakup dalam segala
proses bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar
mematuhi kaidah- kaidah dan nila sosia yang berlaku. Pengendaian sosia
dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga
tercipta kesel arasan dalam kehidupan sosial, pengendalian sosial atau kontrol sosial
dimaksudkan agar seseorang mematuhi norma-norma sosia sehingga tercipta
keselarasan dalam kehidupan sosia. (Soekanto, 1988 :41). Pelanggaran atau
penyimpangan terhadap norma dapat dicegah dengan mengatur perilaku seseorang
melalui prinsip rewards and punishment berupa pemberian insentif dan disinsentif
sekaligus pengenaan sanks administratif maupun sanksi pidana sebagal upaya
kontrol sosial ketidaksesuaian terhadap norma dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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2.3.2 Teori Sistem Hukum
Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman
dalam bukunya The Legal System A Social Science Perspectiv menekankan teori
bekerjanya hukum berdasarkan tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi
hukum dan kultur hukum (Lawrence, 2011:8).
Adapun pokok-pokok pikiran berdasarkan komponen tersebut dijelaskan
sebagal berikut:
e. Sustans hukum (legal substantive)
Komponen substansi substansi hukum meliputi  perangkat peraturan
perundang-undangan. Substans hukum atau legal substansi merupakan
output dari sistem hukum yaitu berupa peraturan atau regulasi yang
ditetapkan serta keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh para pihak-
pihak yang mengatur maupun yang diatur.
f.  Struktur hukum (legal structure)
Komponen struktur hukum menyangkut kelembagaan termasuk aparat
penegak hukum. Struktur hukum sebagai sistem kelembagaan yang
diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri dengan berbagai macam fungsi yang
bertujuan untuk mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen struktur
hukum ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum dalam
suatu kelembagaan memberikan pelayanan terhadap penggarapan dari bahan-
bahan hukum yang dalam hal ini adalah kebijakan yang diambil oleh

pemerintah secaraterstrukur.
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g. Budayahukum (legal culture)
Komponen budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut oleh
suatu masyarakat. Kultur hukum atau yang disebut sebagai budaya hukum
sebagaimana pemaparan Friedman yang secara umum memandang bahwa
dari ketika komponen dalam sistem hukum, kultur atau budaya hukum
merupakan komponen yang paling penting. Namun demikian, hal tersebut
tentu tidak mengabaikan penekanan pada struktur dan substansi hukum yang
merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum. Budaya hukum
berkaitan dengan nilai-nilai sekaligus sikap yang mempengaruhi bekerjanya
hukum dan berfungs sebagai jembatan untuk menghubungkan antara
peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan tingkah laku hukum

masyarakat.

Hakikatnya struktur dan substansi hukum ini merupakan komponen inti
dari sebuah sistem hukum akan tetapi memang baru sebatas desain karenakeduanya
bersifat statis sebagai gambaran dari sistem hukum (Prasetyo, 2013:312). Budaya
hukum mengacu pada sikap atau nilai dan opini dalam masyarakat dengan
penekanan pada hukum yang berlaku dan sistem hukum serta beberapa bagian
hukum. Kultur hukum atau budaya hukum merupakan bagian dari kebiasaan, opini,
cara bekerja dan berpikir masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum
dengan carakhusus ol eh sehingga komponen ini merupakan komponen yang paling
penting. Dengan mempelgari teori Lawrence M. Friedman dapat disimpulkan

bahwa ketiga unsur komponen hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum
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yang dibuat untuk menegakkan keadilan dapat berjalan secara efektif dan keadilan
yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan

hukum itu sendiri.

2.3.3 Teori Bekerjanya Hukum

Chamblis dan Seidman tentang teori bekerjanya hukum dalam masyarakat,
dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga
pembuat hukum dan lembaga lembaga pel aksana hukum. K ekuatan-kekuatan sosial
inilah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika. Oleh karenaitu
bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Faktor- faktor yang
mempengaruhi  bekerjanya hukum tidak lain adalah masyarakat itu sendiri.
Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan
peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan
lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol
dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut (Heryanti, 2022: 24).

Jika dilihat berdasarkan aspek yuridis, bekerjanya suatu hukum dimulai
pada saat hukum ditetapkan atau diundangkan dalam lembaran negara. Undang-
undang yang dibuat oleh lembaga legidatif yang berisi perintah dan larangan
ditujukan kepada masyarakat yang dijadikan sebagai norma primer dan
memberikan rambu-rambu mengenai hal-hal apa sgja yang harus dilakukan oleh
subjek hukum (masyarakat) bersifat imperatif. Adanya undang-undang
memberikan perintah (norma sekunder) kepada lembaga penegak hukum untuk

melakukan dan menerapkan substansi penerapan sanksi dalam peraturan yang
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berlaku jika ada individu atau anggota masyarakat yang tidak mentaati atau
melanggar perintah hukum tersebuit.

Jka hukum dilihat berdasarkan perspektif sosiologis sebagaimana
dikonstruksikan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Bekerjanya
Hukum Dalam Masyarakat sebagai berikut:

Bekenanya Hukum Dalam Masvarakat.

Menurat William J. Chambliss Dan Robert B, Seidman
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Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat,
jika fokus pendlitian ini dikaitkan dengan teori bekerjanya hukum, maka dapat
diketahui bahwa masyarakat dan lembaga penegak hukum adalah pemegang peran
utama. Artinya pengendalian terhadap pemanfaatan lahan pertanian adalah sasaran
dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya strategi
yang diterapkan demi terciptanya keberlangsungan hidup dan perlindungan

terhadap lahan pertanian khususnya kawasan tanaman pangan.
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Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari duasisi, yaitu Sis
dogmatis dan sisi sosiologis (Prasetyo, 2013:312) sebagai berikut:

1) Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah
peneragpan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum dan
sebagainya.

2) Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusiayang
menjadi perantara masuknyadalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor
yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh
oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi
dipandang sebagal sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang
subyektif dan heterogen.

Jika bekerjanya hukum dilihat dalam perspektif sosiologis maka dimulai
pada saat proses pembuatan hukum itu dilakukan. Artinya rangkaian proses
pembuatan hukum di dalam suatu lembaga legidatif akan turut memberikan
kontribusi dalam menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum. Daam
perspektif sederhana, lembaga legidatif dapat menjadi faktor utama dari kegagalan
penegakan hukum ketika lembaga tersebut tidak membuat norma-norma hukum
yang sekiranyaakan sulit dilaksanakan. K esulitan dalam pel aksanaan normahukum
bisa terjadi karena tidak based on values, terjadi karena suatu persyarat yang
dibutuhkan sekiranya sulit untuk dipenuhi termasuk besaran anggaran biaya
penegakan hukum yang seringkali kurang dipikirkan secara matang dan terkesan

terburu-buru.



49

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian misalnya dalam penelitian tesis
ini dapat diartikan sebagai aur berpikir sementara atau proses terjadinya suatu
fenomena berdasarkan penelitian atas suatu permasalahan yang diangkat dan
diteliti. Kerangka berpikir ini dideskripsikan dalam kajian pustakan melalui konsep
dan landasar teoritik yang menggambarkan suatu peristiwa secara runtut, ada
hubungan sebab akibat, pengaruh dari faktor utama maupun faktor pendukung
lainnya yang dituangkan dalam bentuk diagram atau bagan (Wayan Suwendra,

2018: 141-142).
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» Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
» Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang L P2B
» Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah

» Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penatagunaan Tanah
» Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 — 2031.

'
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BAB |1
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan Pendlitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif
dilakukan melalui riset dan bersifat deskriptif cenderung analisis. Subjek dan
perspektif penelitian ini 1ebih menekankan pada penelitian deskriptif kualitatif.

Penggunaan metode pendekatan deskriptif kualitatif ini karena penelitian
yang dilakukan, manusia sebagai narsumber atau sumber data utama. Data yang
diperoleh dapat berupa informasi langsung dari atau pernyataan dari narasumber
yang selaras dengan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah, dan
selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap permasal ahan yang dihadapi oleh
pihak-pihak berkaitan dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian
yang tidak sesua dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031
perspektif penataan ruang khususnya pada lahan pertanian yang dimanfaatkan
untuk usaha produksi batu bata merah di Kecamatan Susukan, Kecamatan
Purwargja Klampok dan Kecamatan Mandirga.
3.2 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal dengan
mendasarkan pada yuridis sosiologis. Penelitian hukum non-doktrinal ini menelaah

fenomena atau gegaa sosia yang ada dimasyarakat berdasarkan hukum dan
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kedudukannya di dalam masyarakat dalam fenomena atau gejala sosial yang akan
dikaji tersebut (Amirudin, & H. Zaina Asikin, 2004:19).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atas persoalan yang
sedang terjadi. Fenomena sosid dimasyarakat dalam penelitian hukum non-
doktrinal ini berkaitan dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian
yang tidak sesual dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031
perspektif penataan ruang.

3.3 Fokus Penéelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum deskriptif-analisis,
menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori dan
praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut isu persoalan. Fokus penelitian
adal ah strategi pengendalian pemanfaatan |ahan pertanian yang tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang khususnya
pada lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk tempat usaha produksi batu bata
merah di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwargja Klampok dan Kecamatan
Mandirga.

3.4 Lokas Penelitian

Alasan memilih lokas penelitian di tempat produksi batu bata merah yang

tersebar dibeberapa titik wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu karena kondisi

lahan pertanian yang digunakan sebagai tempat produks bata merah tersebut
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termasuk |ahan pertanian beirigasi teknis dengan pengairan yang tidak mendukung.
Penelitian dilakukan disgjumlah instasi untuk memperoleh data primer yaitu:
1. Kantor ATR/BPN (Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional) Kabupaten Banjarnegara;
2. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan dan KP)
Kabupaten Banjarnegara;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten
Banjarnegara;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Disnaker PMPTSP) Kabupaten Banjarnegara;
5. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara;
6. Beberapalokas lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara.

Pemilihan lokasi penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji
diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan data dan memperoleh informasi
yang tepat, lengkap dan akurat dalam menunjang penelitian yang dilakukan.

3.5 Sumber Data
3.5.1 DataPrimer

Data primer diartikan sebaga data yang bersumber dari penelitian
lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari
responden atau informan (Diantha, 2017:192). Sedangkan pengertian data primer
dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau
dari sumber utama (Soerjono Soekanto & Sri Mamudiji, 2004:1).. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan datayang didapat secaralangsung



54

dari sumber atau objek penelitian melalui observas wawancara, peraturan
perundang-undanagan, institusi-institusi dan atau dokumentasi.
3.5.2 Data Sekunder
Data sekunder diartikan sebagai suatu data yang bersumber dari suatu
penelitian kepustakaan atau data yang diperoleh secara tidak secara langsung dari
sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah
terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum (Diantha,2017:192-193).
Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang kedudukannya
mengikat secarayuridis bersifat otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan serta putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki
2005 : 142). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yaitu :
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok
Agraria
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B
5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah
6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan

Tanah
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7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Alih
Fungs Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10) Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031.

11) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

12) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan
KeduaAtas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendel egasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Perizinan Kepada
DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memberi

penjelasan terhadap bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan

meliputi buku-buku ilmiah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek

penelitian. Peter Muhammad dalam Muhaimin (Muhaimin, 2020: 12)

mengemukakan bahwa bahan bukan sekunder yang paling utama digunakan

dalam penelitian adalah buku teks karena berisi prinsip-prinsip dasar ilmu



56

hukum serta perspektif klasik para ahli yang memiliki kualifikas tinggi
khususnya di bidang hukum
3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier diartikan sebagai data penunjang yang dapat memberi
petunjuk terhadap data primer dan sekunder Muhaimin, 2020: 13). Datatersier
yang digunakan adalah sitasi jurnal nasional maupun jurna internasional.
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier meliputi semua bahan hukum yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan paham hukum
sekunder yang diperoleh dari kamus, media internet, ensiklopedi dan
sebagainya (Muhammad, 2004: 34). Bahan hukum tersier yang digunakan
dalam penelitian ini adalah jurna ilmiah, jurnal hukum, jurna pertanian,
dokumen hukum, pendapat dari ahli hukum, pertemuan ilmiah tentang
pengendalian alih fungsi lahan, hasil seminar dan wawancara dari pihak-pihak
terkait dengan fokus penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data
penelitian yang relevan dengan obyek penelitian melalui beberapa teknik yaitu:
3.6.1 Observasi
Observas adalah sebuah metode dengan cara pengumpulan data yang
dilakukan dengan mengamati sekaligus mencatat gejala-ggjala yang diselidiki

secara sistematik. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dilakukan



57

melalui penelitian langsung pada objek yang akan diteliti (Muhaimin, 2020: 21).
Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi melalui proses pengamatan
secara langsung pada fenomena atau gejala yang akan diteliti dilakukan dengan
melibatkan fakta yang sebenarnya sehingga menghasilkan datayang cermat, akurat,
terperinci dan mendalam.

Obseravas dilakukan peneliti untuk mengetahui secara langsung gejala
atau fenomena yang akan diteliti yaitu mengenai kondisi lahan pertanian beirigas
teknisyang digunakan sebagai tempat produksi batu bata merah apakah telah sesuai
dengan peruntukan rencana  tata  ruang wilayah Kabupaten
Banjarnegara.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031
perspektif penataan ruang khususnya pada lahan pertanian yang dimanfaatkan
untuk usaha produksi batu bata merah di Kecamatan Susukan, Kecamatan
Purwargja Klampok dan Kecamatan Mandiragja.

3.6.2 Wawancara

Wawancara diartikan percakapan dua pihak atau dua arah antara pihak
yang mewawancarai dengan pihak yang di wawancarai. Wawancara merupakan
bagian penting dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis
sosiologis (Muhammad, 2004: 35). Hal ini karena pendliti akan memperoleh
informasi yang secaralangsung ditanyakan kepada narasumber maupun informan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh informasi mengenai strategi pengendalian pemanfaatan lahan

pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
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Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031
perspektif penataan ruang. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan
narasumber. Dengan wawancara tersebut diharapkan informasi yang didapatkan
adalah sebuah informasi yang valid atau jelas sumbernya. Peneliti melakukan
wawancara terhadap beberapa narasumber untuk mendukung informasi penelitian
ini sebagai berikut:

a Yos Christiana Dewi, S.TP. selaku Kasubag Perencanaan Evaluas dan
Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banjarnegara.

b. Bambang Setiono, A.Ptnh., SH., M.H selaku Kasi Penataan Ruang dan
Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara.

c. Fgar Mulato, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.

d. Lyna Widiastuti, S.Sos., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas
Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banjarnegara.

e. Wedha Santi Kusumastuti, S.ST., selaku Statistik Ahli Muda Badan Pusat
Statistik Kabupaten Banjarnegara.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentas adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk
mencari data mengenal hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,
surat kabar, magjalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya

(Arikunto, 2002: 159). Pengumpulan dokumentasi datamenghasilkan arsip-arsip
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atau catatan penting berkaitan dengan fenomena yang diteliti sehingga diperoleh
data deskriptif obyek yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan (Andi
Praswoto, 2011 : 106-107).

Data dokumentasi penelitian hukum empiris atau sosiologis lebih banyak
digunakan sebagai data pendukung dan sebagai pelengkap bagi data primer dari
lapangan. Teknik tersebut dilakukan peneliti melalui kegiatan di lokasi penelitian
mencakup pencatatan data-data terkait pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten
Banjarnegara. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat memperkuat
data dari lapangan pada saat wawancara dan observasi sehingga akan diketahui
secara jelas mengenai fakta dari fokus penelitian yang diteliti.

3.7 Validitas Data

Vadiditasdataberasal dari katavalidity yang berarti ketepatan, atau diartikan
sebagal sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan
fungs ukurnya (Azwar, 1986). Validitas data diartikan sebagai ukuran untuk
menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes (Arikunto, 1999). Oleh karena itu dapat
dismpulkan bahwa validitas data adalah suatu ukuran yang difungsikan untuk
menunjukan tingkat kevalidan suatu instrumen atau tes.

Mencari suatu credibility dalam penelitian dapat menggunakan teknik
triangulasi (triangulation). Triangulasi adalah sebuah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang digunkaan untuk memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data
itu, sekaligus untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

itu (Arikunto & Suharsimi, 2006). Dengan demikian untuk menjamin kebenaran
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data penulis melakukan validasi keabsahan data ini perlu membandingkan hasil
wawancara dengan dokumen dan membandingkan wawancara dengan observasi.
3.8 Teknik Analisis Data

Andlisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data diartikan sebagai proses
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelgari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain

(Sugiyono, 2014:244).

Anadlisis Data Kuadlitatif Model Interaktif

Pengumpulan Data ‘)[ Penygjian Data

Reduks Data < > Penarikan dan

Verifikas Kessmpulan

\.
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Penelitian dengan anaisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Cara
pengumpulan data tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data, meliputi kegiatan menemukan, mencatat dan
mengumpulkan seluruh data sesuai dengan hasil yang diperoleh di l1apangan.

b. Reduksi Data, berupa teknik analisis data melaui penyederhanaan data,
memfokuskan data dan keabsahan data mentah yang ditransformasikan
menjadi informasi yang bermakna sehingga mempermudah dalam penarikan
kesimpulan.

c. Penygjian Data, berupasekumpulan informasi yang tersusun secarasistematis
yang digunakan dalam penarikan kesimpulan sehingga data lebih mudah
dipahami oleh peneliti.

d. Penarikan Kesimpulan, dilakukan dengan membandingkan data dari satu
dengan data-data yang lainnya untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban
darri perumusan masalah.

Penarikan kesimpulan dengan metode propektif digunakan untuk
menyimpulkan permasalahan penelitian secara singkat ringkas dan jelas dimulai
dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khususterkait dengan
strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara

perspektif penataan ruang.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasl| Penelitian
4,1.1 Deskrips Lokas Penelitian
Deskripsi umum lokas penelitian menguraikan beberapa hal melipuiti

kondis alam, kondisi sosial ekonomi, kondisi budaya dan kependudukan di
Kabupaten Banjarnegara. Jika dilihat secara geografis, Kabupaten Banjarnegara
terletak diantara 7°12° sampai dengan 7°31° Lintang Selatan dan 109°20°10”’
sampai dengan 109°45°50’” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara
sebesar 106.971,01 hektar atau sekitar 3,29% (persen) dari luas wilayah Provinsi
Jawa Tengah. Adapun batas-batas administrasinya sebagai berikut :

- Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten

Banyumas.

Sebelah Utara  : berbatasan dengan Kabupaten Pekal ongan dan Kabupaten
Batang.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten WWonosobo.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.
Sedangkan jika dilihat berdasarkan temperatur suhu udara di Kabupaten
Banjarnegara rata-rata berkisar antara 14,20-31,20°C serta memiliki tingkat
kelembaban udara 50-98% dan kecepatan angin rata-rata 10,44m/det (Badan Pusat

Statistik, 2024).
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Kabupaten Banjarnegara sangat dipengaruhi oleh keadaan alam yang
memiliki ciri khas wilayah dataran tinggi dilihat dari zonafisiografisterletak dalam
3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara, Zona Depresi
Sentral dan Zona Pegunungan Serayu Selatan (Baperlitbang, 2022). Sedangkan
dilihat berdasarkan segi topografis, wilayah Kabupaten Banjarnegara 37,04%
sebagaian besar dataran tinggi yaitu berada pada ketinggian antara 100-500m dpl.

J Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

UL LRI LI

.......

e —————— e —————————————
" — .

Sumber : Data Administrasi Wilayah, Badan Pusat Statistik
Kabupaten Banjarnegara 2023
Luas Kabupaten Banjarnegara yaitu 106.971,01 hektar dan secara
administratif terbagi menjadi 20 (dua puluh) kecamatan, 278 (dua ratus tujuh puluh
delapan) desa dan 12 (dua belas) kelurahan dengan kecamatan terluas adalah

K ecamatan Punggel an seluas 101.284,01 hektar dan kecamatan dengan luasterkecil

adal ah Kecamatan Purwareja Klampok seluas 2.186,67 hektar.
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Adapun secara administratif, rincian luas wilayah berdasarkan kecamatan

yang ada di Kabupaten Banjarnegara sebagal berikut :

Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2023
NO Kecamatan Jumiah Desa Luas Wilayah (ha)
1 Banjamegara 13 5.205.07
2 Madukara 20 2,180,067
3 Sigaluh 15 5.201.58
4 Susukan 15 7.386,53
5 Purwarcia Klampok B 5,520,064
0O Mandiraa 3] 2.624.20
p Purwancgora 13 805524
3 Bawang I8 1.955.95
9 Pagedongan 9 4.820.15
10 Banjamangu 17 4.035,01
11 Wanasdads 11 2.827.41
12 Rakit 11 31224062
13 Pungeclan 17 10.284.01
14 Karangkobar 13 3 900,94
15 Pagentan 16 4.018.98
10 Pciawaran 17 5.224.97
17 Batur 3 4.727.10
18 Wanayasa |7 8.201,13
19 Kalibening 10 837750
20 Pandanarum 8 5.8560,05
Jumlah 278 106971 .00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam
Angka 2023

Berdasarkan table tersebut di ketahui bahwa luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara adalah 106.971,00 hektar yang terdiri dari 20 kecamatan dan 278

desa. Adapun lokasi yang menjadi tempat produksi batu bata merah dominan

berada di wilayah Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwargja Klampok dan

Kecamatan Mandirgja. Lokas tempat produksi batu batu bata merah tersebut

berada di kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah.
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Adapun luas masing-masing kecamatan Kabupaten Banjarnegara per
kecamatan disgjikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Luas Per Kecamatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

m o b w

1 Sisehiny Swndan LS ¥
2. Purwamia Klampok Kianvpod FAR
3. Mancesa Masclraja Balon Ste2
A Turmanegats Furwunegom TI AT
5 Eawang Msarimem asa
6 Banjarnegata Angarcks 2624
7 Fagedorgan Pagedangss BOS55
1 Sigalah Gembergan 3956
0. Madukaa Kulapema A5.20
10, Banjnoangu Banjareuingu 4636
1. Warodad| Wanadadi 2827
12, Rt faxn 3245
13, Pungechin Funggelan 102,84
14, Karaongebal Lrdsang 3900
15, Pagertan Pogentan 4519
16, Poymawran Pravsupan 5225
7. By Batw “rar
B Weraps Wanayasa B2.01
10, Kniering Kalitaring 8178

20, Pand armenrs Pefh sS850

| Namakabapatenies
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun

Dalam Angka 2023
Kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tabel di atas tentu
berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan lahan di daerah tersebut.
Pemanfaatan lahan disuatu wilayah akan menggambarkan polaruang yang menjadi
salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.
Pemanfaatan lahan yang dilakukan memberikan gambaran bagaimana aktivitas
penduduk, mata pencaharian dan perekonomiannya. Pemanfaatan lahan tidak lain

ditujukan untuk memenunhi kebutuhan pangan bagi konsumsi rumah tanggamasing-
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masing. Pemanfaatan lahan terhadap peruntukan dan jenisnya seringkali tidak
sesual berdasarkan keutuhan dan budaya masyarakat setempat.

Adapun jenis pemanfaatan |lahan di Kabupaten Banjarnegaraterinci dalam
gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2 Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara dalam
Angka 2023

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pemanfaatan lahan di
Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh penggunaan lahan bukan pertanian lebih
dari 70 ribu hekar sedangkan |ahan sawah berada di angka 12 ribu hektar, luaslahan
sawah untuk irigasi berada di angka 10 ribu hektar. Sedangkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 luas lahan irigasi 13
ribu hektar, lahan bukan irigasi 5 ribu hektar dan lahan peruntukan pertanian
tanaman pangan yang diarahkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan

adalah 12 ribu hektar. Artinya, penggunaan pemanfaatan lahan pertanian untuk
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kegiatan pertanian mengalami penurunan, sedangkan untuk kegiatan non pertanian

mengalami peningkatan jikadilihat dari luas penggunaan lahan tahun 2023.

Adapun luas dan rincian penggunaan dan pemanfaatan lahan Kabupaten

Banjarnegara disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-

2023
ol o "

L La%an sawy M. 12730 Hosa10 s LEAre AR ) 12593363 1244553
s Lahan gml 1,134.%0 11,040,070 1aan 10,981,509 10633.07 10.502.89
B Lahan tadad oden L9yan 199230 2A0Z76 225 2.8 20001 94
L LW pasang semn 530 43,7 50 050 LN ] 5300

B Bekan baban sawah JAJe5.20 M A00 00 7114012 PR AN ras0 02 JLrelA
. Tega/ertiun 44.596.40 G0 41N WNI10.05 1617503 4534489
b Fertebiman 1L JIM% o L0ERY) 108892 EEL.S M
LHuTan ratp JaXox L5000 80 J 380,85 T 36285 6.0 55 6082 25
A hrnyat 1He21,30 1298050 18857 22 WasT e 1012940 1040107
. Lahan yang tdak 11,00 100 1080 oo 1,0 1100
fanaheban

B Cahae odan 1907800 12 400,30 NIRsSY 1R 0520 19571, 1242158
pertanian2

JusslahTotal L AL 1IN 10097100 106.9M0 W00 1NL00 IoesT L (im0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka
2023
Berdasarkan data tersebut pemanfaatan lahan pertanian mengalami
khususnya padalahan sawah yaitu 1.482,27 hektar dari yang sebelumnya14.127,80
hektar tahun 2018 menjadi 12.645,53 hektar tahun 2023. Pada |ahan sawah irigasi
mengalami penurunan 632,01 hektar dari yang sebelumnya 11.134,90 hektar tahun
2018 menjadi 10.502,89 hektar tahun 2023. Kondisi demikian terjadi salah satunya

akibat pemanfaatan |ahan pertanian unuk kegiatan non pertanian yaitu tempat usaha
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produksi batu bata merah. Aktivitas tersebut tentu berdampak pada penurunan
tingkat produktivitas pertanian yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi
daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara.

Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang
memicu problematika lingkungan dimana kemampuan lahan pertanian dalam
mendukung pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tidak optimal. Oleh karenaiitu,
analisis mengenai kesesuaian pemanfaatan lahan pertanian ditinjau dari aspek
penataan ruang sangat penting. Analisa ini bertujuan untuk melihat bagaimana
strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara
yang tidak sesual dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 perpektif penataan ruang.

Kagjian ini sangat penting dalam pembangunan perspektif penataan ruang
untuk melihat bagai mana kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencanatata ruang
wilayah apakah sesuai dengan peruntukannya. Adapun berkaitan objek penelitian
terkait srategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian perpektif penataan ruang,
maka peneliti akan melakukan penelitian dibeberapa dinas terkait yaitu:

1. Direktorat ATR/BPN Pertanahan K abupaten Banjarnegara (Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)

ATR/BPN merupakan salah satu lembaga pemerintah di bawah
naungan Kemenrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020. ATR/BPN bertanggung
jawab dalam mengelola dan mengawasi sector pertanian yang bertugas

melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan yang beraku. ATR/BPN dalam menyelenggarakan

fungsinya berperan penting dalam :

1. Penyusunan, perumusan, penetapan kebijakan di bidang pertanahan.

2. Pengukuran, pendaftaran tanah pemberian dan pemberian sertifikat tanah

3. Perlindungan hak atas tanah dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pengaturan dan pengendalian di bidang pertanahan serta penyelesaian
perkara sengketa pertanahan.

5. Pengelolaan datainformasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

6. Perindungan hak katas tanah.

7. Pelaksanaan, pengawasan atas pel aksanaan tugas ATR/BPN.

Adapun kaitannya dengan objek penelitian yaitu ATR/BPN memiliki
peranan penting dalam mengatur pengaturan pengendalian dibidang pertanian
khususnya dalam penetapan dan perlindungan lahan pertanian sekaligus
pengel olaan |ahan pertanian termasuk pengawasannya.

2. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan dan KP)
Kabupaten Banjarnegara

Dinas Pertanian, Perikanan dan K etahanan Pangan (Distankan dan KP)
Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Distankan dan KP ini sebagai
unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pertanian, perikanan dan

pangan.
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Adapun kaitannya dengan objek penelitian yaitu Distankan dan KP
memiliki peranan penting dalam perencanaan, perumusan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kebijakan bidang pengawasan pertanian termasuk dalam pengendalian
pemanfaatan |ahan serta pengembangan usaha pertanian sebagamana tercantu
dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 100 Tahun

2018 .

. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten
Banjarnegara

DPUPR Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga pemerintah
sebagai unsur pel aksana pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan
ruang. DPUPR Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Peraturan Bupati
Kabupaten Banjarnegara Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banjarnegara.

Adapun kaitannya dengan objek penelitian, DPUPR memiliki peranan
penting salah satunya berkaitan dengan perencanaan, perumusan kebijakan,
pel aksanaan, pembinaan dan fasilitas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang penataan ruang termasuk pengelolaan sistem irigasi. DPUPR juga
bertanggungjawab dalam pengendalian penataan ruang termasuk penggunaan

dan pemanfaatan lahan pertanian sesuai peruntukannya.
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4. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Disnaker PMPT SP) Kabupaten Banjarnegara

Disnaker PMPTSP atau sering diseut DPMPTSP Kabupaten
Banjarnegara merupakan Ilembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam
pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan. Lembaga ini diatur
dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 98 Tahun 2018 tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs serta Tata Kerja Dinas
TenagaKerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker
PMPTSP) Kabupaten Banjarnegara.

Disnaker PMPT SP Kabupaten Banjarnegara memiliki peranan penting
dalam pemberian perizinan dan non perizinan salah satunya di bidang
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan,
termasuk izin perubahan penggunaan tanah.

Adapun terkait daftar perizinan dan non perizinan berusaha yang
didelegasikan kewenangan kepada Disnaker PMPTSP meliputi 83 perizinan
berusaha dan 5 perizinan non perusahaan. Kewenangan tersebut sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Moda Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
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Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupaya melindungi lahan-lahan
pertanian di Kabupaten Banjarnegara, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, di mana ditetapkan
penataan ruang dan kawasan sesuai peruntukannya. Pasal 57 Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara diatur kawasan
peruntukan pertanian yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan
holtikultura, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan. Adapun kawasan
peruntukan pertanian tanaman pangan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Jenis Lahan Dan Wilayah Kecamatan Tahun 2023

No| Jenis Wilayah Jumlah Ket
Lahan Kecamatan
1 | Kawasan | Lahan Banjarmangu, Banjarnegara, | 13.294
Tanaman | beririgasi Bawang, Kaibening, | (tiga belas
Pangan teknis Karangkaobar, Mandirga, | ribu  dua
Madukara, Pagedongan, | ratus
Pagentan, Punggelan, | sembilan
Purwanegara, Purwargja | puluh
Klampok, Rakit, Sigaluh, | empat)
Susukan, Wanadadi, | hektar
Wanayasa.
Lahan bukan | Batur, Bawang, Kalibening 5.785
irigasi Banjarnegara, Mandirga | (lima ribu
Madukara, Pagedongan | tujuh ratus
Pagentan, Pandanarum, | delapan
Karangkaobar, Pgjawaran, | puluh lima
Punggelan, Purwanegara | hektar)
Purwargia Klampok, Rakit,
Sigaluh, Susukan, Wanadadi,
Wanayasa.
Lahan Beberapa titik lokas di | 12.147
pertanian kecamatan-kecamatan (dua belas
tanaman Kabupaten Banjarnegara. ribu
pangan seratus
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(selanjutnya empat
diarahkan ke puluh
LP2B) tujuh)
hektar
2 | Kawasan Banjarmangu, Banjarnegara, | 56.573
Hortikultura Batur, Bawang, Kalibening, | (lima
Karangkobar, Madukara, | puluh
Mandirgja, Pagedongan, | enam ribu
Pagentan, Pandanarum, | lima ratus
Peglawaran, Punggelan, | tujuh
Purwanegara, Purwargja | puluhtiga)
Klampok, Rakit, Sigauh, | hektar
Susukan, Wanadadi,
Wanayasa.
3 | Kawasan Mandirgja, Purwanegara,
Peternakan Wanadadi, Banjarmangu,
Banjarnegara, Madukara,
Rakit, Punggelan, Pagentan,
Pajewaran, Wanayasa.
4 | Kawasan Beberapa titik lokas di | 72.568
Perkebunan kecamatan-kecamatan (tujuh
Kabupaten Banjarnegara. puluh dua
ribu lima
ratus enam
puluh
delapan)
ha

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dalam Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten

Banjarnegara diatur kawasan peruntukan pertanian yang terdiri dari kawasan

tanaman pangan dengan luas 13.294 hektar untuk lahan irigasi teknis, 5.875 hektar

lahan non irigasi dan 12.147 hektar untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan;

56.573 hektar untuk kawasan holtikultura; kawasan peternakan dan 72.568 hektar

kawasan perkebunan.
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4,12 Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten

Banjarnegara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2011-2031

Rencana tata ruang wilayah hakikatnya sebagai hasil analisis dari

kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan ruang di suatu wilayah. Kesesuaian

terhadap rencana tata ruang wilayah sebagai perbandingan antara arahan kawasan

peruntukan berdasarkan tata ruang dengan kondis eksistensi penggunaan dan

pemanfaatan |ahan saat ini. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah K abupaten Banjarnegara Tahun

2011-2031 diatur mengena rencana pemanfaatan ruang berdasarkan kawasan

peruntukannya. Adapun peta rencana tata ruang K abupaten Banjarnegara disgjikan

dalam gambar berikut :

Gambar 4.3 Peta Rencana Pola Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2023
B it
P T :
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang K abupaten
Banjarnegara Dalam Angka 2023
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Berdasarkan peta tersebut, rencana tata ruang wilayah Kabupaten
Banjarnegara merupakan salah satu kebijakan yang dijadikan sebagai dasar hukum
dalam pembangunan wilayah. Oleh demikian, para pemangku kebijakan dengan
masyarakat memiliki peranan penting dalam penyusunan rencana tata ruang.
Berdasarkan petatersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuat rencana
tata ruang wilayah yang dalam hal ini adala rencana polaruang terbagi atas 2 (dua)
kawasan yaitu:

a) Kawasan Lindung.
Kawasan Lindung dalam rencana pola ruang Kabupaten Banjarnegara terbagi
atas kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai dan kawasan lindung
yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

b) Kawasan Budidaya.
Kawasan budidaya dalam rencana pola ruang Kabupaten Banjarnegara terbagi
atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan, peruntukan permukiman
pedesaaan, peruntukan industri, peruntukan hutan produks tetap, kawasan
peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan pertanian holtikultura, kawasan
pertanian sawah irigasi dan kawasan pertanian sawah non irigasi.

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara diatur dalam
Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 - 2031. Oleh demikian, pada dasarnya adanya
rencana tata ruang ini menjadi dasar bagaimana rekomendasi pemanfaatan ruang

dan perencanaan pola ruang yang ada di suatu kota atau wilayah. Adapun arahan
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rekomendas pemanfaatan dan perencanaan polaruang di Kabupaten Banjarnegara
sebagal berikut:

'Gambar 4.4 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Banjarnegara Dalam Angka 2023

Berdasarkan peta tersebut, adanya rencana tata ruang wilayah sangat
membantu untuk menentukan pola-pola pemanfaatan ruang yang ada di suatu
wilayah sesual dengan peruntukannya. Berdasarkan peta peruntukan kawasan
pertanian Kabupaten Banjarnegara dibagi dalam 3 (tiga) kawasan yaitu kawasan
hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan tanaman pangan.

Jika dikaitkan dengan fenomena permasalahan dalam penelitian ini yaitu
titik lokasi usaha produksi batu bata merah termasuk pada zona kawasan tanaman
pangan atau di usahakan di atas lahan pertanian. Jika dilihat dari lokasinya, usaha
produksi batu bata merah dominan berada di Kecamatan Susukan, Kecamatan
Purwarga Klampok dan Kecamatan Mandirga. Berikut penjelasan dari Dinas

Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara:
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“Jika dilihat dari RTRW Kabupaten Banjarnegara, pemanfaatan

lahan pertanian untuk usaha batu bata merah ini memang kurang

sesual dengan peruntukannya. Dilihat dari lokasinya dominan

berada di sepanjang jalur aliran irigasi teknis sepanjang jalan dari

arah kecamatan susukan hingga kecamatan Sigaluh. Jika dilihat

dari beberapa titik lokasi yang digunakan untuk produksi batu

bata merah itu seharusnya digunakan untuk lahan pertanian

produktif.” (Yosi Christiana Dewi, S.TP. selaku Kasubag

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara 23-02-

2024:08.00 WIB).

Kondisi demikian terjadi karena adanya kepentingan ekonomi dan adanya
beberapa lokasi untuk perdagangan atau perumahan. Artinya, secara garis besar
terlihat ketidaksesuaian pemanfaatan lahan atau terjadi alih fungsi lahan pertanian
pangan dan alih fungs lahan hortikultura di wilayah tersebut. Ketidaksesuaian
pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian salah satunya yang
terjadi adalah area lahan-lahan pertanian yang kemudian dimanfaatkan untuk
tempat usaha produks batu bata merah. Sementara untuk wilayah Kabupaten
Banjarnegarayang lokasinyadi perbukitan secaragarisbesar sesua peruntukannya.

Jika dilihat dari lokasinya, pemanfaatan lahan pertanian untuk tempat
produksi batu bata merah yang ditemui di beberapa titik lokasi Kabupaten
Banjarnegara terlihat menggunakan dan memanfaatkan di atas lahan sawah yang
dominan berlokas di lahan irigasi teknis. Adapun lahan-lahan tersebut merupakan
lahan milik pribadi yang kemudian disewakan lahannya sebagai tempat produksi
batu bata merah karena dinilai lebih menguntungkan dari segi ekonomis. Hal ini
kemudian menimbulkan budayamasyarakat sekitar yang akhirnyaikut sertabekerja

baik dalam proses pembuatan batu bata merah maupun menyewakan lahan sawah

miliknya.
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Kegiatan usaha produks batu bata merah di atas lahan pertanian tentu
berpengaruh terhadap tingkat produktivitas hasil pertanian dan tingkat kesuburan
tanah. Pembagian pemanfaatan ruang seringkali terjadi ketidaksesuaian antara
rencana tata ruang dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut karena
pembagian ruang-ruang tidak hanya diperuntukkan untuk lahan pertanian, akan
tetapi juga untuk kepentingan perumahan, lahan untuk kawasan industri, dan lahan
untuk kawasan rawan bencana. Sementara di Kabupaten Banjarnegara belum ada
lahan untuk kawasan industri karena mayoritas masyarakat di Kabupaten
Banjarnegara bermata pencaharian sebagai petani sehingga pemanfaatan adalah
lahan peruntukan kawasan industri.

Adapun hasil pengamatan melalui dokumentasi lokasi tempat produksi
batu bata merah sebagai berikut:

Gambar 4.5 Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Produksi Batu Bata
Merah di Kecamatan Mandirgja Tahun 2024

Non Pertanian di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, 2024
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Gambar 4.6 Pemanfaatan L ahan Pertanian untuk Produks Batu Bata
Merah di Kecamatan Purwaregja Klampok Tahun 2024

Sumber: Pengamatan Lokasi Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk K egiatan
Non Pertanian di Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara, 2024

Gambar 4.7 Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Produksi Batu Bata Merah di
K ecamatan Susukan Tahun 2024

.

Sumber: Pengamatan Lokasi Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Kegiatan
Non Pertanian di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, 2024
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Jika dilihat dari jumlah pengrajin batu bata merah, pemanfaatan lahan
pertanian untuk usaha produksi batu bata merah Kabupaten Banjarnegara
khususnyadi Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan K ecamatan

Mandiragja ditunjukan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Data Sebaran Produk UMKM di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2021
UMKM
Kecamatan
Jenis Jumlah (kelompok
orang)

Mandirgja Batu Bata Merah 103
Susukan Batu Bata Merah 44
Purwaregja Klampok Batu Bata Merah 23
Jumlah 170

Sumber: Disperindakop Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2021

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah kelompok pengrajin
batu bata merah di wilayah Kecamatan Susukan mencapai 44 kelompok orang, di
Kecamatan Purwarga Klampok mencapai 23 kelompok orang dan dominasi
terbanyak berada di Kecamatan Mandiraja mencapai 103 kelompok orang. Potensi
industri yang dominan cukup besar berada di Kecamatan Mandirga khususnya
Desa Panggisari tersebar di sepanjang lahan pertanian yang berlokasi di sawah
aliran irigasi teknis. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah melihat
semakin meluas pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian

khususnya tempat produksi batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara.
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4.1.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan
Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara

Fenomena pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan penataan ruang

yang peruntukannya justru digunakan sebagai tempat produks batu bata merah di

sejumlah titik wilayah Kabupaten Banjarnegaraterus meluas. Adapun faktor-faktor

yang menyebabkan fenomena usaha produks batu bata merah di atas lahan

pertanian di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1) Faktor Kebijakan

Faktor regulasi atau kebijakan berkaitan dengan peraturan penataan ruang
baik yang melingkupi tatanan regulasi perencanaan, pelaksanaan maupun
pengendalian pemanfaatan ruang pertanian di kawasan Kabupaten Banjarnegara
meliputi beberapa aspek diantara meliputi :

a) Penegakan Hukum. Permasalahan pelanggaran pemanfaatan ruang dan alih
fungsi lahan pertanian yang terjadi di beberapa kawasan wilayah Kabupaten
Banjarnegara mencerminkan masih lemah dan tidak berjalannya proses
penegakan hukum terkait peraturan tata ruang. Penegakan hukum sebenarnya
adalah tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara namun
keberhasilan tersebut jugatidak lepas dari partisipasi masyarakat.

Mengacu pada konsepsi yang ditawarkan oleh Soerjono Soekanto (1979),
berikut terkait dengan faktor-faktor penyebab rendahnya penegakan hukum
tataruang di kawasan pertanian Kabupaten Banjarnegara :

(1) Faktor Produk Hukum. Produk hukum tata ruang yang berlaku dan

digunakan di Kabupaten Banjarnegara adalah Peraturan Daerah Nomor 11



2)

3
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Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.
Secara dasar hukum, Peraturan Daerah tersebut merupakan arahan dari
kebijakan tataruang dan secarateknistidak dapat digunakan sebagai dasar
pemberian izin pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini pemerintah
Kabupaten Banjarnegara sedang mengupayakan Peraturan Daerah Tata
Ruang terbaru, akan tetapi masih dalam prosesrevisi.

Faktor Penegakan Hukum. Penegakan hukum yang dimaksudkan disini
adalah pengenaan sanks termasuk pencabutan izin terhadap para
pelanggar peraturan tata ruang. Masyarakat yang hendak melakukan
penggunaan, pemanfaatan atau alihfungsi lahan pertanian untuk kegiatan
non pertanian harus mengikuti prosedur perizinan yang berlaku. Namun
dengan semakin meluasnya pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi
di beberapa titik wilayah Kabupaten Banjarnegara mencerminkan masih
minimnya koordinas antara pemerintah daerah dengan tim pengawasan
sebagal penegak hukum. Kondisi inilah yang kemudian menjadi celah bagi
masyarakat berujung pada peningkatan pemanfaatan |ahan pertanian yang
tidak sesuai, salah satunya usaha produksi batu bata merah.

Faktor Sarana Prasarana. Faktor sarana prasarana yang dimaksudkan
adalah kurangnya sarana prasarana yang didedikasikan untuk mendukung
penertiban pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian. Tindakan
penegakan hukum tata ruang dan penertiban pelanggaran pemanfaatan
ruang akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan anggaran yang

memadai. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga atau pihak-pihak yang
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ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan lahan yang
tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang karena rekomendasi kebijakan
dilakukan secara kolektif dari beberapainstans dinas terkait.

(4) Faktor Masyarakat dan Lingkungan. Faktor masyarakat dan lingkungan
dalam hal ini berkaitan dimana hukum tersebut diterapkan. Berdasarkan
wawancaradan obeservasi, sebgaian masarakat di kawasan usaha produksi
atu bata merah belum mengetahui mengenai peraturan tata ruang dan
menganggap peraturan tersebut tidak ada dan tidak penting untuk
dilakukan. Alasan tersebut tidak lain karena masih anyak masyarakat di
wilayah tersebut beranggapan bahwalahan untuk usahaproduksi batu bata
merah itu milik pribadi dan bukan milik pemerintah sehingga bebas
melakukan kegiatan apa sgja terhadap lahan tersebut. Dengan kondisi
demikian perlu dilakukan pendekatan dan sosialisas oleh pemerintah
untuk meminimalisir semakin banyak terjadinya pelanggaran pemanfaatan
ruang dan alih fungsi lahan pertanian.

b) Sosiadisasi Peraturan Tata Ruang. Sosialisasi peraturan penataan ruang penting
dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman dan informasi peraturan tata
ruang. Sosialisas penataan ruang berfungsi sabagai sarana untuk memberikan
arahan dan pengertian kepada masyarakat sehingga maksud dan tujuan dari
peraturan penataan ruangdapat tercapai dan terlaksana. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwamasih
banyak masyarakat yang mengakui tidak mengetahui dan kurang paham

terhadap peraturan tata ruang yang berlaku. Salah satu akibat dari kurangnya
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pemahaman masyarakat terhadap peraturan tata ruang adalah di Kabupaten
Banjarnegara adalah terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
peruntukannyasal ah satunya digunakan untuk usaha produksi batu bata merah.
Kurangnya pemahaman masyarakat juga disebabkan oleh tidak meratanya
sosialisa yang dilakukan pemerintah daerah dan instansi karena terkendala

anggaran yang ada.

2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap
alasan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha atau kegiatan non
pertanian. Faktor sumber daya manusia tidak lepas dari rentang usia, tingkat
pendidikan, dan jenis pekerjaan. Menurut K artasapoetra (1991), petani yang berusia
lanjut pakan sulit untuk diberikan pengertian dan pemahaman yang dapat
mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup mereka. Usia petani akan
mempengaruhi pada kemampuan fisik dan respon terhadap hal-hal baru lain untuk
menjalankan usaha atau kegiatan lain. Selain itu tingkat pendidikan juga
mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.

Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh petani biasanya akan
menjadi hambatan karena cara berpikir yang diterapkan yaitu rasionalisasi usaha
dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Selain itu jenis
pekerjaan juga berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam berpikir.
Mayoritas masyarakat di Kabupaten Banjarnegara adalah petani sehingga mereka

berpikir untuk memanfaatkan atau mengusahakan lahan pertanian yang ada.
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Redlitanya, tidak sedikit dari para petani yang kemudian memanfaatkan
lahan pertanian untuk usaha non pertanian salah satunya adalah produksi batu bata
merah. Keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap
kemampuan berpikir termasuk dalam hal kepatuhan hukum.Berikut penjel asan dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang K abupaten Banjarnegara berikut:

“Kepatuhan hukum masyarakat sejauh ini berada di tingkat

"middle up", jadi belum semua masyarakat paham. Artinya

kepatuhan hukum kembali lagi kepada tingkat SDM dan

tergantung pada pemilik lahan. Seringkali masyarakat
beranggapan bahwa ini hak kepemilikan ketika seseorang
melakukan usaha yang memang secaralegal standing sebenernya

tidak diperbolehkan.” (Fajar Mulato, S.T., M.T. selaku Kepala

Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Banjarnegara 05-02-2024:13.00 WIB).

3) Faktor Sumber Daya Alam (SDA)

Alam dalam ha penggunaan yang optimal dapat memberikan
kesgahteraan dan menghasilkan keharmonisan bagi masyarakat. Keberagaman
sumber daya alam merupakan suatu aset untuk dapat dijadikan modal dasar dalam
pembangunan dan pemenuhan kebutuhan perekonomian di Indonesia. Potensi dan
ketersediaan sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien
dikhawatirkan akan menjadi kompetisi pemanfaatan antar sektor kehidupan yang
memiliki kepentingan masing-masing. Lahan atau tanah merupakan salah satu
komponen penyusun permukaan bumi sekaligus sebagal sumber daya aam non

hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber

makanan dari berbagai jenis makhluk kehidupan.
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Tanah merupakan bagian lapisan atas kulit bumi yang terbentuk dari
pel apukan dan bahan organik yang sering kali dimanfaatkan untuk pertanian karena
memiliki tingkat kesuburan yang relatif tinggi. Pertanian mengupayakan tanaman
pangan dan hortikultura di atas tanah yang memiliki potensi kesuburan yang baik.
Potensi dan ketersediaan sumber daya lahan untuk pertanian seringkali menjadi
kompetisi di berbagai struktur sektor kehidupan baik antara sektor pertanian itu
sendiri maupun antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian. Seperti halnya
lahan sebagal sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan ekonomi salah
satunya adalah pemanfaatan lahan untuk produksi batu bata merah selain
menghasilkan manfaat juga membawa resiko terhadap lingkungan. Aktivitas
penggalian sumber daya alam non hayati berupa tanah pertanian ini jika tidak
dikelola dengan baik maka mengakibatkan terjadinya degradasi lahan pertanian
yang mengancam keberlanjutan usaha tani dan ketahanan pangan. Hal ini karena
lahan pertanian sebagai sebagai sumber daya aam di sektor pertanian seharusnya
dimanfaatkan untuk kegiatan produksi tanaman pangan produktif.

Redlitayang terjadi di sgumlah titik lokasi Kabupaten Banjarnegara, para
petani menyewakan dan memanfaatkan lahan pertanian untuk tempat produksi batu
bata merah dengan mengelola sumber daya alam berupa tanah pertanian secara
terus-menerus tanpa memperhatikan kemungkinan terjadinya degradasi lahan.
Alasan sgjumlah petani memanfaatkan dan menyewakan lahan untuk produksi batu
bata merah salah satunyajugakarenalahan sawah memiliki potensi yang baik untuk
dijadikan sebaga bahan baku batu bata merah. Selain karena potensinya,

keberadaaan sumber daya tanah pertanian ini juga mudah di dapatkan.
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4) Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor pengaruh aasan perubahan
penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian menjadi kegiatan non pertanian
(Sqjati, 2020:108-123). Jika dilihat dari penghasilan, hasil pertanian masih jauh
lebih rendah dibandingkan dengan usaha lain usaha atau kegiatan non pertanian
lainnya antaralain usahaindustri dan wiraswasta. Masyarakat menilai pemanfaatan
lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah dinilai Iebih menguntungkan
dibandingkan dengan produks padi. Alasan inilah yang mendorong sejumiah
petani di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwarga Klampok dan Kecamatan
Mandiraja menyewakan |ahan sawah dimanfaatkan menjadi tempat usaha produksi
batu bata merah.

Penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian untuk produksi batu bata
merah lebih menjanjikan nilai ekonomis dibanding dengan tanaman pangan karena
dianggap produksi tadi lebih melelahkan terlebih jika ada hama atau penyakit yang
mengancam dan jaminan harganya cenderung rendah saat panen. Hal inilah yang
kemudian mendorong masyarakat dibeberapa titik wilayah Kabupaten
Banjarnegara mengusahakan lahan pertanian menjadi tempat produks batu bata
merah dengan harapan pendapatannya lebih meningkat karena nilai jualnya lebih
tinggi dibandingkan dengan beras. Hal inilah yang mendorong para petani tertarik
pada usahalain di luar pertanian dengan harapan dapat memberikan hasil ekonomi
yang menjanjikan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan pada

umumnyamasih jauh tertinggal dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat
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yang tinggal di perkotaan. K eterdesakan ekonomi yang dialami oleh para petani dan
pemilik lahan secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya penggunaan,
pemanfaatan dan pengalihan lahan baik yang dilakukan oleh pemilik lahan itu
sendiri maupun melalui prosesjual beli kepada pihak lain. Semakin tingginyabiaya
hidup dan tumbuhnya budaya konsumtif telah menjadi pemicu keinginan para
petani selaku pemilik lahan untuk mengalihkan dan memanfaatkan |ahan pertanian
yang dimilikinya. Tekanan ekonomi akan sangat dirasakan ketika terjadi
ketimpangan pendapatan ekonomi yang diperoleh dari hasil panen dengan
pengeluaran yang semakin meningkat. Tekanan tersebut mendorong transformasi
dalam pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan penggunaan

lainnya sehingga proses pemanfaatan lahan yang tidak sesuai terjadi secarameluas.

Berangkat dari faktor peningkatan kebutuhan finansial untuk mencukupi
kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan, kesehatan, pembunuhan kebutuhan
sehari-hari menambah keterdesakan ekonomi yang dialami oleh para petani.
Kondisi inilah yang memotivasi munculnya pemikiran petani untuk memanfaatkan
atau mengalihfungsikan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah.
Artinyaketikapetani mengalami kesulitan dan permasal ahan akan kebutuhan hidup
maka menyebabkan semakin tingginya alih fungs lahan dan pemanfaatan lahan
yang tidak sesual dengan peruntukannya.

Kondis di manafaktor ekonomi menjadi alasan utama pemanfaatan ruang
dan lahan untuk tempat produksi batu bata merah tentu perlu diperhatikan. Tidak
jarang para petani mengeluh karena harga pupuk yang mahal dan kesulitan dalam

mendapatkan pupuk. Di samping itu, para petani yang menyewakan lahan untuk
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tempat produksi batu bata merah beranggapan komisi yang lebih menjanjikan
dibandingkan dengan produksi tanaman pangan. Kondisi ini terjadi karena
beberapa lahan yang dikeringkan untuk tempat produksi batu bata merah
menghambat saluran irigasi sehingga menyulitkan para petani lain dalam akses
pengairan lahan. Akibatnya lahan-lahan di sekitar tidak teraliri air yang cukup
memadal sehingga berdampak pada produktivitas hasil pertanian khususnya padi.
Alasan tersebut mendorong para petani pemilik lahan di sekitar produksi batu bata
merah akhirnyaikut serta beralih memanfaatkan lahannya untuk produksi batu bata
merah karena jika diteruskan ditanami tanaman pangan akan cukup menguras

biaya, waktu dan tenaga.

5) Faktor Budaya masyar akat

Manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan
satu samalain. Oleh sebab itu manusia memutuskan untuk menjalankan keputusan
dengan mempertimbangkan lingkungan sosialnya. Pertimbangan-pertimbangan
lingkungan sosial berpengaruh terhadap perilaku sebagai cerminan budaya yang
ada. Kondisi inilah yang kemudian mendorong seseorang cenderung melakukan
aktivitas atau budaya yang berulang dipengaruhi peristiwa yang terjadi di
lingkungannya. Aspek budaya di suatu kehidupan masyarakat sangat menentukan

mutasi perilaku seseorang untuk berperilaku samadi suatu lingkungan.
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Kondisi tersebut terbukti nyata seperti apa yang terjadi dalam penelitian
ini. Berdasarkan beberapa alasan informan dalam aktivitas pemanfaatan lahan
pertanian menjadi tempat produksi usaha batu bata merah dinilai lebih
menguntungkan dibandingan untuk produksi tanaman pertanian. Terutama lahan
pertanian yang kesulitan mendapat sistem irigasi akibat adanya proses pengeringan
dan penggalian yang memngakibatkan lahan-lahan di sekitar area tempat produksi
batu ata merah tidak teraliri saluran irigasi. Terputusnya saluran irigasi membuat
sgjumlah petani di Kabupaten Banjarnegara lebih memilih memanfaatkan lahan
sawah yang dirasalebih |ebih efektif untuk dijadikan batu bata merah dibandingkan
dengan produksi tanaman pangan. Selain itu, struktur tanah lahan pertanian sawah
sangat cocok untuk bahan dasar pembuatan batu bata merah karena banyak

kandungan tanah dan pasir di dalamnya.

6) Faktor Pertumbuhan dan K epadatan Penduduk

Dinamika peningkatan dan penyebaran penduduk di suatu wilayah
berpengaruh terhadap peningkatan permintaan lahan. Selain itu, peningkatan taraf
hidup masyarakat secara ekonomi juga turut berperan menciptakan tambahan
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ketika lingkup kehidupan manusia dihadapkan
pada tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompleks, maka potensi
penyalahgunaan ruang wilayah menjadi semakin terbuka lebar, khususnya dalam
rangka pemenuhan berbagai macam bentuk kebutuhan hidup akibat kepadatan
penduduk yang semakin meningkat (Simamora, 2022:59-73). Kondisi demikian
rentan memunculkan peristiwa yang kontradiktif yaitu pelanggaran pemanfaatan

ruang yang beresiko merusak keberlangsungan dan masa depan suatu wilayah.
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Aspek sosiad yang mempengaruhi pemanfaatan lahan pertanian di
Kabupaten Banjarnegara sdlah satunya adalah pertumbuhan  penduduk.
Perkembangan suatu wilayah bersifat dinamistermasuk dalam konteks penggunaan
lahan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi dinamika perkembangan tersebut
adalah perubahan jumlah penduduk, perubahan tuntutan masyarakat, penambahan
dan pengurangan bangunan, perubahan nilai-nilai kehidupan serta aspek budaya
kehidupan masyarakat. Aspek sosia pertumbuhan penduduk tersebut juga
dipengaruhi oleh adanya budaya yang menyebabkan terfragmentasinyalahan-lahan
pertanian yang tidak memenuhi batas minimum dengan skala ekonomi usaha yang

menguntungkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan
jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara telah secara kontinyu mengalami
peningkatan baik diakibatkan oleh tingkat kelahiran maupun migrasi populasi.
Jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara padatahun 2023 mencapai 1.047.226
jiwa terdiri dari 531.338 laki-laki dan 515.888 perempuan. Jumlah tersebut
mengalami kenaikan sebesar 8.508 jiwa atau sebesar 0, 82 persen dari jumlah
penduduk pada tahun 2022 yaitu 1.038.178 jiwa. Sementara untuk kepadatan
penduduk padatahun 2023 mencapai 979 jiwaper kilo meter persegi. Artinyasetiap
1 km (kilo meter) persegi luas wilayah di Kabupaten Banjarnegara dihuni sekitar

979 orang. Detail pertumbuhan penduduk ini dapat dilihat padatabel berikut :
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Gambar 4.8 Jumlah K epadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
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Angka 2024

Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk
maka kebutuhan akan lahan baik yang didedikasikan guna mawadahi kepentingan
tempat tinggal, kegiatan komersial, usaha atau industri, pelayanan publik,
infrastruktur dan kegiatan interaksi sosia di masyarakat akan meningkat.
K ebutuhan akan ruang termasuk pemanfaatan |lahan umumnya diarahkan pada pola
pemanfaatan yang efektif dan efisien sehingga faktor ruang cukup penting. Tetapi
seringkali pertumbuhan penduduk oleh adanya aktivitas pengembangan sistem
lingkungan cukup bervarias sehingga konsums terhadap lahan merupakan
manifestas dari kekuatan demografi dan ekonomi Kondisi demikian secara
langsung berimplikas terhadap perluasan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang

dipandang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.
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Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan lahan juga
semakin meningkat. Laju kepadatan penduduk sebagai salah satu penyebab
peningkatan kebutuhan hidup erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi.
Pertambahan penduduk menyebabkan seseorang atau kelompok orang mulai
beralih mata pencaharian dari sebelumnya petani beralih membangun suatu usaha.
Namun seringkali usaha yang dijalankan ternyata kurang sesuai dengan kesesuaian
pemanfaatan lokasi. Seperti halnya peralihan mata pencaharian masyarakat di
Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwargja Klampok dan Kecamatan Mandirgja
Kabupaten Banjarnegara yang kemudian mengusahakan atau menyewakan
lahannya menjadi tempat produksi usaha batu bata merah. Kondis demikian
tentunya dikhawatirkan mengancam ketersediaan |ahan pertanian pangan produktif
oleh adanya penurunan kemampuan lahan dalam memproduksi hasil pertanian.

Jikadilihat dari lokasinya, pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten
Banjarnegara khususnya di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purworeja Klampok,
dan Kecamatan Mandirga relatif tinggi dan terus meningkat. Adapun lgu
pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Per Tahun
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Angka 2024
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di
wilayah Kabupaten Banjarnegara kurun waktu 2020 sampali dengan 2023 relatif
terus meningkat khususnya di Kecamatan Susukan mencapai 64.997 orang,
Kecamatan PurworejaKlampok mencapai 49.246 orang, dan Kecamatan Mandirgja
mencapal 81.411 orang. Hal tersebut memicu peningkatan aktivitas atau kegiatan
untuk kepentingan ekonomi terjadi di atas lahan agraris yang menurut tata ruang
Kabupaten Banjarnegara diperuntukan sebagai kawasan pertanian. Realitanya di
lapangan, lahan-lahan pertanian telah digunakan dan dimanfaatkan menjadi tempat
produksi batu bata merah menunjukkan telah terjadinya pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2011-2031.
4.1.2.2 Akibat Ketidaksesuaian Pemanfaatan L ahan Pertanian di Kabupaten

Banjarnegara

Fenomena pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian
menjad tempat produks usaha batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara yang
tidak sesuai peruntukannya menimbulkan dampak dan permasalahan diberbagai
sektor kehidupan diantaranya sebagai berikut:

1) Ketahanan Pangan Menurun

Kesuksesan pelaksanaan program ketahanan pangan tidak hanya dilihat
dari aspek produksi padi atau ekonomi semata. K etahanan pangan berarti dimaknai
dengan tercukupi baik kuantitas maupun kualitas dan keragaman pangan yang
dikonsumsi. Keberhasilan ketahanan pangan tercermin dari ketersediaan tanaman

pangan dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang terjangkau oleh daya
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beli masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian dinilai
dapat mengganggu ketahanan pangan yang meliputi aspek kuantitas ketersediaan
pangan, stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas rumah tangga terhadap
pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok sehari-hari. Pada skala nasional
ataupun skala besar, 90% (persen) lahan pertanian memiliki peranan penting
terhadap produksi tanaman pangan terutama padi. Produksi padi nasional dominan
dihasilkan dari ahan pertanian sawah basah dengan sistem irigasi teknis, sedangkan
lahan sawah kering dengan sistem irigasi non teknis hanya memproduksi sebesar
10% (persen) padi (Manggala, 2023:187-181).

Maraknya pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian
menyebabkan ketersediaan pangan menurun dan memicu kenaikan harga pangan
sehingga daya beli masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan menurun.
Dengan demikian, ketahanan pangam juga menurun sehingga perlu adanya
pengendalian pemanfaatan lahan pertanian untuk menjaga stabilitas ketahanan
pangan. Tentu perlu pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan
prioritas dan kemanfaatan yang optimal serta tidak memberikan dampak negatif
disesuaikan dengan rencanatata ruang wilayah.

Stabilitas ketersediaan pangan memiliki aspek penting dalam menciptakan
ketahanan pangan di suatu wilayah agar tetap terpenuhi. Mencapai ketahanan
pangan yang ideal dibutuhkan produktivitas padi yang berkel anjutan sehingga dapat
menjamin ketersediaan bahan pangan pokok dengan stabil sepanjang tahun. Oleh
demikian konsumen dapat memenuhi kebutuhan pangan setiagp hari tanpa

mengalami kesulitan akses terhadap pangan yang diperlukan. Namun realitanya hal
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tersebut tidak selalu dapat diwujudkan karena keterbatasan dan kemampuan lahan
sawah yang semakin menurun oleh adanya penggunaan dan pemanfaatan lahan
sawah untuk kegiatan non pertanian.

Pada situasi ini di wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan kepadatan
penduduk yang terus meningkat tentu berakibat terhadap kebutuhan lahan untuk
memenuhi ekonomi rumah tangga. Sementarayang terjadi saat ini adal ah persoalan
pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian salah satunya adalah
tempat usaha produksi batu bata merah. Meskipun dinilai lebih menguntungkan
secara ekonomi, namun produksi batu batamerah ini juga mengancam ketersediaan
lahan sebagai penghasil tanaman pangan. Kegadian tersebut menggambarkan
ketimpangan atau ketidakseimbangan antara penduduk dengan bahan pangan yang

dibutuhkan akibat |ahan pertanian dimanfaatkan untuk kegiatan non pertanian.

2) Dampak Negatif Terhadap Lingkungan

Berkurangnya lahan pertanian di beberapa titik lokasi Kabupaten
Banjarnegara oleh adanya usaha produksi batu bata merah berakibat pada kondisi
lingkungan di area lahan tersebut. Lahan pertanian yang digunakan sebagai tempat
usaha produksi batu bata merah mengakibatkan terputusnya aliran irigasi teknis
maupun non teknis, menyebabkan lahan-lahan di sekitarnya menjadi kering.
Kegiatan tersebut memicu pencemaran udara akibat adanya proses pembakaran.
Produksi batu bata merah juga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah
karena adanya penggalian tanah yang cukup dalam. Berikut keterangan dari Dinas

Pertanian, Peternakan Dan K etahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara:
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“Terkait dengan penggalian yang dilakukan terhadap lahan
pertanian berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Kondisi
tersebut berpengaruh terhadap produktivitas pertanian karena
biasanya tanah yang diambil adalah tanah humus dan pada masa
itu lahan tersebut tidak ditanami oleh tanaman padi atau pangan.
Kami sebenarnya sudah berupaya melakukan reklamasi
penambahan kesuburan lahan. Akan tetapi memang kegiatan
produksi batu bata merah tersebut masih berlangsung sampai saat
ini. Di satu sisi ada kepentingan ekonomi akan tetapi di sisi lain
kami juga harus mempertahankan area lahan pertanian. Namun
tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa lahan tersebut
adalah milik pribadi sehingga merekaberhak melakukan kegiatan
dan usaha di atas lahan tersebut.” (Yos Christiana Dewi, S.TP.
selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas
Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banjarnegara 23-02-2024:08.00 WIB).

Pemanfaatan lahan pertanian untuk produksi batu bata merah memberikan
dampak negatif terhadap lingkungan. Lahan yang sempit dengan kendala sistem
irigasi akibat pengeringan produks batu bata merah memberikan kerugian bagi
lahan-lahan di sekitarnya karena kendala irigasi dan lahan tersebut mengalami
gaga panen. Pada dasarnya proses pengolahan lahan sawah untuk ditanami padi
dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun yang menyebabkan sgjumlah petani
mencari sumber penghasilan dari kegiatan non pertanian untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari (Ardani, 2020:257-274). Hal tersebut mendorong sejumlah
petani mengusahakan lahan sawahya untuk kegiatan non pertanian dengan harapan
dapat meningkatkan pendapatan. Tidak jarang sgfumlah para petani berpandangan
bahwa pendapatan merupakan tolak ukur dari keberhasilan, sehingga mereka lebih
memilih merelakan lahan pertaniannya demi mendapatkan penghasilan yang jauh

lebih mencukupi kebutuhan hidupnya.
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Adanya pemanfaatan lahan untuk produks batu bata merah mendorong
sgjumlah petani menyewakan lahannya dengan tujuan memanfaatkan hasil jual
tersebut. Ketika lahan sawah dimanfaatkan untuk produksi batu bata merah maka
memer|ukan waktu untuk memulihkan kualitas dan unsur tanah agar kembali dapat
ditanami padi. Kondisi ini terjadi karenaadanya proses pengeringan dan penggalian
cukup dalam terhadap lahan untuk bahan produksi batu bata merah. Setelah proses
penggalian, selanjutnya adalah proses pencetakan, pengeringan dan pembakaran.
Pada tahap proses pembakaran di atas |ahan pertanian mengakibatkan kualitas fisik
lahan dan unsur hara dalam tanah menurun. Selain itu, akibat proses pembakaran

menimbulkan polusi udara dan dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

3) Menimbulkan Kerugian Teknis, Ekonomisdan Budaya

Secara teknis, pemanfaatan lahan atau penggunaan lahan pertanian yang
tidak sesuai dengan peruntukannya mengancam keberlanjutan lingkungan dan
mengakibatkan berkurangnya lahan akibat menurunnya fungsi jaringan irigasi.
Permasalahan pemanfaatan lahan pertanian untuk tempat usaha produksi batu bata
merah di beberapatitik lokasi Kabupaten Banjarnegarajuga memicu permasal ahan
saluran irigasi. Kondisi lahan sawah yang dikeringkan untuk produksi batu bata
merah akan menghalangi saluran irigasi masuk ke sawah lain atau menghalangi
drainase lahan sekitarnya. Kondisi demikian tentu akan mempengaruhi produksi

lahan pada sistem irigasi yang bersangkutan.
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Jikadilihat dari sisi ekonomis dari pendapatan memang penghasilan batu
bata merah jauh lebih besar keuntungannya di bandingkan dengan produksi
pertanian. Akan tetapi jika dilihat dari sisi ekonomi pengembangan irigasi, akibat
pengeringan lahan sawah beririgasi teknis untuk usaha produksi batu bata merah
maka investasi dan anggaran yang tidak sedikit diwujudkan untuk jaringan irigasi
teknismenjadi sia-sia. Terlebih jaringan irigasi teknis menjadi aliran utama dengan
debit air sepanjang tahun dan biasanya ada penutupan irigasi untuk perbaikan
kurang lebih dalam kurun waktu 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) hari.
Sedangkan debit air padaaliran irigasi non teknis tergantung pada kondisi musim
dan debit air pada aliran irigasi teknis. Jika saluran irigas banyak mengalami
kerusakan atau ahkan terputus, maka anggaran yang dibutuhkan untuk biaya
perbaikan jauh |ebih besar.

Jikadilihat dari budayamasyarakat, usahaproduks batu bata merah dinilai
lebih menjanjikan dibandingkan dengan lahan untuk produks tanaman padi
membuat sgfumlah petani kemudian beralih memanfaatkan lahannya. Perubahan
fungsi lahan sawah memicu kendala pada saluran irigasi, akibatnya lahan-lahan di
sekitar tempat produksi batu bata merah tidak teraliri air karena pengeringan lahan.
Terputusnya saluran irigasi pada lahan tersebut mengalami gagal panen. Kondisi
ini mendorong para petani di sekitar area lahan turut serta mengusahakan |ahannya
untuk produksi batu bata merah yang dinilai lebih menguntungkan dari segi
pendapatan. Tidak bisa dipungkiri, budaya masyarakat memanfaatkan lahan untuk

produksi batu bata merah menimbulkan produktivitas pertanian menurun.
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4) Menurunnya Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan diartikan sebagai ukuran populasi maksimal
yang dapat didukung oleh suatu daerah di masa depan dengan kemampuan daya
dukung yang tetap dan organisme yang sama meliputi lingkungan atmosfer, tanah,
sosial ekonomi, air, kapasitas pendukung sumber daya alam dan ekologi tertentu
(Yuliani, 2024:8-19). Penurunan daya dukung lahan dipengaruhi oleh pertumbuhan
jumlah penduduk, luas lahan, persentase jumlah petani dan luasan lahan. Adapun
daya dukung lingkungan dapat berkurang ataupun bertambah tergantung dari
kemajuan teknologi dan budaya masyarakat di sekitar lahan tersebut. Kemajuan
teknologi memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas dan ketersediaan lahan,
sedangkan budaya masyarakat memiliki pengaruh pada kebutuhan hidup
masyarakat.

Adanya pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yaitu
produksi batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara menimulkan penurunan daya
dukung lingkungan. Pengeringan lahan sawah untuk produksi batu bata merah
berakibat pada berkurangnya daerah resapan air tanah melaui infiltras menjadi
rendah. Selain karena berkurangnya debit air ketika musim kemarau, luas daerah
layanan irigasi dan intensitas tanam juga menurun disertai dengan meningkatnya
risiko kekeringan. Degradasi lingkungan akibat pemanfaatan lahan pertanian untuk
kegiatan non pertanian yang semakin meluas juga berdampak pada produktivitas

hasil pertanian karena kemampuan lahan semakin menurun (Octari, 2024:01-16).
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5) Penurunan Produktivitas Pertanian

Secara langsung dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan
lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian padalahan sawah yaitu terancamnya
ketahanan pangan dan terjadinya penurunan produktivitas pertanian tanaman
pangan. Hal tersebut disebabkan karena produksi |ahan pertanian yang sebelumnya
dipenuhi dan dihasilkan untuk tanaman pangan menjadi berkurang akibat
pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Pemanfaatan lahan yang tidak
sesual peruntukan semakin meluas mendorong potensi kehilangan produksi pangan
bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produks batu bata
merah di Kabupaten Banjarnegara terhadap lahan sawah berdampak pada
penurunan produktivitas pangan padi dari tahun ke tahun. Adapun penurunan

produktivitas tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.9 Tingkat Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang dan Padi
Total Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun
Daam Angka 2024
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Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa produktivitas padi
sawah, padi ladang dan padi total dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Variasi penurunan ini mengikuti angka
besaran pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non Pertanian salah satunya
produksi batu batamerah di Kabupaten Banjarnegaramemberikan gambaran bahwa
semakin besar pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang
terjadi maka akan semakin berkurang produktivitas padi akibat kegiatan non
pertanian terhadap lahan-ahan sawah tersebut. Penurunan produktivitas padi
tersebut juga dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan pertanian. Adapun
berkurangnya luas lahan panen untuk produks padi di Kabupaten Banjarnegara

tercantum dalam tabel berikut:

* Tabel 4.7 Luas Panen, Produks dan Produktivitas Padi Sawah Tahun

2018-2022
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Daam Angka 2024
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa luas panen produksi dan
produktivitas padi sawah tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Banjarnegara
mengalami penurunan. Luas panen padi sawah dari 20 kecamatan kabupaten di
Banjarnegara pada tahun 2019 yaitu 23.452,80 hektar, tahun 2020 yaitu 23.582, 00
hektar, 2021 yaitu 24.524,00 hektar dan pada tahun 2022 luas lahan mencapai
24.843,10 hektar. Meskipun luas panen padi sawah tidak mengalami peningkatan
yang cukup signifikan, tetapi produks padi sawah justru mengalami penurunan.
Produksi padi sawah pada tahun 2019 yaitu 145.543,82 ton, tahun 2020 yaitu
167.446,00 ton, prpduksi padi sawah tahun 2021 yaitu 166.803,00 ton dan produksi
pada sawah juga menurun pada tahun 2022 hanya mencapai 170.805,07 ton.

Sementara untuk tingkat produktivitas padi sawah juga mengalami penurunan dari

tahun 2019 ke tahun 2022.
Tabel 4.8 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Ladang Tahun
2018-2022
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa luas panen produks dan
produktivitas padi |adang tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Banjarnegarajuga
mengalami penurunan. Luas panen padi ladang dari 20 kecamatan kabupaten di
Banjarnegara pada tahun 2019 yaitu 725,70 hektar, tahun 2020 yaitu 740,00 hektar,
2021 yaitu 607,00 hektar dan padatahun 2022 luas panen menurun hanyamencapal
186,00 hektar. M eskipun luas panen padi |adang tidak mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, akan tetapi produks padi ladang justru mengaami
ketidakstabilan. Produksi padi ladang padatahun 2019 yaitu 3.229,32 ton, produksi
padi ladang tahun 2020 meningkat yaitu 3.700,00 ton, produksi padi ladang tahun
2021 menurun yaitu 2.403,00 ton dan produks padi ladang menurun signifikan

pada tahun 2022 hanya mencapai 754,08 ton.

Tabd 4.9 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Total Padi Tahun

2018-2022
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Berdasarkan datatersebut, luas panen produksi dan produktivitastotal padi
tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Banjarnegara juga mengalami penurunan
dan ketidakstabilan. Luas panen total padi dari 20 kecamatan kabupaten di
Banjarnegara pada tahun 2019 yaitu 24.178,50 hektar, tahun 2020 yaitu 24.322,00
hektar, 2021 yaitu 25.131,00 hektar dan pada tahun 2022 luas panen mencapai
25.025,10 hektar. Meskipun luas panen total padi tidak mengalami peningkatan
yang cukup signifikan, akan tetapi produksi total padi justru mengalami
ketidakstabilan. Produksi total padi padatahun 2019 yaitu 170.574,70 ton, produksi
padi sawah tahun 2020 yaitu 171.146,00 ton, produksi padi sawah tahun 2021 yaitu
168.204,92 ton dan produks total padi juga menurun pada tahun 2022 hanya
mencapal 171.559,17 ton.

Kondis demikian jikaterus terjadi maka dikhawatirkan akan mengancam
ketahanan pangan dan stabilitas pangan di Kabupaten Banjarmegara. Penurunan
produktivitas padi dalam kurun waktu 2019-2022 tersebut mencerminkan semakin
menyempitnya fungsi lahan pertanian sawah yang seharusnya ditanami tanaman
pangan produktif. Ketika produktivitas pertanian menurun tentu berimbas pada
dayajual yang lebih maha sementara dayabeli masyarakat akhirnya menurun. Hal
ini mendorong Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan upaya untuk
mengatasi fenomenatersebut sebagai manatertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 strategi untuk mel aksanakan kebijakan
pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam

Pasa 3 ayat (2) huruf a meliputi : a. menetapkan lahan pertanian pangan
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berkelanjutan; b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun padalahan-lahan

yang bukan tanah sawah irigasi; c. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan

irigasi; dan d. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

4.1.3 Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Yang Tidak
Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-
2031 Per spektif Penataan Ruang

Adapun upaya yang sudah dil akukan oleh pemerintah kabupaten dan dinas
terkait dengan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan dan Perubahan Terbaru Peraturan Daerah RTRW

Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043 perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 merupakan wujud upaya pemerintah

Kabupaten Banjarnegara dalam mengatasi dan mengendalikan pemanfaatan lahan

atau penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi

memang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 sampai saat ini masih dalam

tahap revisi sehingga belum disahkan dan diberlakukan. Berikut penjelasan dari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang K abupaten Banjarnegara berikut:

“Sudah ada. Tetapi belum ditetapkan dan disahkan karena masih
ada beberapa revis di dalamnya yaitu Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2011 digantikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2023-2043.” (Fajar Mulato, S.T., M.T.
selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara 05-02-2024:13.00
WIB).
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Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dinilai sudah tidak cukup
efektif diterapkan dalam kondis saat ini, oleh sehingga Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara merancang Peraturan Daerah terbaru yang disesuaikan dengan
dimens tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara. Tidak efektifnya peraturan
tersebut karena meluasnya pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai
peruntukannya maka dipandang perlu evaluasi terhadap kebijakan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031 secara umumnya serta khususnya pada
ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan. Akan tetapi proses penyusunan

Perda membutuhkan waktu yang tidak singkat dan masih dalam tahap revisi.

2) Penyusunan Peraturan dan Penetapan Kawasan L P2B

Lahan pertanian pabfan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 bahwa lahan pertanian yang telah
ditetapkan keberadaannya untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten
sehingga mampu menghasilkan pangan pokok bagi kedaulatan pangan nasional.
Ketersediaan lahan pertanian pangan merupakan syarat mutlak untuk
mempertahankan ketahanan pangan yang erat kaitannya dengan potensi
sumberdaya lahan pertanian pangan; produktivitas, fragmentasi dan skala luasan
penguasaan lahan; sistem irigasi; land rent lahan pertanian; konversi lahan
pertanian, pendapatan para petani, kapasitas sumber daya manusia dan kebijakan di

bidang pertanian (Rayhan, dkk, 2024:337-344).
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Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi
tumpuan hidup masyarakat. Namun tidak jarang masyarakat memanfaatkan lahan
pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk kepentingan ekonomi. Kondisi
demikian jikatidak diimbangi dengan perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian
maka dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan pangan. Komitmen Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mempertahankan kedaulatan pangan.
Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara saat ini yaitu
penyusunan peraturan terhadap kawasan peruntukan lahan pertanian pangan

berkelanjutan yang disgjikan dalam peta berikut:

Gambar 4.10 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2023

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang K abupaten
Banjarnegara Dalam Angka 2023
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Peta tersebut merupakan rekomendasi dari DPUPR (Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Banjarnegara untuk menetapkan ruang
kawasan pertanian pangan berkel anjutan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara saat
ini sedang mengupayakan kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Upaya tersebut melalui rancangan yang
disusun dan dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9
Tahun 2023 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang saat ini masih
dalam tahap revisi. Berikut penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Banjarnegara berikuit:

“Saat ini1 sudah ada aturan khusus lahan pertanian yang mengatur

LP2B yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tetapi belum disahkan

dan masih menunggu persetujuan dari Kemendagri terkait

penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian dan kebijakan

lahan sawah dilindungi.” (Fajar Mulato, S.T., M.T. selaku Kepala

Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Banjarnegara 05-02-2024:13.00 WIB).

Rencanatata ruang disusun melalui suatu proses perencanaan yang disertai
dengan kesadaran penuh akan aspek-aspek pemanfaatan ruang dalam
operasionalnya dan aspek pengendalian dalam implementas dan evaluasinya
sehingga dapat diketahui wilayah yang berpotenss untuk dikembangkan
pembangunannya sesuai arahan rencana tata ruang wilayah. Jika penggunaan dan
pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencanatata ruang wilayah dan peruntukan

kawasannya, maka dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan oleh para pemangku kebijakan.
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Penyusunan rencana tata ruang wilayah suatu daerah dibuat karena
hakikatnya ruang memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkan instrumen untuk
mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif mengacu
pada potensi sumber dayayang adabaik dari potensi sumber daya manusia maupun
potensi sumber daya lahan (Lubis, dkk, 2021:165-173). Kegiatan perencanaan tata
ruang menghasilkan produk berupa peraturan daerah dengan lampiran petarencana
tata ruang wilayah sehingga dapat ditentukan kesesuaian peruntukan kawasan
termasuk peruntukan kawasan pertanian beserta sebaran jenis-jenis lahan sesuai
pola ruang yang ada dalam rencana tata ruang. Adapun sebaran jenis lahan di
Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam peta berikut:

Gambar 4.11 Peta Sebaran Jenis L ahan Kabupaten Banjarnegara Tahun
2023
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Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023
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Berdasarkan peta tersebut menunjukkan bahwa 11.471,92 hektar luasan
sebaran jenis lahan di Kabupaten Banjarnegara diklasifikasikan menjadi 4 (empat)
jenis yaitu sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut dan sawah |ebak.
Luas jenis lahan sawah kurang lebih sekitar 9.964,41 hektar, luasan lahan sawah
tadah hujan di angka 1.417,61 hektar, luas sawah pasang surut yaitu 84,14 hektar
dan luasan lahan sawah lebak berkisar pada angka 5,66 hektar. Luas sebaran jenis
irigasi tersebut dijadikan sebagai rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan di Kabupaten Banjarnegara. Keberadaan aluran irigas
mempengaruhi kegiatan usaha tani dimana lahan pertanian sawah yang mendapat
pasokan debit air yang cukup akan meningkatkan kualitas padi dan meminimalisir
resiko gagal panen. Adapun sebaran irigasi pada lahan baku sawah di Kabupaten
Banjarnegara sebagai berikut:

Gambar 4.12 Peta Sebaran Irigasi Pada Lahan Baku Sawah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2023

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banjarnegara Dalam Angka 2023
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Berdasarkan data tersebut, peta sebaran irigasi pada lahan baku sawah di
Kabupaten Banjarnegara menunjukkan terdapat 2 (dua) jenis saluran irigasi yaitu
irigasi teknis dan irigasi non teknis. Luasan sawah irigasi  kategori irigas teknis
baik yaitu 6.535,18 hektar, luasan sawah irigasi kategori irigasi teknis buruk yaitu
284,34 hektar, luasan sawah irigasi kategori irigasi non teknis baik berkisar 123,92
hektar dan luasan sawah irigasi kategori irigasi non teknis buruk berkisar 3.021,07
hektar. Sementara untuk jenis lahan yang tidak teraliri irigasi yaitu sawah tadah
hujan dengan luasan 3.417,61 hektar, sawah pasang surut 84,14 hektar, dan sawah
Lebak 5,66 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi irigasi pertanian di
Kabupaten Banjarnegara tidak semuanya teraliri air. Adapun lahan petanian yang
digunakan untuk usaha produksi batu bata merah di sejumlah lokasi yang berada di
Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwargja Klampok dan Kecamatan Mandirgja
merupakan lahan dalam kategori irigasi teknis yang memiliki potensi produksi
tanaman pangan yang baik.

Berikut penjelasan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan K etahanan Pangan
terkait hal tersebut :

“Ada dua jenis lahan irigasi yaitu lahan irigasi teknis dan lahan

irigasi non teknis. Lahan irigasi teknis terbagi menjadi tiga yaitu

primer sekunder dan tersier yang mana lahan irigasi teknis ini

akan didiri ar setigp sepanjang tahun dan biasanya ada

penutupan irigas untuk perbaikan kurang lebih dalam kurun

waktu 10 sampa 20 hari. Sedangkan irigasi non teknis ini

kadang-kadang bisa dialiri air dan bisa tidak tergantung pada

irigasi teknis. Atau secara sederhana aliran irigasi non teknis ini

tergantung pada kondist musim dan debit air pada airan irigasi

teknis.” (Yosi Christiana Dewi, STP. selaku Kasubag

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara 23-02-
2024:08.00 WIB).
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3) Penyusunan Kawasan L ahan Pertanian Menjadi L SD

Pemerintah berkewgjiban menjaga kestabilan ketersediaan pangan
nasional demi menjamin kesgahteraan kehidupan warga negaranya, maka
pemerintah harus mampu mengupayakan penyediaan lahan sebagai sumber
penghasil pangan (Surata, 2023:144-168). Terjaganyalahan sebagal sumber pangan
harus dipasikan ketersediaan lahan dengan penetapan lahan sawah yang dapat
menjamin penghasil beras dengan kontinyuitas tinggi. Lahan sawah yang
menghasilkan beras setidaknya harus dapat dipastikan tidak akan
dipindahtangankan oleh pemiliknya sehingga target ketersediaan pangan nasional
dapat tercapai.

Penyusunan dan penetapan kawasan lahan pertanian menjadi LSD (Lahan
Sawah Dilindungi) di Kabupaten Banjarnegara masih dalam proses dan belum
ditetapkan secara pasti karena masih menunggu persetujuan dari Kemendagri
terkait penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan
kebijakan lahan sawah dilindungi. Sementaraitu penetapan kebijakan perlindungan
lahan pertanian berkelanjutan belum ditetapkan karenaregulas rencana tata ruang
wilayah Kabupaten Banjarnegara terbaru sgja masih dalam tahap revisi. Proses
penetapan lahan sawah dilindungi dimulai dari proses tahapan verifikasi |ahan baku
sawah dengan citra satelit, verifikas data pertanahan dan data rencana tata ruang
wilayah, data irigasi, data cetak sawah dan data kawasan hutan. Setelah proses
verifikas dilanjutkan kegiatan klarifikasi dengan pemerintah, kemudian peta yang
dihasilkan disinkronisas oleh Tim Terpadu untuk usulan peta lahan sawah

dilindungi yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/
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Badan Pertanahan Nasiona. Adapun gambaran peta lahan sawah dilindungi
Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam peta berikut:

Gambar 4.13 Peta L ahan Sawah Dilindungi Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Banjarnegara Dalam Angka 2023

Peta tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah Kabupaten
Banjarnegarauntuk menekan alih fungsi lahan sawah dan pemanfaatan |ahan sawah
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yaitu dengan mengupayakan
penetapan |ahan sawah dilindungi. Perpres Nomor 59 Tahun 2019 merupakan dasar
hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat
penetapan peta lahan sawah dilindungi dalam rangka pemenuhan dan menjaga
ketersediaan lahan sawah guna mendukung kebutuhan pangan nasional. Berikut
penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Banjarnegaraterkait hal tersebut :
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“Saat ini sudah ada aturan khusus lahan pertanian yang mengatur

LP2B yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tetapi

belum disahkan dan masih menunggu persetujuan dari

Kemendagri terkait penetapan kebijakan perlindungan lahan

pertanian berkelanjutan dan kebijakan lahan sawah dilindungi.”

(Fgjar Mulato, ST., M.T. selaku Kepala Bidang Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Banjarnegara 05-02-2024:13.00 WIB).

Keterbukaan investas maupun kegiatan usaha dan non berusaha
memberikan berbagai respon dari beberapa kalangan termasuk dari sisi pertanian.
Keterbukaan kegiatan usaha non pertanian menyebabkan terjadinya pemanfaatan
lahan pertanian ke sektor lain dan berdampak terhadap krisis beras dan kebutuhan
pokok masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan dikeluarkannya surat keputusan
menteri agraria dan tata ruang bidang pertahanan nasional mengenai kebijakan
lahan sawah dilindungi (LSD). Untuk melindungi eksistensi lahan pertanian demi
terciptanya ketahanan pangan mendorong ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara
mengeluarkan rekomendasi lahan sawah dilindungi. Adanya rekomendasi dan
arahan kebijakan lahan sawah dilindungi diharapkan dapat melindungi lahan
pertanian tanaman pangan dari derasnya arus degradasi dan pemanfaatan lahan
pertanian akibat peningkatan pertumuhan dan kepadatan penduduk, kepentingn
ekonomi dan budaya masyarakat. Berikut penjelasan dari ATR/BPN Kabupaten
Banjarnegara:

"Untuk regulasi terbaru saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2023 belum ditetapkan karena masih dalam tahap revisi

akan tetapi PPN sudah berupaya rekomendasi LSD jadi

pel aksanaan perlindungan lahan pertanian dan pemanfaatan |ahan

itu mengacu pada LSD.” (Bambang Setiono,A.Ptnh., SH., M.H

selaku Kasi Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan
ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara 26-02-2024.:10.00 WIB).
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Keterbukaan usaha produks batu bata merah di sgumlah titik lokasi
Kabupaten Banjarnegara diketahui tidak ada izin yang digjukan oleh parapelaku
usaha produksi batu bata merah. Dilihat dari perubahannya memang tidak ada
perubahan lahan yang cukup signifikan. Adanya rekomendasi lahan sawah
dilindungi dan rencanatataruang wilayah mengunci perubahan fungsi, penggunaan
dan pemanfaatan lahan yang sebelumnya akan digunakan untuk perumahan atau
pabrik kemudian usaha-usaha non pertanian yang tidak diizinkan. Artinya segala
hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengalihan dan penggunaan lahan yang
tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan maka akan ditolak atau tidak
disetujui. Tentu ini sebenarnya berkaitan dengan perkembangan suatu wilayah, di
satu sisi pemerintah perlu adanya pembangunan, namun di sisi lain pemerintah
perlu mempertahankan lahan-lahan pertanian. Keduanya penting akan tetapi jika
tidak diatur maka akan terjadi perubahan fungsi lahan pertanian yang cukup luas
atau lokasinya produktif dan strategis.

“Jika dilihat dari titik lokasinya usaha produksi batu bata merah
yang terlihat cukup menonjol yaitu di kecamatan mandiri gja di
area panggisari. Tidak adaizin dari mereka dalam memanfaatkan
atau mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian mereka dijadikan
usaha batu bata merah. Memang usaha skala mikro tersebut
sebenarnya mereka tidak memiliki perizinan dan kami pun tidak
merekomendasikan. Beberapa masyarakat dalam menggunakan
lahan pertanian untuk usaha batu bata merah ini sebenarnya di
samping nilai ekonomis juga karena a asannya untuk mengurangi
ketinggian lahan agar pengairannya mudah. Akan tetapi karena
melihat dari sisi ekonomis mereka akhirnya cenderung
memanfaatkan lahan pertanian untuk usaha batu bata merah
dibandingkan dengan produksi tanaman pangan.” (Bambang
Setiono,A.Ptnh., SH., M.H sdlaku Kas Penataan Ruang dan
Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara
26-02-2024:10.00 WIB)
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4) Pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Upaya pemerintah dalam mengatur dan menertibkan perzinan
dilaksanakan sesual peruntukannya yaitu dengan menetapkan Peraturan Menteri
Daam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. lzin yang dimaksud dalam hal ini adalah dokumen yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan
lainnya sebagai bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang
atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan perizinan
dartikan sebagal legalitas menyatakan sah kepada seseorang atau pelaku usaha atau
kegiatan tertentu, baik dalam bentuk suatu usaha maupun tanda daftar usaha
(Dinata, 2024: 106-130). Adapun perizinan di Kabupaten Banjarnegara yang
kewenangannya didelegasikan kepada Disnaker PMPTSP meliputi 83 perizinan

berusaha dan 5 non perizinan berusaha.

Proses perizinan di Kabupaten Banjarnegara sudah melalui pelayanan
terpadu satu pintu yaitu Disnaker PMPTSP yang saat ini sudah disatukan di MPP
(Mall Pelayanan Publik). Hadirnya MPP (Mall Pelayanan Publik) ini diharapkan
dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang hendak melakukan
perizinan baik izin berusaha maupun izin non berusaha. Kewenangan DPMPTSP
sebagal pelaksana kebijakan di kabupaten banjarnegara khususnya di bidang
pelayanan perizinan dan pengaduan salah satunya adalah memberikan pelayanan
perizinan dan permohonan berusaha dan non berusaha. Sesual dengan penjelasan
dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terdapu Satu Pintu

Kabupaten Banjarnegara berikut:
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“Untuk perizinan saat ini sudah disatukan di MPP atau mal
pelayanan publik bukan hanya atas nama Disnaker PMPTSP akan
tetapi sudah adaMPP. Input awal sampai dengan output dokumen
perizinan harus dikeluarkan dari MPP. Jadi sebisa mungkin
masyarakat mendaftarkan permohonan izin di MPP untuk
selanjutnya mengajukan validasi kelengkapan dokumen-
dokumen dibuat rangkap tiga dan diserahkan kepada masing-
masing opd terkait.” (Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala
Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banjarnegara 29-02-2024: 08.00 WIB).

Perizinan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Pendel egasian K ewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Ada 83 perijinan dan 5 non perizinan

yang diatur dalam peraturan tersebut.

Adapun perizinan yang diatur diantaranya:l) Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 2) Persetujuan Lingkungan; 3) Persetujuan
Bangunan Gedung; 4) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); 5) lzin
Pemasangan Reklame; 6) 1zin Usaha Penggilingan Padi; 7) |zin Penggunaan Alun-
alun; 8) Izin Penggunaan Stadion; 9) 1zin Penggunaan Gedung Olahraga; 10) Izin
Penjualan Minuman Keras; 11) 1zin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum; 12)
Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL); 13) Izin Usaha Simpan Pinjam
Koperasi; 14) 1zin Trayek/Operasi Angkutan Umum; 15) 1zin Insidentil Angkutan
Umum; 16) lzin Penyelenggaraan Perparkiran; 17) Izin Pendirian Program atau
Satuan Pendidikan (Formal); 18) lzin Pengembangan Program atau Satuan

Pendidikan (Formal); 19) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 20) Izin
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Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT); 21) lzin Mendirikan Klinik; 22) lzin
Operasiona Klinik; 23) 1zin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; 24)
Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; 25) lzin Operasiond
Puskesmas; 26) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah; 27) lzin
Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama; 28) lzin Penyelenggaraan
Laboratorium Kesehatan Swasta; 29) lzin Penyelenggaraan Optik; 30) lzin
Penyelenggaraan Hemodialisa; 31) 1zin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah; 32)
Izin Penyelenggaraan Radiologi; 33) Izin Operasiona Fasilitas Griya Sehat; 34)
Izin Penyelenggaraan Panti Sehat; 35) 1zin Penyelenggaraan Praktik Tukang Gigi;
36) lzin Praktek Tenaga Psikologi Klinis; 37) lzin Praktek Tenaga K eperawatan;
38) 1zin Praktek Tenaga Kebidanan; 39) Izin Praktek Apoteker; 40) Izin Praktek
Tenaga Teknik Kefarmasian; 41) Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan; 42)
Izin Praktek Entomolog Kesehatan; 43) 1zin Praktek Mikrobiolog Kesehatan; 44)
Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan; 45) 1zin Praktek Tenaga Promos Kesehatan
dan llmu Perilaku; 46) 1zin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja; 47) 1zin Praktek
Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan; 48) lzin Praktek Tenaga Bio
Statistik dan Kependudukan; 49) 1zin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga; 50) 1zin Praktek Tenaga Nutrisionis; 51) Izin Praktek Tenaga Dietisien;
52) 1zin Praktek Tenaga Fisioterapis; 53) 1zin Praktek Tenaga Okupasi Terapis; 54)
Izin Praktek Tenaga Terapis Wicara; 55) 1zin Praktek Tenaga Akupunktur; 56) 1zin
Praktek Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; 57) 1zin Praktek Tenaga
Teknik Kardiovaskuler; 58) 1zin Praktek Tenaga Teknisi Pelayanan Darah; 59) 1zin

Praktek Tenaga Refraksionis Optisien dan Optometris; 60) Izin Praktek Tenaga
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Teknisi Gigi; 61) lzin Praktek Tenaga Penata Anestesi; 62) 1zin Praktek Tenaga
Terapis Gigi dan Mulut; 63) lzin Praktek Tenaga Audiologi; 64) Izin Praktek
Tenaga Radiografer; 65) lzin Praktek Tenaga Elektromedis;, 66) lzin Praktek
Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 67) 1zin Praktek Tenaga Fisikawan
Medik; 68) Izin Praktek Tenaga Radioterapis, 69) Izin Praktek Tenaga Ortotik
Prostetik; 70) Izin Praktek Tenaga Radiologi; 71) Izin Praktek Tenaga K esehatan
Tradisional Ramuan; 72) 1zin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
73) 1zin Praktek Tenaga Gizi; 74) 1zin Apotek; 75) 1zin Toko Alat Kesehatan; 76)
Izin Toko Obat; 77) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional; 78) lzin Peralatan
Kesehatan Rumah Tangga; 79) Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner; 80) lzin
Praktek Tenaga Paramedik V eteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan; 81) Izin Unit
Pelayanan Kesehatan Hewan; 82) Izin Sivet; dan 83) Pendaftaran Pangan Segar

Asal Tumbuhan.

Sedangkan untuk kegiatan non berusaha atau non perizinan antara lain
meliputi: 1. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum; 2. Tanda Daftar
Battra (Pengobatan Tradisional); 3. Pendaftaran Produk Pangan Industri Rumah
Tangga (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga); 4. Sertifikas
Produks Pangan Industri Rumah Tangga (perpanjangan/ganti aamat); 5.
Keterangan Laik Sehat Higiene Sanitas Jasa Boga, Depot Air Minum, Tempat

Pemandian Umum, Kolam Renang, dan Salon Kecantikan.
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Perizinan di Kabupaten Banjarnegara saat ini sudah ada regulasi terbaru
yang kewenangannya di delegasikan kepada Disnaker PMPTSP yaitu Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 4 Tahun 2019. Adapun dasar perizinan tersebut adalah Peraturan Bupati
BanjarnegaraNomor 49 Tahun 2020 tentang Penyel enggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan. Terhadap perubahan-perubahan tersebut ada pendelegasian
izin-izin yang diberikan beberapa OPD Kabupaten melalui Disnaker PMPTSP.
Terdapat pembaharuan atau penambahan pendel egasian kepada Disnaker PMPTSP
yang sebelumnya 83 perizinan dan lima non perizinan menjadi 88 perizinan dan 6
non perizinan. Akan tetapi peraturan tersebut belum ditetapkan dan disahkan
sehinggga sementara ini masih menggunakan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan

Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara

Jikaditinjau dari jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten
Banjarnegara, maka kegiatan usaha batu bata merah di atas lahan pertanian tidak
termasuk dalam jenis usaha perizinan. Artinya kegiatan usaha produksi batu bata
merah tidak direkomendasikan pemanfaatannya di atas lahan pertanian. Berikut

penjelasan terkait perizinan dari Disnaker PMPTSP terkait hal tersebut :
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“Menurut kami usaha produksi batu bata merah yang dilakukan
di atas lahan pertanian diperbolehkan atau tidaknya usaha
tersebut tergantung pada informasi tata ruang, apakah
berdasarkan RTRW itu boleh digunakan sebagai tempat usaha
atau tidak. Artinya ketika izin tata ruang ada kesesuaian untuk
berusaha sesuai dengan RTRW maka tentu diperbolehkan.”(Lyna
Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-2024: 08.00 WIB).

Keberadaan Mall Pelayanan Pulik (MPP) di Kabupaten Banjarnegara
sangat membantu proses pelayanan perizinan, baik izin berusaha maupun izin non
berusaha. Akan tetapi yang seringkali menjadi prolematika adalah tidak semua
elemen masyarakat berkenan untuk mengikuti prosedur perizinan sesuai
prosedurnya. Seperti halnya usaha produksi batu bata merah yang tidak memiliki
legalitas perizinan. Legalitas perizinan yang dikeluarkan oleh Mall Pelayanan Pulik
(MPP) hanya dterbitkan jika pihak pemohon mendapat rekomendasi izin
pemanfaatan ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan
persetujuan dari OPD lainnya seperti rekomendas dari ATR/BPN dan Dinas
Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Legadlitas perizinan tersebut
dikeluarkan jika pemanfaatan ruang atau usaha di atas lahan potensial telah
mendapat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan
Kesesesuaian 1zin Pemanfaaatan Ruang (KKPR). Jika dikaitkan dengan |lokasi
penelitian, usaha produksi batu bata merah tersebut tidak mendapat rekomendasi
baik dari DPUPR, ATR/BPN maupun Dinas Pertanian, Perikanan dan K etahanan

Pangan.
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Berdasarkan penelitian dan wawancara peneliti, hal tersebut sesuai dengan
keterangan dari Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bahwa:
"Terkait usaha batu bata merah di atas lahan pertanian sgjauh ini
belum adaizin Dan dari kami tidak merekomendasikan. Artinya
setiap masyarakat yang akan membangun atau membuat usaha di
atas lahan itu perlu melakukan izin. Misalnya dalam hal usaha di
atas lahan pertanian maka pihak pemohon wajib melakukan dan
mengikuti prosedur perizinan khusus izin pemanfaatan ruang.
Terkait dengan prosedur perizinan, saat ini proses kerginan
melalui sistem OSS di MPP.” (Fajar Mulato, S.T., M.T. selaku

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Banjarnegara 05-02-2024:13.00 WIB).

Pemerintah pusat menciptakan suatu sistem pelayanan berusaha berbasis
elektronik untuk mempercepat proses pelayanan perizinan di berbagai daerah serta
memperbaiki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem
perizinan berusaha dengan sistem elektronik disebut Online Single Submission
(OSS) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras Secara Elektronik. Hadirnya OSS
memberikan kemudahan pengurusan perizinan berusaha terkait prasyarat untuk
mel akukan usaha, Mall Pelayanan Pulik (MPP) izin usaha, danizin operasional baik
di tingkat daerah maupun di tingkat pusat (Milta, 2023:19-25). Seiring berjalannya
waktu, kementerian mel akukan upgrade sistem yang semuladilakukan melalui OSS
(Online Single Submission) berubah menjadi OSS RBA (Online Sngle Submission
Risk Based Approach) dimana pelayanan perizinan berdasarkan tingkat resiko

setiap usaha yang dijalankan oleh pelaku usahaitu.
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Pelayanan tersebut juga dilakukan di Disnaker PMPTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Banjarnegarayang saat ini di satukan melalui MPP
(Mall Pelayanan Publik) dengan harapan adanya sistem OSS RBA (Online Sngle
Submission Risk Based Approach) dapat memberikan kemudahan baik bagi
masyarakat yang hendak membuat perizinan maupun bagi penyelenggara
pelayanan perizinan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diklasifikasikan bentuk
penyel enggaraan perizinan berusaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis
risiko dilakukan melalui pengaturan perizinan berbasis resiko, norma, standar,
prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha
berbasis risiko yang dilakukan melalui sistem OSS-RBA, tata cara pengawasan
perizinan berusaha berbasis risiko, evaluasi dan reformas kebijakan perizinan
berusaha berbasis risiko, pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko,
penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko dan
sanksi. Berikut penjelasan Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara terkait

fasilitas dan sistem pelayanan yang digunakan berdasarkan hasil wawancara yaitu:

“Untuk fasilitas sementara cukup. Artinya fasilitas pendukung
untuk pendampingan terhadap pemohon sudah berupaya
menggunakan "sistem" semuanya. Sedangkan untuk aplikas dari
kementerian atau PKPM itu namanya aplikas OSS RBA, tetapi
untuk aplikasi yang bentuknyadari pemerintah daerah/kabupaten
itu kami mempunyai aplikasi namanya"JITU (Jaringan Informasi
Terpadu)".” (Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga K erja, Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-
2024: 08.00 WIB).
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Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuat suatu sistem untuk
mempermudah proses pelayanan perijinan melalui sistem yang dikenal dengan
JTU (Jaringan Informasi Terpadu). Aplikass JTU ini mengakomodir semua
perijinan yang kewenangannya di delegasikan dari Bupati kepada Disnaker
PMPTSP. Perijinan tersebut dari yang sebelumnya 83 perijinan berusaha dan 5
perizinan non berusaha bertambah menjadi 88 perijinan berusaha dan 6 non
perijinan berusaha. Jika dikaitkan dengan kegiatan usaha produksi batu bata merah
ini termasuk dalam perizinan non berusaha dalam rencana Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2023 Perubahan KetigaAtas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Perizinan
Kepada DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Berikut penjelasan Disnaker
PMPTSP Kabupaten Banjarnegara terkait fasilitas dan sistem pelayanan yang

digunakan berdasarkan hasil wawancarayaitu:

“Termasuk ijin KKPR non berusaha. Ijin KKPR itu ada 2
kegiatan yaitu kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha
Sementara untuk usaha produks batu bata merah termasuk
perijinan non berusaha. Kegiatan non berusaha salah satunya
pengalihan lahan pertanian atau yang dahulu masyarakat sering
mengetahui atau menyebutnya itu pengeringan dengan sekarang
istilah terbaru yaitu PKKPR non berusaha yang khususnya
pengalihan lahan tersebut. Akan tetapi untuk PKKPR berusahaitu
verifikasi dan validasinya menggunakan sistem "OSS RBA", tapi
untuk PKKPR non berusaha itu (untuk alih fungsi lahan untuk
pengeringan) masih menggunakan manual karena masih harus
diperlukan adanya verifikasi berjenjang dan validasi dengan OPD
terkait." (LynaWidiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pelayanan
Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Moda dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-2024: 08.00
WIB).
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5) Sosialisasi

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama dengan OPD dinas terkait
melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi pemanfaatan ruang kepada
masyarakat guna menekan penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan peruntukannya. Sosialisas tersebut dilakukan dalam bentuk gabungan
antara pemerintah daerah dengan dinas-dinas terkait yaitu Dinas Pertanian,
Perikanan Dan Ketahanan Pangan (Distankan KP), sosiadlisasi dengan Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) sosialisasi dengan ATR/BPN dan
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Disnaker PMPTSP).

Sosidlisas oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
dilakukan yang mana mereka berperan sebagai tim. Dinas Pertanian, Perikanan dan
K etahanan Pangan memberikan rekomendasi atau masukan kepada DPUPR terkait
apakah lahan-1ahan pertanian tersebut adalah lahan-lahan yang potensial. Artinya
Dinas Pertanian memberikan rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR) misalnya kawasan-kawasan tersebut sudah tidak cocok/
tidak sesuai untuk pertanian atau lahan-lahan tersebut tetap dipertahankan karena
kawasan tersebut potensial untuk pertanian yang berada di jalur irigasi teknis dan
sesuai peruntukannya untuk tanaman pangan. Jika kegiatan tersebut terus
berlangsung maka dapat memicu kerusakan di jalur sistem irigasi. Dinas Pertanian
juga memberikan masukan kepada Disnaker PMPTSP terkait dengan pembuatan
izin penggunaan atau pemanfaatan lahan. Berikut sesuai dengan penjelasan dari

Dinas Pertanian Perikanan Dan K etahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara :
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“Untuk kegiatan sosialisasi kami hanya sebagai tim jadi secara
real yang mengetahui pemanfaatan lahan adalah DPUPR,
ATR/BPN dan Disnaker PMPTSP. Sementara terkait kegiatan
pemantauan dan pengawasan pemanfaatan lahan oleh dinas
pertanian perikanan dan ketahanan pangan belum terealisasi.
Untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan secara khusus tidak
ada. Akan tetapi dari kami ada PPL PPL di manasetiap tahun kita
harus menyusun laporan tahunan terkait dengan penggunaan dan
pemanfaatan lahan pertanian. Jadi luas lahan pertanian harus
dibuat dalam bentuk laporan sehingga kita dapat mengetahui
apakah lahan pertanian tersebut berkurang luasannya.” (Yosi
Christiana Dewi, S.TP. selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan dan K etahanan Pangan
Kabupaten Banjarnegara 23-02-2024:08.00 WIB).

Tidak adanya sosidlisasi secara khusus terkait dengan pengendalian
pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya menjadi sebuah dilema
karena terkendala anggaran. Sementara itu, upaya sosialisas juga dilakukan oleh
ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara yaitu melalui penyuluhan program daerah dan
L SD untuk mencegah alih fungs lahan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai.
Berikut penjelasan dari ATR BPN Kabupaten Banjarnegara :

“Dahulu memang ada sosialisasi dari kami kepada masyarakat

yaitu adanya Peraturan Daerah kemudian disosialisasikan ke

tingkat desa. Tapi untuk saat ini memang sosialisas tidak

dilakukan secara mandiri artinya kegiatan tersebut biasanya kami

lakukan secara gabungan bersama pemerintah daerah. Sosialisasi

yang sudah dilakukan yaitu sosialisasi program daerah dan lahan

sawah dilindungi untuk mencegah alih fungsi lahan dan

penggunaan pemanfaatan lahan yang tidak sesua dengan

RTRW.” (Bambang Setiono,A.Ptnh., S.H., M.H selaku Kasi

Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN

Kabupaten Banjarnegara 26-02-2024:10.00 WIB)

Sosialisas yang dilakukan oleh Disnaker PMPTSP yaitu terkait dengan

aur permohonan izin penggunaan, perubahan atau pemanfaatan lahan. Berikut

penjelasan dari Disnaker PMPTSP :
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“Sosialisasi atau penyuluhan perizinan terkait dengan
pemanfaatan lahan pertanian atau penggunaan lahan pertanian
memang dari kami tidak mengkhususkan. Akan tetapi peran kami
ada yang didelegasikan ke Disnaker PMPTSP sehingga kami
mensosialisasikan secara makro dari jenis-jenis perizinan yang
didelegasikan kepada Dsinaker PMPTSP. Karena saat ini
sosidisas dilakukan secara gabungan kemungkinan untuk
sosialisasi terkait pemanfaatan atau penggunaan alih fungsi lahan
pertanian itu dari OPD teknis yang mengampu atau memiliki
wewenang tersebut. Misalnya sosialisasi oleh DPUPR, terkait
status lahan yang akan dialihfungsingkan tersebut apakah
termasuk dalam zona merah, kuning atau hijau sesuai dengan
RTRW.” (Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pelayanan
Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-2024: 08.00
WIB).

Sementara untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap
pemanfaatan ruang termasuk pemanfaatan |ahan pertanian yang tidak sesuai dengan
peruntukannya diampu oleh bidang penanaman modal. Berikut penjelasan dari
Disnaker PMPTSP:

“Biasanya pembinaan dan pengawasan dilakukan dari data-data
yang sudah dikeluarkan dari kementerian PK PM yang kita dapat
dari OSS RBA. Selanjutnya dari OSS RBA mengeluarkan
outputnya yaitu kewenangan pembinaan dan pengawasan yang
harus dilakukan ol eh kabupaten atau kota. Dari data-data tersebut
nantinya dikaitkan dengan anggaran atau kegiatan untuk
pendampingan terkait pembinaan dan pengawasan tersebut ke
lokus-lokus dari beberapa izin yang sudah berproses atau yang
sudah jadi.,” (Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga K erja, Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-
2024: 08.00 WIB).
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4.2 Pembahasan
42,1 Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten

Banjarnegara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011-2031

Lahan merupakan bagian permukaan bumi sebagai unsur fisik meliputi
tanah yang dapat mempengaruhi penggunaannya dan terbentuk secara aami
maupun disebabkan oleh aktivitas manusia. Akibat aktivitas dan kebutuhan
manusia yang terus meningkat, keberadaan lahan pertanian semakin berkurang
jumlahnya. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait pemanfaatan
lahan maupun upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian. Realitanya,
fenomena tersebut sudah sedemikian banyak menunjukan bahwa peraturan-
peraturan tersebut kurang efektif dan optimal (Suhadi dan Wahanisa, 2011).
Lahan pertanian menjadi faktor produksi utama penentu hasil

produktivitas pertanian. Peningkatan faktor-faktor produksi pertanian sangat
berpengaruh terhadap ketersediaan jumlah lahan, sehingga kebutuhan pangan
jangka panjang dapat terpenuhi. Namun problematika yang terjadi yaitu jumlah
lahan pertanian yang terus berkurang setiap tahun selain karena alih fungsi lahan
juga disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Kurang
efektifnya implementasi peraturan perundang-undangan tersebut disebabkan
kemandirian pemerintah kota/ kabupaten untuk merumuskan kebijakannya
pembangunannya sendiri sehingga semakin jelas pengaturan otonami daerah

(Suhadi dan Wahanisa, 2011).
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Tata ruang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada
dengan meminimalisir konflik atau problematika dalam pemanfaatan ruang dan
mencegah terjadinyakerusakan alam. Perubahan terhadap penggunaan lahan terjadi
dengan bertambahnya penduduk dan berdampak langsung terhadap kebutuhan
lahan yang terus meningkat. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjarnegara
menyebabkan penggunaan dan pemanfaatan lahan terus meningkat sehingga
mempengaruhi pola ruang itu sendiri. Hal ini tentu dapat menyebabkan
ketidaksesuaian antara penggunaan lahan atau pemanfaatan lahan di lapangan
dengan arahan penggunaan lahan yang ada di rencanatata ruang wilayah.

Adanya fenomena tersebut maka salah satu penyebab pemanfaatan lahan
pertanian untuk kegiatan non pertanian adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana pola ruang. Ketidaksesuaian penggunaan dan pemanfaatan ruang
tersebut akan menghambat daerah untuk menjalankan program-programnya.
Mengingat kebutuhan ruang yang semakin terdesak dan disertai dengan
pertumbuhan penduduk semakin meningkat sangat berpengaruh terhadap pola
ruang. Dalam hal keterbatasan lahan, penggunaan dan pemanfaatan lahan harus
direncanakan secara rasional dan optimal serta bertanggung jawab sesuai dengan
ketersediaannya (Endasmoro, 2023:39-46). Tentu peran pemerintah pusat dalam
arahan perencanaan dan optimalsias penataan ruang yang di delegasikan
kewenangannya kepada pemerintah daerah harus ditindaklanjuti secara serius agar
pengimplementasian kebijakan penataan ruang dapat terwujud secara efektif dan

berkelanjutan.
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Negaramemiliki tanggung jawab besar terhadap perumusan kebijakan dan
implementasi yang tugas dalam hal perencanaan tata ruang sesuai peruntukannya.
Arah negaraditentukan berdasarkan kebijakan dan tugas yang dil aksanakan dengan
menentukan arah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang saling
berkaitan dalam bidang tata ruang (Kurniawan, dkk, 2023: 133-141). Menanggapi
hal tersebut, pemerintah membuat aturan turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Undang-Undang Pokok Agaria berdasarkan ketentuan Pasal 14 yaitu
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, selanjutnya
diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan bahwa bidang
lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara
konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan nasiona. Artinya lahan-lahan yang dilindungi sudah tentu
memiliki makna bahwa setiap bidang-bidang lahan pertanian yang telah ditetapkan
sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh digunakan, dimanfaatkan
atau diaihfungsikan untuk kegiatan non pertanian kecuali dalam suatu kondis
tertentu. Perubahan atau tindakan apapun yang menyebakan terjadnya penggunaan,
perubahan, pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian maka termasuk
tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan

sanksi administratif maupun sanksi pidana (Purwaningtyas, 2024: 71-86).
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Seperti halnya yang terjadi di beberapa titik lokasi pertanian Kabupaten
Banjarnegara yang semula adalah lahan sawah beririgasi teknis, saat ini tampak
berubah peruntukannya menjadi tempat produksi pada bata merah. Adanya
perubahan penggunaan dan pemanfaatan |ahan tersebut akan memicu permasal ahan
dalam penataan ruang yaitu timbul lahan yang fungsinya tidak sesuai dengan
rencana tata ruang, tidak sesuai dengan kebijakan yang ada dan tidak
memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis
kesesuaian pemanfaatan ruang yang dalam hal ini adalah pemanfaatan lahan

pertanian disesuaikan dengan dimensi pola ruang wilayah setempat.

Tabel 4.10 Rincian Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2019-2023
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pemanfaatan lahan pertanian
mengalami khususnya pada lahan sawah yaitu 1.482,27 hektar dari yang
sebelumnya 14.127,80 hektar tahun 2018 menjadi 12.645,53 hektar tahun 2023.

Pada lahan sawah irigas mengalami penurunan 632,01 hektar dari yang
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sebelumnya 11.134,90 hektar tahun 2018 menjadi 10.502,89 hektar tahun 2023.
Mengacu pada Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 kawasan
peruntukan pertanian tanaman pangan diklasifikasikan sebagai berikut:
a) Lahanirigas yaitu 13.294 hektar;
b) Lahan bukan irigasi seluas 5.785 hektar;
c) Lahan peruntukan tanaman pangan yang selanjutnya diarahkan menjadi lahan
pertanian pangan berkelanjutan seluas 12.147 hektar;

d) Lahan kawasan hortikultura seluas 58.573 hektar;
€) Lahan kawasan perkebunan seluas 72.568 hektar.

Adapun terkait dengan alih fungsi penggunaan dan pemanfaatan lahan

pertanian di Kaupaten Banjarnegara disajikan dalam gambar dan tabel berikut :

Gambar 4.14 Peta Alih Fungsi Lahan Sawah 2019-2021
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Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024
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Berdasarkan data pada petatersebut, menunjukkan bahwa penggunaan dan
pemanfaatan lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kabupaten Banjarnegara
semakin tinggi. Jenis peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten
Banjarnegara meliputi @) kawasan tanaman pangan dengan jenis lahan beririgasi
teknis, lahan bukan irigasi (irigasi non teknis) dan lahan pertanian tanaman pangan
diarahkan ke LP2B; b) kawasan hortikultura; ¢) kawasan peternakan dan d)
kawasan perkebunan.

Dilihat berdasarkan kemampuan lahan, area tempat produks batu bata
merah termasuk area jenislahan tanaman pangan yaitu lahan sawah kategori irigasi
teknis. Artinya kemampuan lahan tersebut adalah untuk tanaman pangan yaitu
tanaman padi karenaareatersebut dialiri saluranirigas teknis sepanjang tahun. Jika
lahan tersebut di alih fungsikan pemanfaatannya untuk kegiatan non pertanian
secara terus-menerus dikhawatirkan selain memicu degradas lahan tetapi juga
dapat merusak sistem saluran irigasi dan ekosistem pertanian.

Meskipun aktivitas produks usaha batu bata merah tidak secaralangsung
menurunkan luas lahan pertanian untuk kegiatan produks pangan akan tetapi
aktivitas tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan pangan lokal maupun
nasional. Adanya pemanfaatan ruang yang kontradiktif dengan rencana tata ruang
wilayah memicu budaya pemanfaatan |ahan pertanian untuk kegiatan non pertanian
semakin meluas. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena dalam merencanakan tata
ruang telah ditentukan alokasi wilayah yang berfungsi sebagai kawasan konservasi

dan budidaya. Seringkali rencana tata ruang tidak dipatuhi karena kuatnya
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kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan aktivitas di luar
peruntukan tata ruang.
Adapun data aih fungs lahan dan pemanfaatan lahan sawah per

kecamatan di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 4.11 Alih Fungsi Lahan Sawah Per Kecamatan di Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2019-2021
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Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024

Data tersebut jika ditinjau berdasarkan peta rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat bahwa sebagian besar arahan penggunaan
dan pemanfaatan lahan ditujukan untuk kawasan perkebunan dan pertanian.
Penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian tidak lain dipengaruhi oleh
pembangunan wilayah dan budaya masyarakat yang ada. Akibatnyalahan pertanian
di Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021
mengalami penurunan luas lahan sawah. Selisih perubahan pada lahan baku sawah
yaitu 688.86 hektar dari luas lahan yang sebelumnya 12.101,50 hektar tahun 2019

berkurang menjadi 11.412,64 hektar tahun 2021.
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Jika ditinjau berdasarkan ketentuan umum peraturan zonas peruntukan
kawasan pertanian diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) huruf ¢ Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Ketentuan umum peraturan
zonas pada kawasan peruntukan pertanian tersebut diatur mengenai:

a) Ketentuan umum peraturan zonas pada kawasan pertanian sawah irigas
meliputi:

1) Zonas pada kawasan pertanian sawah irigasi berdasarkan peraturan daerah
ini diarahkan untuk budidaya tanaman pangan.

2) Zonas kawasan pertanian sawah irigas diizinkan adanya aktivitas
pendukung pertanian.

3) Adanya larangan aktivitas budidaya yang mengurangi luasan kawasan
sawah padairigasi.

4) Adanyalarangan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi
lahan dan kualitas tanah dan dilarang mendirikan bangunan pada kawasan
sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.

b) Ketentuan umum peraturan zonasi padakawasan pertanian sawah bukan irigasi
meliputi:

1) Zonas pada kawasan pertanian sawah bukan irigasi berdasarkan peraturan
daerah ini diarahkan untuk budidaya tanaman pangan.

2) Diizinkan untuk mendirikan rumah tunggal dengan syarat dan ketentuan
yang ada dalam rencanarinci tata ruang.

3) Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
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c) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian
hortikultura, melipuiti:

1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Pertanian hortikultura
dapat diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah dan batang.

2) Padakawasan yang memiliki kelereng di atas 25% (persen) diarahkan untuk
budidaya tanaman tahunan.

3) Pada kawasan Pertanian hortikultura juga diizinkan untuk mendirikan
rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencanarinci tata ruang.

4) Diizinkan pemanfaatan ruang untuk para permukiman petani.

d) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan yang disusun
dengan pertimbangan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan diizinkan
untuk pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan
perikanan.

2) Adanya larangan melakukan peremgaan secara bersamaan untuk
mengurangi erosi |apisan atas tanah.

€) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan yang disusun
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan diizinkan
pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan.

2) Diizinkan budidaya peternakan rakyat dan peternakan skala besar di

kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura
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Jika diliat dari zona peruntukan lahan, area produksi batu bata merah
cenderung dominan berada di lahan sawah irigasi teknis yang dilarang adanya
aktivitas budaya dan dikhawatirkan dapat mengurangi atau merusak fungsi lahan.
Usaha produksi batu bata merah di Kecamatan Mandirgja, Kecamatan Purwareja
Klampok dan Kecamatan Susukan tentu secara langsung berpengaruh terhadap
fungsi 1ahan karena terdapat aktivitas penggalian dan pembakaran. Dibeberapatitik
lokasi juga ditemukan adanya rumah produksi batu bata merah meskipun bukan
bangunan tetap, akan tetapi keberadaaanya dapat merusak jaringan sistem irigasi.
Akibatnya, lahan-lahan disekitar tempat produksi batu bata merah tidak teraliri
saluran air. Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 126 Ayat (1) huruf ¢ Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031 karena mengurangi luas kawasan sawah beririgasi
khususnyairigasi teknis.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sedang mengupayakan rancangan
Peraturan Dagerah terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2043, namun sampal Saat ini rancangan Peraturan Daerah tersebut
belum ditetapkan atau disahkan karena masih ada beberapahal yang perlu di revisi.
Artinya, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2011-2031 ini belum cukup efektif dalam menyelesaikan
permasalahan aih fungsi dan pemanfaatan lahan sehingga pemerintah perlu untuk

segeramenetapkan dan memberlakukan kebijakan peraturan daerah terbaru saat ini.
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Peraturan daerah hakikatnya sebagai instrumen hukum yang berperan
penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagal sarana untuk mewujudkan
transformasi sosial dan demokrasi serta mencerminkan aspirasi dan karakteristik
masyarakat setempat (Busroh, 2023: 699-711). Demi menjaga kelancaran
pemerintahan daerah yang berdaya saing, evaluas kualitas peraturan daerah
menjadi kunci penting termasuk banyak produk legislasi yang dihasilkan.
Menanggapi persoalan isu di era saat ini terkait dengan pemanfaatan ruang,
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen dengan mengeluarkan produk
hukum berupa peraturan daerah.

Peraturan daerah pada prinsipnya sebagai upaya pemerintah daerah dalam
mewujudkan struktur ruang yang selaras dengan tataruang di suatu wilayah. Secara
implementatif, penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya dalam
setigp tahap pelaksanaan program penataan ruang wilayah dilaksanakan secara
berkesinambungan sesuai dengan peraturan daerah. Menindaklanjuti adanya
kegiatan penggunaan, pemanfaatan dan alih fungsi lahan pertanian yang tidak
sesuai dengan peruntukannya, pemerintah daerah perlu mengambil sikap yang
secara substantive. Sikap substansif terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
termasuk pemanfaatan lahan termuat dalam termuat dalam Pasal 14 UUPA,
ditentukan bahwa dalam rangka sosialisme, pemerintah membuat suatu rencana
umum mengenai persediaan, peruntukkan, penggunaan bumi, air dan ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk suatu kepentingan.

Adapun kepentingan-kepentingan tersebut sebagai berikut:
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a.  Kepentingan bersifat politis.
Kepentingan ini berkaitan dengan kepentingan pemerintah akan penyediaan
perkantoran, pertahanan, dan sebagainya.

b. Kepentingan bersifat ekonomis.
Kepentingan ekonomis berkaitan dengan perekonomian, misalnya tanah
untuk pengembangan dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan,
industri, pertambangan, kehutanan, sektor trasnmirasi dan sebagainya.

c. Kepentingan bersifat sosial dan keagamaan.
Kepentingan yang bersifat social dan keagamaan berkaitan keberadaan tanah
yang dipergunakan untuk tempat peribadatan, pemakaman, permukiman,

kesehatan, pendidikan, tempat rekreas dan sebagainya.

Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya di
Kabupaten Banjarnegara menimbulkan dampak yaitu menurunnya ketahanan
pangan, terputusnya saluran irigasi teknis dan non teknis dan penurunan tingkat
produktivitas pertanian. Oleh sehingga diperlukan upaya pengendalian
pemanfaatan lahan yang dapat mengontrol 1gju pemanfaatan |ahan pertanian yang
tidak sesuai dengan fungsinya. Perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan
dari pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian menimbulkan
permasalahan baru terhadap lingkungan dan potensi lahan. Tindakan demikian
dapat mengganggu ketahanan pangan yang meningkatkan risiko penurunan

produktivitas pertanian terhadap salah satu tujuan pembangunan nasional.
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Menurut Lestari (2009) terjadinya proses penggunaan, pemanfaatan dan

pengalihan lahan pertanian dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a)

b)

Faktor eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan dinamika pertumbuhan
daerah, demografi maupun kondisi ekonomi.

Faktor internal. Faktor internal lebih melihat dari sisi yang disebabkan oleh
kondis sosia ekonomi rumah tangga pertanian dalam penggunaan dan
pemanfaatan lahan.

Faktor Kebijakan. Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap
perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian. Kelemahan pada
aspek regulasi disebabkan oleh permasalahan kekuatan hukum, pengenaan
sanksi pelanggaran yang tidak tegas dan akurasi objek lahan yang dilarang

untuk dikonversi.

Ketidaksesuaian proses pemanfaatan lahan pertanian menjadi tempat

produksi batu bata merah di Kabupaten Banjarnegaratersebut secaralangsung dan

tidak langsung ditentukan oleh sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh

masyarakat dan pemerintah dan sistem non kelembagaan yang berkembang secara

alamiah di masyarakat. Penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian untuk

kegiatan non pertanian yang terjadi karena pola pemanfaatan yang masih sektoral,

delineas antar kawasan yang belum jelas, kriteria kawasan yang belum jelas,

koordinas pemanfaatan ruang yang masih rendah dan lemahnya penegakan hukum

pemanfaatan ruang.
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Kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan pengendalian
penggunaan, pemanfaatan dan aih fungsi lahan pertanian sudah banyak dibuat,
tetapi realita implementasi peraturan ataupun kebijakan yang ada saat ini dirasa
masih kurang efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang
memadal (Suhadi dan Wahanisa, 2011:70-78). Kurang efektifnya implementasi
peraturan terkait dengan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian seringkali
terjadi karena kebijakan yang kontradiktif yang terjadi dimana di satu pihak
Pemerintah berupaya melarang kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan peruntukannya akan tetapi di sisi lain kebijakan pertumbuhan industri dan
sektor pertanian yang lain justru mendorong terjadinya pemanfaatan ruang terhadap
lahan |ahan pertanian untuk kegiatan non pertanian.

Tidak hanya itu kebijakan yang ada tidak secara menyeluruh dapat
memberikan batasan atau cakupan ke berbagai sektor. Artinya setiap sektor bidang
kehidupan memiliki cakupan kebijakannya masing-masing. Namun seringkali
setiap bidang yang memiliki kepentingan masing-masing tidak dapat satu arah dan
menjadi satu tujuan sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam pengambilan
keputusan. Cakupan kebijakan yang terbatas berkaitan dengan peraturan-peraturan
tersebut baru dikenakan terhadap perusahaan atau badan hukum yang akan
menggunakan, mengubah atau memanfaatkan lahan pertanian untuk kegiatan non
pertanian. Sedangkan ketidaksesuaian penggunaan, pemanfaatan lahan pertanian
yang dilakukan oleh perorangan, individu belum tersentuh dalam cakupan

peraturan-peraturan tersebut.
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Terlihat jelas adanya kendala konsistensi dalam perencanaan tata ruang
wilayah. Inkonsistensi yang terjadi oleh adanya upaya pemberian izin lokasi
merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya salah satunya
pemanfaatan lahan pertanian di kawasan irigasi teknis. Realita yang terjadi justru
rencana tata ruang wilayah untuk melakukan pemanfaatan ruang yaitu peralihan
fungs lahan atau pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di
sawah irigas teknis. Artinyaregulasi rencana tata ruang wilayah yang seharusnya
objek lahan pertanian untuk dilindungi dari proses kegiatan non pertanian hanya
ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan yang relatif mudah direkayasa. Jika
lahan pertanian untuk produksi tanaman pangan berubah peruntukannnya, maka
dikhawatirkan terjadi krisis pangan.

Peraturan rencana tata ruang wilayah yang ada cenderung bersifat
himbauan dan tidak ditetapkannya sanksi yang tegas dan jelas baik dari besarnya
sanksi maupun pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi. Jikaterjadi pelanggaran
terhadap peraturan rencana tata ruang wilayah khususnya pemanfaatan ruang dan
lahan maka sulit ditelusuri lembaga yang paling bertanggung jawab untuk
menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Tidak ditetapkannya lembaga mana yang
memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang ada karena izin
pemanfaatan ruang terhadap lahan-lahan pertanian merupakan keputusan yang
dibuat secara kolektif dari berbagai instansi. Kondisi demikian justru akan

mengakibatkan permasalahan yang lebih kompleks akibat tidak jelasnya lembaga
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instanss yang diberikan wewenang khusus untuk mengatasi pelanggaran
penggunaan atau pemanfaatan ruang.

Secara prinsip, sistem penataan ruang pada dasarnyameliputi perencanaan
ruang, pengelolaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan penertiban
ruang. Terkait dengan prinsip tersebut, dalam rangka menyelenggarakan penataan
ruang yang transparan, aman, nyaman, efektif, produktif dan berkelanjutan, maka
kehadiran perangkat aturan dan perangkat |embaga penegakan hukum dalam bidang
penataan ruang sangat diperlukan. Dengan adanya perangkat aturan dan perangkat
kelembagaan, diharapkan penegakan hukum dan pel aksanaan hukum dapat berjalan
sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh demikian, lahirnya
peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang menjadi langkah awal dalam
mewujudkan tata ruang yang selaras, harmonis dan berwawasan lingkungan.

Jika problematika ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk
kegiatan non pertanian di Kabupaten Banjarnegara di analisa dengan menggunakan
Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa
menurut teori ini, bekerjanya hukum dilihat berdasarkan tigaunsur komponen yaitu
substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Komponen-komponen yang
ada dalam teori ini dapat diterapkan dalam fokus pendlitian ini yaitu:

1. Substans hukum
Substans: hukum meliputi kaidah-kaidah hukum yang bersifat normatif
perspektif yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan hingga
putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian di

wilayah studi, dapat dideskripsikan bahwa kebijakan atau regulasi sebagai
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komponen substansi hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten
Banjarnegara yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 belum
sepenuhnya berjalan secara optimal.

Realitanyatelah terjadi pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian yang
digunakan untuk tempat usaha produks batu bata merah. Jika ditinjau
berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara, kawasan
tersebut arahannya untuk peruntukan tanaman pangan yang selanjutnya
diarahkan ke lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan zona
peruntukan tata ruang lahan tersebut sangat dibatasi untuk kegiatan pertanian
karena adanya area sawah beririgas teknis. Sedangkan data yang diperoleh
berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa kondis yang berlainan di mana
lokasi-lokasi di area sawah irigasi teknis justru dimanfaatkan untuk produksi
batu bata merah yang tentunya menimbulkan berbagai dampak baik terhadap

produktivitas lahan maupun ketersediaan lahan.

. Struktur hukum

Struktur hukum meliputi aparatur penegak hukum terdiri dari institusi-
ingtituss  kelembagaan penegak hukum sesuai dengan tugas dan
kewenangannya. Posisi penegak hukum sangat vital dalam pelaksanaan suatu
aturan hukum, bahkan ketika aturan hukum dirasa kurang baik asalkan para
penegak hukumnya baik, maka hal tersebut masih dapat diatasi. Sebaliknya,

jikaaparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bagus
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dalam arti jika tingkat intelektualitas, moralitas dan spiritualitas rendah maka
implementasi dari aturan hukum yang baik tidak ada gunanya.

Jika dilihat dari struktur kelembagaan dalam upaya pengendalian
pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjarnegara, penegakan hukum mash
bersifat koordinasi dari beberapa instansi untuk melakukan pengawasan dan
penertiban terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah. Ketidakjelasan instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan
khusus untuk menertibkan pelanggaran tata ruang menunjukan bahwa
penegakan hukum belum optimal. Oleh demikian diperlukan adanya
optimalisasi khususnya terkait prosedur perizinan pemanfaatan ruang untuk
mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang yang semakin kompleks.

Lemahnya pengawasan dan penertiban dalam upaya pengendalian
pemanfaatan ruang karena kurang optimalnya perizinan memicu semakin
banyak terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata ruang wiayah. Kondisi
demikian terjadi karena memang ada keterbatasan sumber daya manusia yang
bertugas untuk mengawasi dan menerbitkan terjadinya pelanggaran tata ruang.
Pelanggaran tata ruang terhadap pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten
Banjarnegara juga terjadi karena tidak ditetapkannya lembaga mana yang
memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran karena izin
pemanfaatan ruang dibuat secara kolektif dari berbaga instansi diantaranya
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, ATR/BPN, Dinas Pertanian

Peternakan dan Ketahanan Pangan serta Disnaker PMPTSP.
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3. Budaya hukum

Budaya hukum sebagal sikap dan nilai berkaitan dengan hukum yang
dapat memberi pengaruh baik maupun pengaruh buruk dalam tingkah laku
manusia sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana komponen-
komponen dalam sistem hukum dapat berjalan. Efektivitas hukum tidak
ditentukan oleh kokohnya struktur hukum dan substansi hukum, akan tetapi
juga bagaimana kultur hukum di lingkungan masyarakat tersebut. Budaya
hukum merupakan aspek yang bersifat interna masyarakat terkait dengan
kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga
hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai
bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat.

Budaya pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di
Kabupaten Banjarnegara selain karena alasan ekonomi, diketahui juga karena
faktor sumber daya manusia dimana sgjumlah masyarakat usaha produksi batu
bata merah tidak mengetahui substansi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2011-2031. Ha ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah baik oleh DPUPR, Dinas Pertanian Perikanan Dan
K etahanan Pangan, ATR/BPN dan Disnaker PMPTSP karena sosialisasi masih
dilakukan secara kol ektif.

Berdasarkan perspektif Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh
Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang

mampu mewujudkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang
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optimal karena sgjatinya keberlakuan hukum tidak lepas dari budaya masyarakat
itu sendiri (Ahadi, 2022:113-114). Tidak optimalnya salah satu dari komponen
sistem hukum tersebut dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat.
K eberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan pada aspek hukum secara
internal yaitu substansi hukum, tetapi juga memerlukan struktur hukum dan budaya
hukum sehingga dalam keberlakuan hukum memerlukan koordinasi dari berbagai
aspek untuk mewujudkan tujuannya. Bagaimanapun baiknya penataan struktur
hukum dalam menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun
kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung oleh budaya hukum yang
terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan
secara efektif dan optimal.

Jika dikaitkan dengan Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss dan
Seidmantersebut dapat dijadikan sebagai parameter mengapa penegakan hukum
terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian
yang tidak sesuai dengan peruntukannya tidak berjalan secara efektif. Efektivitas
hukum tersebut ditunjukkan oleh pilihan-pilihan menggunakan hukum yang
bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat di wilayah tersebut. Hakikatnya
hukum akan menjadi efektif jika suatu individu benar-benar berbuat sesuai dengan
norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat dan norma yang benar
diterapkan sekaligus dipatuhi. Artinya kepatuhan terhadap hukum bergantung dari
seberapa besar hukum itu valid dan diimani oleh masyarakat sebaga kekuatan

hukum yang mengikat perilaku individu dalam hidup bermasyarakat.
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Salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya
pengendalian pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah
terkait struktur hukum. Hal ini terjadi karena kurang adanya koordinas dan
konsolidasi antar lembaga atau instansi-instansi terkait dalam melakukan kebijakan
pengendalian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian.
Kurangnya pemahaman di antara para penegak hukum di bidang agraria sehingga
pemerintah atau aparat penegak hukum justru dengan mudah memberikan izin
untuk melakukan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian tanpa
memperhatikan risiko yang berkelanjutan. Di samping itu, tingkat sumber daya

masyarakat yang rendah juga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum.

42,2 Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Yang Tidak
Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-
2031 Per spektif Penataan Ruang

Perencanaan tata ruang pada dasarnya merupakan suatu metode dan
strategi yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk
termasuk aktivitas dalam ruang yang bervariasi (Ma’sura, 2024: 1-9). Perencanaan
tata ruang sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa penataan

ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola-pola ruang

yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penyusunan rencana

tata ruang yang dimaksud meliputi kegiatan proses penyusunan itu sendiri,
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pelibatan peran masyarakat dan stakeholder melalui penjaringan opini publik,
forum diskusi dan konsultasi publik yang mewakili kondis suatu wilayah yang
disusun rencananya dalam pembahasan rancangan rencana tata ruang.

Keberadaan ruang dalam dimens fisik terbatas sehingga harus ditata
dengan transparan, efektif, efisien dan partisipatif guna terwujudnya suatu ruang
yang aman, nyaman, produktif, selaras dan berkelanjutan. Adapun hal-hal yang
mendasari perencanaan tata ruang wilayah yaitu:

a) Optimalisasi sumber daya alam secara efektif dan efisien;

b) Upaya menciptakan pembangunan yang selaras dan berkel anjutan;

c) Sebaga acuan dalam pembangunan ruang wilayah yang jelas;

d) Adanyarencanatataruang diharapkan dapat mengindari dan meminimalisir
konflik pemanfaatan ruang;

€) Diharapkan dapat memberi kepastian hukum selama jangka waktu
penetapan rencana tata ruang wilayah.

Adanya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan untuk mendukung pendudukan dan
penggunaan tanah yang tertib serta menghindari adanya pembangunan dan
pemanfaatan ruang yang merugikan. Penataan ruang hakikatnya merupakan proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari suatu masa ke masa (sekuensial).
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungs kawasan, kawasan
administrasi, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan yang prosesnya tidak

lepas dari penggunaan dan pemanfaatan lahan.
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan sebuah produk hukum yang ditujukan
untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan guna memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat. Namun realitanya, tidak sedikit lahan pertanian
pangan berkelanjutan yang kemudian dimanfaatkan, digunakan atau
dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian, sehinggaterdapat kesenjangan antara
das solen dan das sein (Ekasari, dkk, 2024: 01-08). Oleh demikian, diperlukan
adanya upaya dan strategi pengendalian pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah dan disesuaikan pula dengan dimensi fisik lingkungan wilayah
tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir
dan membatasi alih fungs serta pemanfaatan lahan sawah agar tidak semakin
meluas. Dasar ditetapkannya undang-undang ini adalah tindak lanjut dari Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 dan pengimplementasian dari pasal 48 Ayat (2) Undang -
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dengan demikian
kebijakan terhadap perlindungan lahan pertanian tidak hanya pada konsep kerangka
berpikir yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat akan tetapi juga secara
komprehensif harus melihat dimensi hukum penataan ruang.

Permasalahan yang seringkali dihadapi dalam penataan ruang adalah
bagaimana mengimplementasikan berbagai kepentingan pembangunan maupun
kepentingan ekonomis yang bersifat publik di atas bidang-bidang tanah yang telah

dilekati dengan berbagai hak atas tanah dan bersifat privat. Tentu penataan
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penggunaan tanah atau lahan yang telah berlangsung di masyarakat perlu
direncanakan agar selaras dengan kepentingan umum yang direpresentasikan dalam
rencana tata ruang wilayah. Penataan ruang diharapkan tidak hanya sekedar proses
untuk mewujudkan tujuan pembangunan akan tetapi juga sebagal produk yang
memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.
Produk penataan ruang berupaRTRW yang digunakan sebagai acuan pembangunan
nasional diharapkan menjadi dasar bagi ATR/BPN dalam memberikan hak atas
tanah dan terciptanya suatu pembangunan yang berkel anjutan.

Perlu diketahui bahwa penyebab terjadinya penggunaan dan pemanfaatan
lahan pertanian boleh dikatakan sifatnya multidimensi. Jika hal tersebut terus
berlangsung maka dampak dan risiko kerawanan pangan merupakan suatu hal yang
sangat mungkin terjadi. Sudah banyak regulasi mengatur pemanfaatan lahan
pertanian sebagai bentuk upaya pengendalian dan pencegahan, tetapi redlita
perkembangan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian sudah
sedemikian cepat menunjukkan aturan tersebut kurang berjalan efektif. Upaya
pengendalian tidak hanya dilakukan melalui pendekatan subtansi melainkan juga
struktur dan budaya hukum. Mengingat lahan memiliki nilai multifungsi sehingga
dalam upaya pengendaliannya harus memperhitungkan dan mempertimbangkan
berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal ini karena
keberadaan lahan memiliki nilai-nilai yang berbedabaik ditinjau dari segi jasayang

dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat pada lahan itu sendiri.



153

Seperti halnya kegiatan produksi batu bata merah di atas |ahan pertanian
berimplikasi serius terhadap produks pangan, fisk lingkungan dan budaya
masyarakat di sekitar lahan tersebut. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan
peruntukannya menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks jika tidak
diimbangi dengan upaya sistematis yang dapat mengembangkan lahan potensial.
Hal ini karena pemanfaatan lahan menjadi tempat usaha produksi batu bata merah
menyebabkan semakin sempitnya luas garapan usahatani dan menurunnya tingkat
kesgjahteraan petani. Oleh demikian diperlukan adanya penatagunaan tanah yang
selaras dengan rencana tata ruang wilayah disesuaikan dengan aspek administratif
dan aspek fungsional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
sebagai wujud pengimplementasian ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang
Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Penatagunaan tanah yang
dimaksud dalam regulasi ini yaitu pola pengelolaan tata guna tanah yang melipuiti,
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Sehubungan
dengan hal tersebut maka pemerintah harus mampu mempertahankan berbagai
kepentingan secara serasi dan seimbang untuk memperoleh kebermanfaatan yang
optimal sehingga kemanfaatan tanah sebagai unsur ruang tetap dalam keadaan
lestari (Wanma, 2023:108-127). Adanya penatagunaan tanah diharapkan

pemerintah dapat:
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d. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
salah tempat.

e. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
salah urus.

f. Mengusahakan adanya upaya pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan
masyarakat akan tanah penting dilakukan untuk menghindari konflik
kepentingan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.

g. Mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah

warga masyarakat.

Sehubungan dengan fenomena produksi batu bata merah yang kian meluas
di arealahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara maka perlu adanya pendekatan
yang dilakukan untuk mengendalikan |aju penggunana dan pemanfaatan |ahan yang
tidak sesual dengan rencana tata ruang wilayah. Pearce and Turner (1990)
merekomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam permasalahan
pengendalian penggunaan dan pemanfaatan lahan sawah (wetland), yaitu melalui :
(1) regulation; (2) acquisition and management; dan (3) incentive and charge.
Adapun uraian pendekatan-pendekatan tersebut dideskripsikan sebagai berikut :
a. Pendekatan Regulasi
Melalui pendekatan regulasi, para pengambil kebijakan perlu menetapkan
sejumlah aturan dalam penggunaan dan pemanfaatan |ahan pertanian yang ada.
Penetapan aturan tersebut juga harus disesuaikan dengan berbaga

pertimbangan teknis, ekonomis dan sosial sehingga para pengambil kebijakan
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dapat melakukan sistem zonas terhadap lahan-lahan yang ada serta
kemungkinan bagi proses alih fungs lahan. Selain itu perlu adanya mekanisme
perizinan yang jelas dan transparan. Mekanisme perizinan harus melibatkan
semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses penggunaan,
pemanfaatan maupun pengalihan lahan. Jika dilihat dari tatanan praktis, pola
ini telah diterapkan oleh pemerintah melalui penetapan rencana tata ruang
wilayah dan pembentukan tim, akan tetapi memang dalam pelaksanaan di

lapangan belum sepenuhnya konsisten menerapkan aturan yang ada.

. Pendekatan Manajemen dan Akuisisi

Melalui pendekatan managjemen dan akuisisi, pihak-pihak terkait perlu
menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan
terhadap pola penggunaan dan pemanfaatan lahan. Adanya penyempurnaan
sistem tersebut diharapkan dapat mendukung upaya untuk mempertahankan

keberadaan |ahan pertanian.

. Pendekatan Insentif dan disinsentif

Melalui pendekatan ini diharapkan pemberian subsidi kepada para petani dapat
meningkatkan kualitas lahan dan produksi pangan yang mereka miliki. Tidak
hanya itu penerapan pajak bagi yang mempertahankan keberadaan lahan
pertanian juga sal ah satu pendekatan yang disarankan dalam upaya pencegahan
penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan

peruntukannya. Pengembangan sarana dan prasarana yang ada penting
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dilakukan dan diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya
pertanian berikut dengan usaha yang dilakukan. Mengingat selama ini
penerapan peraturan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih
fungs lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan pendekatan
pengendalian sehingga perlu diwujudkan suatu kebijakan aternatif. Dengan
adanya kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecah kebutuhan
pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya serta penggunaan dan pemanfaatan

lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam pengendalian pemanfaatan
lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di Kabupaten Banjarnegara sebagai
berikut:

1) Peningkatan Sosialisasi Pemanfaatan L ahan Pertanian

Peningkatan sosialisas terkait pemanfaatan |ahan pertanian sangat penting
dilakukan sebagal upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencanatataruang
wilayah. Adanya sosialisas pemanfaatan ruang diharapkan dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat bahwa adanya kesadaran kritis tentang semakin
terbatasnya sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan manusia yang terus
meningkat mengharuskan pendekatan pemanfaatan sumber daya alam yang efektif
dan efisien. Artinya masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan lahan agar

tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.
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Diketahui bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Banjarnegara sudah
disatukan satu pintu di Mall pelayanan publik dengan menggunakan sistem OSS
RBA (Online Sngle Submission Risk Based Approach). Realitanya tidak semua
masyarakat khususnya para petani mengetahui prosedur pelayanan perizinan yang
dilakukan melalui sistem online. K eterbatasan pemahaman masyarakat oleh adanya
sistem tersebut tentu menjadi sebuah kendala yang harus segera diantisipasi.
Peningkatan sosialisasi terkait dengan perizinan juga harus terus dilakukan karena
seringkali masyarakat tidak mengetahui prosedur yang harus dilalui untuk
menggunakan atau memanfaatkan lahan. Ketika ternyata prosedur tersebut tidak
dilalui atau masyarakat masih abai terhadap aturan-aturan yang berlaku maka
mereka tidak akan memperoleh izin resmi baik izin berusaha maupun izin non
berusaha

Berdasarkan studi penelitian, diketahui bahwa sosialisasi pengendalian
pemanfaatan |ahan pertanian dilakukan secara kolektif oleh pemerintah Kabupaten
Banjarnegara dan masing-masing instansi terkait menjadi sebuah dilema karena
terkendala anggaran. Hal ini menjadi sebuah permasalahan ketika kebutuhan akan
informasi menjadi tidak tersampaikan secara meluas ke seluruh elemen masyarakat
Khususnya para petani. Terlebih keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah
satu faktor pentingnyasosialisas agar masyarakat pada umumnyadan petani secara

khusus mengetahui peruntukan kawasan untuk kegiatan pemanfaatan ruang.
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2) Peningkatan RTRW menjadi RDTR dan Pentapan Peraturan Zonasi

Salah satu peraturan yang dijadikan sebaga dasar hukum dalam
pembangunan berkelanjutan adalah peraturan tata ruang yang bertujuan untuk
menciptakan tataruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Peraturan
tata ruang yang ditetapkan dan dijadikan sebagai landasan dalam pemanfaatan
ruang di Kabupaten Banjarnegara saat ini adalah rencana tata ruang wilayah yaitu
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Tetapi secarateknis, rencanatataruang
wilayah merupakan arahan peraturan zonasi yang masih bersifat makro dengan
ruang lingkup perencanaan yang masih luas serta hanya dapat dijadikan sebagai
acuan dalam menerbitkan izin lokasi dengan skalayang luas. ArtinyaRTRW masih
belum tepat dijadikan sebagai acuan penerbitan izin baik izin pemanfaatan ruang
maupun izin mendirikan bangunan untuk ruang kecil yang lebih spesifik.

Ditinjau dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011
tentang (RDTR) Rencana Detall Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (PZ),
menjabarkan terkait dokumen Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau pedoman hukum yang kuat untuk
menerbitkan izin pemanfaatan ruang dan IMB (ljin Mendirikan Bangunan).
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu meningkatkan Rencana Tata Ruang
Wilayah menjadi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonas agar lebih
mendetail mengenai jenis fungs dan peruntukan pemanfaatan ruang pada suatu

kawasan tertentu.
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Jka melihat fakta di lapangan, tempat usaha produks batu bata merah
merupakan bentuk kegiatan pelanggaran Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.
Substans dari Peraturan Daerah ini dirasa sudah tidak efektif diimplementasikan.
Perlu adanya regulasi pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
perizinan. Oleh karenanya, agar memberikan efek jera bagi pihak atau pelaku
perbuatan melanggar izin maka pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara perlu
pedoman dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Pedoman tersebut
setidaknya memuat ketentuan-ketentuan terbaru yaitu penilaian terhadap
pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penilaian perwujudan
rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara yang kemudian ditingkatkan
menjadi rencana detail tata ruang. Hal ini sesuai dengan arahan dan rekomendasi
dari ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara dijelaskan sebagai berikut:

"Rekomendasi dari kami terkait prolematika yang terjadi saat ini
yaitu dengan meningkatkan RTRW menjadi RDTR (Rencana
Detail Tata Ruang). Karena di Kabupaten Banjarnegara selama
ini belumadaRDTR. Untuk skalaRDTR lebih detail yaitu 1:5000
sementara RTRW yaitu 1:50.000. Jikasudah adaRDTR itu sudah
detail sampai ke ruang air, peruntukannya sudah sangat jelas dan
sangat rinci. Jika sudah ditingkatkan menjadi RDTR maka
masyarakat |ebih jelas dan mengetahui wilayahnya apakah sesuai
dengan peruntukannnya atau tidak. Artinya ketika seseorang
hendak menggunakan lahan misal membangun gedung di atas
lahan maka akan terlihat dan jelas akan berinvestas di wilayah
mana. Namun kelemahannya jika RTRW ditingkatkan RDTR
yaitu ketika masyarakat memiliki tanah yang peruntukannya
untuk kawasan industry maka nilai tanahnya menjad mahal..”
(Bambang Setiono,A.Ptnh., SH., M.H selaku Kas Penataan
Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten
Banjarnegara 26-02-2024:10.00 WIB).
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Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan tim koordinas penataan
ruang juga perlu ditingkatkan dalam pengendalian pemanfaatan lahan pertanian
tanaman pangan. Secara implementasi, seleks dan pengambilan keputusan
perizinan atas permohonan perubahan, penggunaan dan pemanfaatan lahan
pertanian harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Tidak hanya itu,
kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan lahan lahan pertanian sgjatinya turut
serta mempengaruhi kebijakan yang ada. Semakin banyak pelanggaran prosedur
perubahan, penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non
pertanian menunjukkan aturan saat ini sudah tidak efektif diperlakukan. Oleh sebab
itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu segera merevisi dan melengkapi
instrumen kebijakan yang lebih detail dan mengikat yaitu dengan disahkannya
peraturan daerah rencana tata ruang wilayah terbaru yang selanjutnya dapat

ditingkatkan dengan peraturan rencana detail tata ruang.

3) Penetapan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (L P2B)

Secara yuridis, regulasi untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian di
daerah dapat dilakukan dengan pembentukan peraturan daerah tentang
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian
dalam peraturan daerah secara umum dilakukan melalui peraturan daerah yang
mengatur tentang rencana tata ruang wilayah dan perlindungan yang dilakukan
secara khusus melalui pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan

pertanian pangan berkelanjutan (Suhadi, dkk, 2023:161). Adanya pengaturan
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komprehensif dan sistematis mewadahi regulasi yang sah secara hukum mendorong
penyelenggaraan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan (Asmara, 2022: 90-93). Tujuan regulasi perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan tidak lain terwujudnya ketahanan pangan wilayah dan
peningkatan kesejahteraan petani.

K ecenderungan pemanfaatan lahan pertanian menjadi non pertanian dapat
dikendalikan melalui serangkaian kebijakan yang memberikan prioritas pada sektor
pertanian. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara seyogyanya saat ini menyusun
skema mangemen pengembangan wilayah berdasarkan potensi lahan, biofisik,
kecenderungan pembangunan, arahan RTRW, aglomerasi perkotaan, ketersediaan
akses pelayanan publik dan perizinan serta kepadatan dan pertumbuhan penduduk
dimasing-masing wilayah kecamatan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan
penatagunaan tanah secara optimal, khususnya bagi kepentingan perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banjarnegara.

Fakta bahwa pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian
dari tahun ke tahun di Kabupaten Banjarnegara semakin meningkat sebagai imbas
dari kepentingan komersial. Guna mengisi kekosongan hukum selama Peraturan
Daerah terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum
ditetapkan, pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan kawasan pertanian
pangan berkelanjutan melalui Peraturan Bupati untuk menekan pemanfaatan lahan
pertanian untuk kegiatan non pertanian. Saat ini sudah ada aturan khusus yaitu
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan akan tetapi masih dalam tahap revis dan belum
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diberlakukan. Oleh sehingga regulasi terhadap perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan harus segera ditetapkan.

Peraturan daerah terkait perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan ini nantinya berperan penting dalam upaya mengendalikan kegiatan
alih fungs lahan pertanian pangan dan pemanfaatan lahan pertanian yang tidak
sesuai dengan peruntukannya khususnya lahan sawah. Ketahanan pangan baik
secara wilayah daerah maupun nasional mensyaratkan adanya ketersediaan lahan
yang cukup agar sektor pertanian pangan dapat dikembangkan secara optimal dan
menghasilkan produk tanaman pangan yang berdaya sayang dan berkelanjutan.
Diperlukan suatu regulass mengenai arah dan kebijakan perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan secara holistik dan terpadu dengan melibatkan
berbagai el emen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemilik modal,

para pemangku kepentingan dan masyarakat.

4) Perencanaan Penatagunaan Tanah Disesuaikan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya membawa
persoal an serius bagi lingkungan. Dampak yang terjadi terhadap pemanfaatan lahan
pertanian yang tidak sesuai selain daripada ketidakseimbangan kepemilikan tanah
oleh masyarakat yang dapat berakibat konflik tanah juga berdampak terhadap
perkembangan keanekaragaman hayati pangan pokok di Indonesia.

K etidakseimbangan tersebut terjadi jika ketersediaan lahan pertanian tidak cepat
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dikonvers dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan yang
diharapkan dapat secara konsisten menjadi lahan pertanian di Indonesia.

Amanah peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
menegaskan bahwatanah pertanian yang telah ada tidak dapat dialihfungsikan atau
dimanfaatkan selain daripada fungsinya sebagai lahan pertanian produktif. Arahan
perlindungan lahan pertanian salah satunya dengan melakukan perencanaan
penatagunaan tanah. Perencanaan penatagunaan tanah dan lahan khususnya
dilakukan di wilayah yang menjadi peruntukan kawasan tanaman pangan di lokasi
irigasi teknis. Perencanaan penatagunaan lahan perlu dilakukan karena merupakan
bagian dari ruang yang sangat penting (Riskanita, 2019:130). Dalam perencanaan
dan implementasinya, penatagunaan |ahan atau tanah harus mengacu pada rencana
tataruang wilayah (Arba, 2017:84). Artinya pemerintah kabupaten/kota diharapkan
dapat mengimplementasikan secara maksimal melalui perangkat peraturan yang
telah ada sehingga dapat menghasilkan komoditi pangan pokok yang dapat menjadi
pangan berkel anjutan.

Adapun persoalan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan
peruntukannya di Kabupaten Banjarnegara menjadi tempat produks batu bata
merah menjadi salah satu persoadlan yang harus diatasi. Fenomena tersebut
seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap keberadaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkel anjutan
yang masih memiliki celah terhadap penggunaan dan peruntukan yang tidak sesuai.

Seharusnya lahan pertanian dapat dipertahankan secara konsisten dengan
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peruntukannya sebaga lahan pertanian sgja serta pemanfaatannya tidak untuk
kegiatan non pertanian.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019
tentang pengendalian aih fungs lahan sawah seharusnya dapat semakin
menguatkan perlindungan tersebut akan tetapi realita pengimplementasiannya
belum maksimal. Oleh sehingga penerapan dan kontrol terhadap peraturan tersebut
harus lebih mengakomodir perlindungan lahan lahan pertanian yang mash
produktif menjadi tanggung jawab seluruh perangkat pemerintah dan stakeholder.

Melalui penatagunaan tanah diselenggarakan berdasarkan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diharapkan
dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan
pembangunan dan pemanfaatan ruang di daerah tersebut. Artinyarencanatataruang
wilayah menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan
ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah Kabupaten atau kota.

Adaduahal yang perlu dikoordinasikan dalam perencanaan penatagunaan
tanah yaitu penyelarasan konsepsi dan materi rencana penataan tanah dengan
rencana tata ruang wilayah. Artinya diperlukan penyelenggaraan penataan ruang
yang nyaman, aman, dan produktif dalam menyelaraskan keberadaan ruang yang
terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang tentang pentingnya

penataan ruang Berkaitan dengan hal tersebut, regulasi atau kebijakan tentang
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perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengamanatkan perlunya

dilakukan penataan ruang (Firmansyah, 2021:47-53), sebagai berikut :

a. Regulas perlindungan lahan pertanian diharapkan dapat mengharmoniskan
lingkungan alam dan lingkungan buatan.

b. Mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya
buatan dalam pemanfaatan ruang.

c. Memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan fungsi lahan pertanian
khususnya lahan pertanian tanaman pangan.

d. Pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Dan risiko penurunan produktivitas pertanian.

Upaya untuk mencegah pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan
pertanian maka diperlukan suatu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang
berupa strategi pengendalian perubahan fungsi terhadap kegiatan atau aktivitas di
atas lahan tanaman pangan. Dengan demikian, untuk mewujudkan ruang nasional
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan perlu pendekatan dalam proses
perencanaannya antara pemerintah pusat dan daerah, antar sektor dan antar
pemangku kepentingan.

5) Penetapan L SD (L ahan Sawah Dilindungi)

Berdasarkan ketentuan dalam pasal Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, maka diketahui
bahwa sepanjang terdapat suatu lahan sawah dan sekitarnya mempunyai sistem
pengairan atau irigasi yang dapat diproteksikan untuk dikategorikan sebagai lahan

sawah dilindungi. Akan tetapi realita praktik di lapangan penetapan lahan sawah
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dilindungi belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 6
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah dan masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap regulasi tersebut.

Jika suatu lahan hendak ditetapkan sebagal lahan sawah dilindungi maka
tidak boleh terdapat fungs lain, kegiatan non pertanian maupun pembangunan di
atas lahan tersebut (Nikensari, 2023:845). Sering kali perencanaan tata ruang
dilakukan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlunyakoordinasi
untuk memastikan bahwa suatu lahan yang hendak ditetapkan sebagai |ahan sawah
dilindungi tidak terdapat sertifikasi ataupun penguasaan hak atas tanah, tidak
termasuk sebagai proyek apapun baik milik pihak swasta, pemerintah daerah dan
atau pemerintah pusat. Ketidaksesuaian terseut terjadi karena suatu lahan tidak
menutup kemungkinan sudah termasuk bagian dari proyek strategis daerah atau
proyek strategis nasional. Artinya penetapan lahan sawah dilindungi hanya melihat
pada penetapan eksistens lahan sgja sehingga penerapannya tidak sesuai dengan
tata ruang yang diusulkan. Penetapan lahan sawah dilindungi tidak semudah
dilakukan karena memang perencanaan tata ruang seringkali tidak sgjalan dengan
penetapan lahan sawah dilindungi.

Koordinas pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan guna menghindari
dan mengantisipasi terjadinya tumpan tindih atas penggunaan lahan. Perencanaan
tata ruang wilayah seringkali terkalahkan dengan kepentingan ekonomi terutama
pada lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan proyek
strategis nasional milik pemerintah pusat. Sekolah kementerian ATR PPN perlu

menunggu lokas penetapan lahan-lahan yang hendak dijadikan proyek strategis
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nasional serta pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat atau pihak
yang memiliki tanah tersebut. Setelah itu kementerian ATR BPN baru dapat
melakukan penyusunan rencana tata ruang ulang agar lokasi lahan yang dapat
dijadikan sebaga lahan sawah dilindungi bebas dari segala bentuk intervens
apapun demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Guna melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi,
alih fungs dan pemanfaatan lahan sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk
kepentingan ekonomi maka perlu diterbitkan adanya peraturan khusus untuk
melindungi lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah. Terjadinya
pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang semakin hari kian
meningkat akan berdampak serius terhadap ketahanan pangan nasional. Akibat dari
pertumbuhan penduduk juga menyebabkan peningkatan permintaan lahan dan
kebutuhan ekonomi menyebabkan peningkatan permintaan lahan sementara lahan
bersifat tetap dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan tujuan
penggunaan dan pemanfaatan lahan dari kegiatan yang kurang menguntungkan
menjadi kegiatan yang lebih menguntungkan.

Tindak lanjut pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengatasi
fenomena pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian salah satunya
dengan penetapan kawasan lahan sawah dilindungi. Akan tetapi memang saat ini
Peraturan Daerah terkait lahan sawah dilindungi masih dalam proses penyusunan
dan revisi. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu untuk segeramenetapkan dan
memberlakukan Peraturan Daerah lahan sawah dilindungi untuk menjaga

ketersediaan lahan dan stabilitas pangan.
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6) Optimalisasi Perijinan

Hakikatnya suatu perizinan timbul karena adanya hubungan yang terjalin
antara penguasa dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah
atau penguasa mengatur memerintah dan melarang serta melahirkan adanya sistem
perizinan. l1zin sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam hukum
administrasi di mana pemerintah menggunakan izin sebagal sarana yuridis untuk
dijadikan arah dan batasan tingkah laku masyarakat. Artinya izin sebagai
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk keadaan suatu tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan
perundang-undangan. Dengan adanya pemberian izin, penguasa atau pemerintah
dapat memperkenankan para pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan yang
sebenarnya dilarang. Namun pemberian izin tersebut tidak lain untuk kepentingan
umum dan mengharuskan adanya pemantauan dan pengawasan khusus dalam
proses berlangsungnya suatu kegiatan.

|zin dalam arti sempit bertujuan untuk memberikan perkenaan akan tetapi
tindakan-tindakan yang diperkenankan harus dilakukan dengan cara-cara tertentu
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seseorang yang hendak
mengusahakan tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadinya suatu resiko maka
diharuskan melakukan serangkaian izin. Apabila terjadi suatu prasyarat atau
tindakan yang tidak sesuai maka dapat terjadi penolakan izin atau bahkan
pencabutan izin apabila perizinan tersebut telah berlangsung. Artinya penolakan
izin hanya dapat dilakukan jika kriteria atau prasyarat yang diterapkan oleh

penguasa atau pemerintah tidak dipenuhi atau karena suatu alasan yang tidak
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mungkin untuk pemberianizin atas suatu hal. Tidak semua orang atau pelaku usaha

yang memenuhi kriteria dapat diberikan izin (izin restriktif). Hal ini karena alasan-

alasan kesesuaian tujuan di mana penguasa dapat menganggap perlu menjalankan

kebijakan izin restriktif untuk membatasi jumlah pemegang izin. Adapun

pembatasan isi di bidang penatagunaan tanah diantaranya sebagai berikut :

1)

2)

|zin Pemanfaatan Tanah (1PT).

Izin pemanfaatan tanah merupakan izin peruntukan penggunaan tanah
yang wajib dimiliki oleh orang perorangan atau pribadi dan atau badan hukum.
Izin tersebut untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mengakibatkan
perubahan peruntukan tanah untuk dijadikan bangunan atau usaha. Adapun
batasan luasan tersebut yaitu untuk usaha pertanian maksimum luasannya
adalah 25 (dua puluh lima) hektar, untuk usaha non pertanian maksimum
luasnya adalah satu hektar dan untuk kegiatan bidang sosial keagamaan tanpa
batas luasan.
|zin lokasi.

Izin lokasi peruntukan penggunaan tanah wajib dimiliki oleh setiap
perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka
penanaman modal dan berlaku sebagai izin pemindahan hak untuk
menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Adapun
batasan luasan izin peruntukan tanah yaitu untuk usaha pertanian minimal 25
hektar dan untuk usaha non pertanian minimal 1 hektar. 1zin lokas tersebut
juga perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam rapat koordinasi

khususnya untuk melindungi tanah-tanah pertanian yaitu kesesuaian dengan
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4)
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rencana tata ruang wilayah, aspek penatagonaan tanah, kepentingan pihak
ketigayang ada di lokas serta kemungkinan dampak lingkungan, fisik, sosial
dan ekonomi yang timbul.

| zin Perubahan Penggunaan Tanah.

Adapun izin perubahan peruntukan penggunaan tanah ini wajib dimiliki
oleh perorangan atau pribadi yang hendak mengubah peruntukan tanah
pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tinggal pribadi atau
kegiatan non pertanian. Adapun luasan perubahan penggunaan tanah untuk
rumah hunian minimal dengan luas 5.000 meter persegi.

Izin perubahan penggunaan tanah atau lahan menjadi kegiatan non
pertanian menjadi tempat usaha produks batu bata merah di Kabupaten
Banjarnegara termasuk dalam izin kegiatan non berusaha. 1zin perubahan
penggunaan tanah tidak akan diterbitkan terhadap lahan-lahan yang
peruntukannya selain untuk kawasan permukiman dan dihindari pada Iahan-
lahan pertanian yang subur dan produktif di aliranirigas teknis. Hal ini karena
jika izin perubahan penggunaan tanah tersebut diterbitkan maka dapat
berpengaruh terhadap ketahanan pangan baik secara lokal maupun nasional
(Riyanto, 2017:71). Oleh karena itu, lahan-lahan pertanian tanaman pangan
atau lahan pertanian produktif di Kabupaten Banjarnegara selanjutnya akan
diarahkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Izin Konsolidas Tanah.
Menurut Jayadinata (1990) program konsolidasi tanah merupakan

modal pembangunan di bidang pertanahan terhadap wilayah perkotaan dan
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pedesaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan
tanah, peningkatan produktivitas lahan dan konservas lingkungan. 1zin
konsolidasi tanah berkaitan dengan izin peruntukan penggunaan tanah yang
wajib dimiliki oleh orang pribadi dan atau badan hukum yang akan
melaksanakan penataan kembali penguasaan penggunaan tanah dan
pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan. Tidak hanya itu izin
konsolidasi tanah ini juga wajib terhadap pemeliharaan sumber daya alam
dengan melibatkan partisipas masyarakat atau pemilik tanah secara aktif pada
lokasi-lokasi yang dikehendaki untuk kepentingan umum sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.
5) 1zin Penetapan Lokas Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Izin peruntukan penggunaan tanah untuk penetapan lokas
pembangunan diperlukan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan
pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.
Hakikatnyaoptimalisasi perizinan diatur untuk pengendalian pemanfaatan
ruang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah bahwa perizinan padatingkat nasional diatur dengan peraturan
pemerintah sedangkan di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah. 1zin
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW akan dibatalkan oleh
pemerintah sementara izin yang tidak sesuai maka akan batal demi hukum. Izin
yang sesuai dengan prosedur aturan akan tetapi terbukti tidak sesuai dengan RTRW

akan dibatalkan termasuk terhadap izin yang tidak layak karena terjadi perubahan



172

pada RTRW. Artinya setiap pejabat pemerintah dilarang menerbitkan izin yang

tidak sesua dengan RTRW.

7) Pemberian Insentif dan Disinsentif
Kebijakan mengenai pemberian insentif dan disinsetif diatur dalam Pasal
135 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 meliputi insentif fiskal dan
atau insentif non fiskal serta pemberian disinsentif. Pasal 136 diatur mengenai
penjabaan dari Pemberian insentif yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. Insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam
pel aksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang meliputi :
a. keringanan biaya sertifikas tanah;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
2. Insentif yang diberikan pemerintah kepada pengusaha dan swasta dalam
pel aksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang melipuiti:
a. kemudahan prosedur perizinan;
b. kompensas;
c. subsidi silang;
d. imbalan;
e. sewaruang;
f. kontribusi saham; dan

g. pemberian penghargaan
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3. Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah atau pemerintah
daerah lain yang sejalan dengan pel aksanaan rencana tata ruang dapat berupa
pemberian penghargaan.

Sementara pemberian disinsentif diatur dalam Pasal 137 Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031 melipuiti:

1. Pemberian disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan
swasta dengan maksud sebagai perangkat atau upaya peningkatan tindakan
pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sgjalan dengan
rencana tata ruang meliputi:

a. pembatasan penyediaan infrastruktur,
b. penghentian izin, dan
C. penalti.

2. Pemberian disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah
daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencanatata
ruang wilayah dapat berupateguran tertulis.

Pemberian insentif dan disinsentif perlu dilakukan untuk meningkatkan
upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan pemanfaatan
ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Pemberian insentif berkaitan dengan upaya untuk memberikan penghargaan atau
imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang selaras dengan

arahan tata ruang.
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Sedangkan pemberian disinsentif berkaitan dengan perangkat untuk
pencegahan, pembatasan dan pertumbuhan kegiatan yang tidak selaras dengan
arahan tata ruang. Bentuk pengenaan disinsentif yang dilakukan terutama terhadap
pemanfaatan ruang atau lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya
antaralain dengan tidak memberikan IPR (1zin Pemanfataan Ruang) dan IPPT (1zin
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non-Pertanian). Jika ada bangunan
yang berdiri di atas lahan pertanian untuk tempat produksi batu bata merah maka
tidak ada IMB (lzin Mendirikan Bangunan) dan pencabutan pengurangan subsidi
pajak bagi lahan pertanian yang terdapat bangunan permanen di atasnya. Ketika
pemohon tidak mendapat rekomendasi Pel ayanan Persetujuan K esesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR) makatidak adaizin yang diterbitkan sehingga dapat

dikenai sanksi terhadap para pelanggar.

8) Optimalisasi Pemantauan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan
ruang dan lahan pertanian berkaitan dengan tindakan penertiban pada kegiatan
pemanfaatan lahan yang tidak sesua dengan peruntukan kawasannya. Dalam
bentuk pengenaan sanks sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan Pasal
139 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, pemberian sanks berupa

sanksi administratif dan sanksi pidana.
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a. Sanks administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar
pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya program pemanfaatan
ruang di suatu wilayah. Adapun sanksi administratif yang dapat diberikan
berupa peringatan tertulis, penghentian sementarakegiatan, penutupan lokas,
pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, denda
administratif, dan pemulihan fungsi ruang.

b. Sementara untuk sanks pidana, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah
ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dapat dikenai sanksi pidana
kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal pengenaan sanks tidak
hanya diberikan kepada para pelanggar pemanfaatan ruang akan tetapi juga
dapat dikenakan kepada para pejabat yang menerbitkan izin yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang.

9) Pembentukan Instans Khusus Dalam Pengendalian Ketidaksesuaian
Pemanfaatan Ruang

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu untuk membentuk suatu
instans pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus menunjuk pihak-pihak yang
menyelesaikan permasalahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan
peruntukan tata ruang. Dengan adanya instansi yang memiliki wewenang dalam
upaya pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus penegakan terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang diharapkan penegakan hukum tata ruang dan penertiban

pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara efektif dan optimal
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sehingga pemanfaatan |ahan diharapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Dengan adanya pembentukan instansi khusus dalam strategi pengendalian

pemanfaatan ruang yaitu:

a

Diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait
serta menyempurnakan kebijakan teknis penatagunaan tanah sehingga tidak
terjadi benturan dan permasalahan di bidang penataan tanah dengan
pemanfaatan ruang.

Diharapkan dapat memperketat pemberian rekomendasi yang dijadikan
sebagal dasar diterbitkannya legalitas perizinan penggunaan dan pengawasan
pemanfaatan ruang sesuali dengan kebijakan penataan ruang.

Diharapkan dapat memperketat dalam upaya penegakan hukum baik
penegakan sanks yang bersifat administratif maupun sanks pidana
sebagaimana amanat ketentuan dalam Pasal 139 Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2011-2031.

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah
Kabupaten Banjarnegara dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang
kenyataannya saat ini masih terdapat kendala dalam implementasinya karena
kebijakan rencana tata ruang wilayah yang belum bersifat operasional serta
ketentuan teknis penatagunaan tanah pada tingkat instans tidak sama
sehingga menimbulkan kesulitan penerapan bahkan terjadi kompetisi

kepentingan masing-masing sektor kehidupan.
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10) Pemanfataan Lahan Kering Untuk Kegiatan Non Pertanian

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegaraadal ah pemanfaatan
lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Oleh demikian Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara perlu mengendalikan pemanfaatan |ahan pertanian untuk
kegiatan non pertanian salah satunya dengan mengusahakan potensi pada lahan
kering. Lahan kering memiliki potensi yang cukup luas untuk dikembangkan.
Potensi lahan kering untuk kegiatan non pertanian di Kabupaten Banjarnegaradapat
dapat digunakan sebagai usaha produksi batu bata merah dengan menggunakan air
secaraterbatas.

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan
pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian sekaligus tetap
melindungi lahan pertanian tanaman pangan adalah dengan mengusahakan lahan
kering. Pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan non pertanian merupakan salah
satu aternatif yang dapat dilakukan untuk tetap menjagastabilitas dan produktivitas
pertanian tanaman pangan. Lahan kering mempunyai tingkat produktivitas lebih
rendah dibandingkan dengan lahan basah karena tingkat kesuburan yang rendah
namun potensi luasan lahannya masih tergolong relatif luas. Selain produktivitas
yang rendah, indeks pertanaman jika digunakan untuk tanaman pangan produktif
pada lahan kering juga belum maksimal karena ketersediaan air merupakan faktor

pembatas dalam usaha tani sehinggatidak dapat dilakukan sepanjang tahun.
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Pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan non pertanian termasuk usaha
produksi batu bata merah dapat dijadikan sebagai alternatif yang dilakukan untuk
tetap menjaga ketersediaan lahan pertanian khususnya lahan basah yang berada di
kawasan aliran irigas teknis. Hal ini karena dalam proses pembuatan batu bata
merah, lahan-lahan sawah pertanian produktif dikeringkan sehingga aliran irigasi
teknis terputus. Oleh demikian, pemanfaatan lahan kering untuk usaha produksi
batu bata merah menjadi salah satu alternatif selain melindungi keberadaan lahan
pertanian juga tetap mempertahankan mata pencaharian para pengrajin produksi
batu bata merah.

Potensi lahan kering dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi
salah satunya usaha produksi batu bata merah dapat dikembangkan dan diberikan
masukan sarana budidaya dan produksi yang tepat karenaproduksi batu bata merah
tidak membutuhkan manajemen kebutuhan air yang banyak. Hal ini karena sifat
dan jenis tanah pada lahan kering disuatu wilayah kemungkinan tidak jauh berbeda
dengan jenis dan sifat tanah pada lahan basah di wilayah tersebut. Pemanfaatan
lahan kering untuk usaha produks batu bata merah dapat mengurangi resiko
terputusnya aliran irigasi teknis dan non teknis di area lahan basah, karena tidak
membutuhkan proses pengeringan lahan serta mengurangi resiko kemungkinan
gaga panen. Di samping menjaga keberadaan lahan basah pada kawasan pertanian
tanaman pangan, pemanfaatan lahan kering untuk usaha produksi batu bata merah
juga tidak merusak kuantitas dan kualitas tanah karena tingkat kesuburan pada
lahan kering relatif lebih rendah dibandingkan dengan lahan basah pada sawah

untuk ditanami tanaman pangan.
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11) Kagjian Terhadap Program Tata Ruang

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat mengkaji
kembali program penataan ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kajian
tersebut diharapkan kegiatan pemanfaatan ruang dapat berjaan selaras dengan
rencana tata ruang serta meminimalisir dan mengantisipasi adanya pelanggaran
pemanfaatan ruang. Beberapa opsi kajian yang dapat dilakukan antaralain:

1) Mengkaji kembali pembangunan sarana dan prasarana seperti akses jalan yang
melintas kawasan pertanian produktif.

2) Melakukan kajian secara intensif jika dalam regulasi dan peraturan daerah akan
membuka lahan sebagai kawasan terbangun atau kawasan industri atau usaha
terutama pada kawasan pertanian produktif.

3) Melakukan kajian untuk membuka kawasan pertanian baru terutama sawah pada
daerah yang mendukung aktivitas di bidang pertanian. Kgjian terhadap kawasan
tersebut dilihat berdasarkan karakteristik fisik lahan sawah. Kawasan pertanian
yang dikategorikan dalam peruntukan tanaman pangan memiliki tingkat
kesuburan yang tinggi dan produktivitas yang baik (Wicaksono, 2020:96).

4) Menyesuaikan dan mengkai ulang nomenklatur dalam peraturan daerah
mengenai penataan ruang yang sudah lama dan sudah tidak dapat diaplikasikan
lagi saat ini. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga diharapkan untuk segera
menetapkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonas agar
lebih jelas dan detail titik lokas pemanfaatan ruang sesuai dengan

peruntukannya.
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Pemanfaatan lahan pertanian menjadi tempat usaha produks batu bata
merah cukup mengkhawatirkan sehingga akan berdampak terhadap krisis pangan
secara nasional maupun regional apabila tidak ditangani secara serius. Di tengah
target swasembada pangan perlu adanya langkah serius dalam penegakan hukum
dan protekss maksima terhadap lahan pertanian produktif di Kabupaten
Banjarnegara. Pemanfaatan lahan pertanian kan non pertanian yang tidak sesuai
dengan peruntukannyadipicu oleh kepentingan ekonomi mendorong sejumlah para
petani mengorbankan lahan pertanian produktif untuk kegiatan non pertanian.

Sudah banyak regulasi yang dikeluarkan, namun komitmen dalam
peneragpan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian masih sangat minim di
Kabupaten Banjarnegara. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dalam
pengimplementasiannya belum cukup efektif sebagaimanaterlihat dari pelanggaran
tataruang di kawasan peruntukan tanaman pangan terusterjadi dan semakin meluas
areanya. Insentif ekonomi yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut
realitanya masih dalam tataran normatif sehingga relatif sulit  untuk
diimplementasikan di lapangan.

Jika dilihat secara cermat, terdapat tiga komponen yang terlibat dalam
ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yaitu
substansi aturan yang sudah tidak efektif untuk diimplementasikan, lemahnya
pengawasan dan penertiban oleh lembaga dalam implementasi pengendalian
pemanfaatan ruang, dan budaya masyarakat di lingkungan itu sendiri yang

berpengaruh terhadap kepatuhan hukum.
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K epastian penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang mendesak
dilaksanakan karena banyak terjadi problematika yang bersumber dari pelanggaran
tata ruang. Secara umum, penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara belum
optimal, bahkan cenderung inkonsi sten menyebabkan terjadinya pemanfaatan lahan
yang tidak sesuai peruntukannya. Perlu adanya keselarasan dalam penataan ruang
di Kabupaten Banjarnegara disesuaikan dengan dimensi ruang saat ini. Untuk itu
diperlukan komitmen dan konsistensi dari seluruh sektor sebagai upaya strategi
pengendalian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di
Kabupaten Banjarnegara. Konsistenss dimaksudkan untuk  mewujudkan
harmonisasi program pembangunan spasial dengan rencana pembangunan jangka
menengah daerah (RPIMD) melalui sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan
instrumen pengendaliannya.

Perspektif Teori Kontrol Sosial menurut Travis Hirschi tidak lain untuk
mencegah perilaku sosial yang semestinya tidak terjadi, meskipun bukan sebagai
solusi absolut namun setidaknya untuk melihat rangkaian kegiatan di masyarakat
(Costello, 2020:21-41). Jikateori ini dikaitkan kegiatan usaha produksi batu bata
merah di atas lahan pertanian irigasi teknis di Kabupaten Banjarnegara merupakan
pelanggaran terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031. Pelanggaran tersebut terjadi
dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan tingkat kesadaran akan hukum
masih rendah. Jika kepercayaan dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau
aturan masyarakat tertanam pada diri seseorang maka dapat dikatakan sudah ada

batasan atau kontrol dalam individu tersebut.
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Keberadaan suatu lembaga atau instansi sangat berpengaruh terhadap
bentuk pelanggaran maupun penyimpangan khususnya yang terjadi di kawasan
pertanian tanaman pangan. Jika terjadi kekosongan kontrol pada lembaga atau
instans instansi yang memiliki wewenang baik dibidang penataan ruang maupun
pertanian dan pertanahan akan berdampak terhadap perilaku masyarakat para petani
pada khususnya. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu faktor utama para petani
mengusahakan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang pada akhirnya
berubah menjadi kultur sosial di masyarakat. Oleh karenaitu, kontrol sosial menjadi
bagian dari solusi untuk meredakan kegiatan pemanfaatan lahan pertanian yang
tidak sesuai peruntukannya.

Keterlibatan orang dalam lingkungan akan semakin baik jika kemampuan
mencegah dari lingkungan untuk membuat dirinyatidak melakukan penyimpangan
karena memiliki self control. Kontrol sosial untuk meminimalisir ketidaksesuaian
pemanfaatan lahan pertanian dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran
bersama. Kesadaran sebagai kontrol yang dilakukan oleh individu, lingkungan
masyarakat, para pemangku kebijakan dan stakeholder dilakukan dengan cara
meningkatkan sosialisasi kegiatan pemanfaatan ruang. Kesadaran hukum
masyarakat membutuhkan kontrol dari pihak-pihak yang berpengaruh dalam
masyarakat sehingga kontrol sosial dapat dijadikan batasan kegiatan asosial. Perlu
adanya sinergi baik dari masyarakat maupun pemerintah agar kontrol sosial dapat

dijalankan bersama-sama sehingga tercipta kondisi yang tertib.
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Teori pengendalian sosial atau kontrol sosial Travis Hirschi merefleksikan
bahwa suatu sistem normatif dapat dijadikan dasar sehingga suatu perbuatan dapat
dikatakan menyimpang atau tidak sesuai dengan substansi hukum. Teori kontrol
sosial beranggapan bahwa kebanyakan individu menyesuaikan diri dengan nilai-
nilai yang dominan karena adanya faktor yang mempengaruhi pengendalian diri
baik internal maupun eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi tersebut
diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

e. Pengendalian atau kontrol sosia yang berasal dari internal berupa penghayatan
terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang dipelajari dan dipatuhi oleh
seseorang.

f. Pengendaian atau kontrol sosial yang bersifat eksterna merupakan imbalan
sosial terhadap konformitas dan sanks hukuman yang diberikan kepada
seseorang yang melakukan tindak penyimpangan ataupun pelanggaran
terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma dapat dicegah dengan
mengatur perilaku seseorang melalui prinsip rewards dan punishment. Melihat
fakta bahwa pencegahan pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten
Banjarnegara melalui penetapan kebijakan rencana tata ruang wilayah terbaru,
penetapan kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan, penetapan LSD
(lahan sawah dilindungi) dan optimalisasi perizinan. Perlu adanya rewards and
punishment berupa pemberian insentif dan disinsentif sekaligus pengenaan sanksi
administratif maupun sanksi pidana sebaga upaya kontrol sosial ketidaksesuaian

pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di masyarakat.



BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di
atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara
terjadi karena usaha produks batu bata merah berada di kawasan budidaya
pertanian yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan produksi
tanaman pangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031, tempat usaha produksi batu bata merah berada
di kawasan peruntukan tanaman pangan produktif dengan kategori |ahan sawah
irigasi teknis. Fenomena pemanfaatan lahan pertanian untuk tempat produksi
batu bata merah tersebut disebabkan oleh beberapa factor diantarnya meliputi:
a) faktor kebijakan; b) faktor sumber daya manusia; c) faktor sumber daya
alam; d) faktor ekonomi; €) faktor budaya masyarakat; f) faktor pertumbuhan
dan kepadatan penduduk. Akibat ketidaksesuaian pemanfaatan |ahan pertanian
untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya
menimbulkan dampak di berbagai sektor kehidupan di antaranya meliputi
dampak di sektor ketahanan pangan, dampak negatif terhadap lingkungan,
menimbulkan kerugian teknis, ekonomis dan budaya, dampak menurunnya
daya dukung lingkungan dan penurunan produktivitas tanaman pangan. Di

samping itu, pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu meningkatkan
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penegakan hukum peraturan tata ruang untuk mengatasi pelanggaran
pemanfaatan |ahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

. Strategi pengendalian pemanfaatan |ahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara
dapat dilakukan sebagai berikut: a) upaya peningkatan sosialisasi pemanfaatan
lahan pertanian; b) peningkatan rencana tata ruang wilayah menjadi rencana
detail tata ruang dan penetapan peraturan zonasi; C) penetapan peraturan daerah
upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; d) perencanaan
penatagunaan tanah yang disesuaikan dengan rencanatata ruang; €) penetapan
lahan sawah dilindungi; f) optimalisasi perizinan; g) pemberian insentif dan
disinsentif; h) optimalisasi pemantauan, pengawasan dan pengenaan sanksi; i)
pembentukan instans khusus dalam pengendalian ketidaksesuaian
pemanfaatan ruang dan j) pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan non
pertanian dan; k) kajian terhadap program tataruang. K epastian penataan ruang
merupakan sal ah satu kebijakan yang mendesak dilaksanakan mengingat sudah
banyak terjadi pelanggaran tata ruang. Strategi pengendalian pemanfaatan
lahan pertanian tidak selesai hanya dilakukan melalui pendekatan substansi
hukum melainkan juga struktur dan budaya hukum. Oleh demikian diperlukan
adanya penatagunaan lahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang
wilayah di suatu wilayah. Kontrol dari instansi dan pelaksana kebijakan
sebagai pihak-pihak yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dijadikan

sebagai batasan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.
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5.2 Saran

1. Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten
Banjarnegara khususnya secara menyeluruh tentang kesesuaian peruntukan
pemanfaatan ruang sehingga masyarakat memahami dampak negatif
pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Dengan demikian
diharapkan masyarakat |ebih mempertimbangkan kembali pemanfaatan |ahan
pertanian untuk tetap ditanami tanaman pangan produktif sehingga stabilitas
pangan tetap terjamin dan berkel anjutan.

2. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang dalam hal ini termasuk Kantor
Pertanahan; Dinas Pertanian, Perikanan dan K etahanan Pangan (Distankan dan
KP); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR); Dinas
Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Disnaker PMPTSP); dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Banjarnegara untuk dapat meningkatkan strategi pengendalian pemanfaatan
lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya serta mengevaluasi sejumlah
kebijakan terkait rencana tata ruang wilayah karena justru ketidaksesuaian
pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian semakin meluas.
Dalam aspek lega perlu ditetapkan peraturan terkait perlindungan lahan
pertanian tanaman pangan produktif yang menjadi dasar penetapan zonas
lahan sawah dilindungi disesuaikan dengan kondisi dan dimensi ruang saat ini.
Selanjutnya strategi pengendalian ini untuk ditindaklanjuti dengan penerapan
mekanisme pengarahan lokasi dan kesesuaian pemanfaatan ruang, perizinan

serta optimalisasi pengawasan dan pengenaan sanksi.
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Prov. . Jawa Tengah

- 0857 2522 2717

“Strategi Pengendalian Pemanfastan Lahan
Pertanian  di  Kabupaten  Banjarnegara
Perspeklif Penatsan Ruang.”

Dinas Pestanian, Penkanan dan Ketahanan

Pangan, DPUPR, Kantor BPN, Badan Pusat

Statistik, DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara.

- Des. Indah Sei Usari SH., MHum.

Dovuonan A Sunastangan Jecava sleddank yang owh Dals L O5Sm, anN
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Surat Keterangan ini diberikan dengan ketentuan:

& batwa pelaksansan kegialan tersebul i atas lidak urtuk disatah gunakan
dengan maksud dan tujuan Bin yang dapal mengganggu keamanan dan
ketertban masyarakal:

b. bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada respanden agar terebih dahuk
melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepada Dinasinstansi setempal guna
dimintakan petunjul 1eknis seperkinya;

¢ bafwa setelah seesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bessangiulsn
wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala
Bapeclitbang Kabupaten Banjamegara dalam bentuk softcopy dan
format PDF ke email: baperlitbang@banjarnegarakab.go.id.,

d. Surat Keterangan Penelitian i berlaku dari 19 Januari 2024 sampas dengan
19 Maret 2024 dan dapat diperhahans kembali.

a.n. KEPALA BAPERLITBANG
Kepala Biang Penglilian Pengembangan dan

NIP. 198111102011012005

Tembusan :

O N AWM

Pj. Bupati Banjarnegara

Sekretaris Daerah Banjamegara

Kepala Bakesbangool Bargamegara
Kepala Distankan dan KP Banjarmegara
Kepala Disnaker PMPTSP Bargamegara
Kepala Dinus PUPR Banjamegara
Kepala BPS Banjarmegara

Kepala BPN Bangenegara

L] ngan moas my cleh Baly Selas’ Debdook W50 855N
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PEMERINTAM KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

& Latjens Supragto No. 234 A Semarmple Telp. (D306 561012201 189 Faa. 534043
o - L

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

=9

2

w

-

Nomdr © S03/1Naker PMPTSR2024

Porsnuran Venan Dalam Neges Nomaor 3 Tatun 2018 lantang Penarbian
Syt Keterangan Pansitian,

Peranuran Bupad Banamegam Nomor 56 Tahun 2023 Perubahan
Metga aas Peraturan Bupad Banjamegarm Nomov 4 Tahun 2019 lentang
Pandeiopisan Kewenangan Panandatanganas Poedznan dan Nom Perdinen
Kepada Kapala Dinas Penanaman Madal dan Polayanan Terpads Sau Pinky
Matupaten Banamegam

Sunt Kapaia Badan Kesatan Bangsa dan Polih Kabupaten Banjamogaa
Nomor © 000.9 2119 Bakestangpol2024  tanggal 19 Januad 2024 parinal
Rekemendisi l2in Penolitan a.n AYU SETYANINGRAUM

Sumt Kepaia Baman Pergncanaan, Pendidan, can Pergembangan
Katupaten Banjmeganm Nomor - 000347 Baporfiang 2024 tanggal 19
Jaouan 2024 perhal  Rehomandasl e Pansitian  an AYU
SETYANINGAUM

Yang beranda Bngan di bawsh ol Mopaia Dinas Tenaga Kerja, Pecanaman Modal dan

Payanan Tegadu Sai: Pintu Kabupaten Banjamogara membenikan Jin panckian aepad |

Nama I AYU BETYANINGRUM

Tempat, angoal khis . Banjarnegam, 19 Juri 2000

Pokeraan o Polajar Mahasisws

Alama instansd ¢ Univassing Semarang

Alamaz Rumah D4, Kedawung RT. 004 RW. 001, Kec. Susukan,

No. Hp /

Kan

Banjamagaa
‘el - uasrzsmmmmmmmm
Judd Pensitian ;. Stratey P Pamaniaatan Lahan

Pertanian di Kabupalen Banjarrogara Parspeiat

Panatasn Ruang

Lokasi Ponciitian ; Dinas Pantanian, Parkanan dan Katahanan
Pangan, DPUPR, Kantor EPN, Badan Pusat
Stasstiy, DPMPTSP Kabupaien Banamegan

Fananjgung Jawad . Des. lnciah Sl Nad S M, M Hum

Anggota L=

Dengan kateniuan sebagai berin -

1

Bahwa palhsanadn wogalan 1eselul di JiRs ORK Wk dsaeh gunadan dengan
makaod dan tyuan R0 yang dapal MeNQEangu  keamanan dan  keteriban
Masyarat,

Bahwa sebolum melaksanakan 1gas Kopada reSponden Qe Kb dahuds
malaponan pada Pajabat WisyanhKepada Dinaafnstansi salempat guna dimintakan
PROLAMK 1BANS Sepanngd,;

Bahwa sokiah scicsai melaksanahan wogatan dmaksud, yang bérsanghutan wigh
malaporkan hasinga Secira NMuLs kepada Bupal cq. Kepala Sapeditbang Kabupaten
Banamegara  dalam Dotk sofcogy dan  fomx  POF ke emal
bigorBargPeanamigaanab joid.;

Surat Keterangan Penoltian ini Doraku dart 19 Januan 2024 sampai dengan 19 Maret
2024 dan dapat diparbabans kembak.

4 Banamegara
paca tanggal 20 Fekuar 2024 00.00:00

B A TR WA RIS PHRAS S A0 Ay
FELAVOR AN TIPS Y o1 R
LR LESNARLR PP S0 A0 £ Sl A

AR NNy
Porirens | s Viuia

B e wan YRt 4 600
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Lampiran 3. Instrumen Penelitian

M etode Pengambilan Data : Wawancara

Lokas Pendlitian : Kantor ATR BPN (Badan Pertanahan Nasional)
Kabupaten Banjarnegara

| dentitas Narasumber

Nama : Bambang Setiono,A.Ptnh., SH., M.H

Pekerjaan/Jabatan : Kasi Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan
ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara

Hari/Tanggal : Selasa, 27, Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa tupoks ATR/BPN dalam perumusan kebijakan di Kabupaten
Banjarnegara?

2. Apasgakewenangan ATR/BPN sebagai pel aksanakebijakan di Kabupaten
Banjarnegara?

3. Bagamana kondisi secara umum pemanfaatan lahan pertanian di
Kabupaten Banjarnegara? Apakah pemanfaatan lahan pertanian tersebut
sesua dengan peruntukannya?

4. Apakah lahan-lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara sudah
bersertifikat ? Berapa presentase kepemilikan sertifikatnya?

5. Apakah di Kabupaten Banjarnegara sudah ada regulasi yang mengatur
perlindungan lahan pertanian termasuk penggunaan, penguasaan dan
pemanfaatannya?

a Jka sudah ada, bagaimana kewenangan ATR BPN Kabupaten
Banjarnegaraterkait regulasi/kebijakan tersebut?

b. Bidang apa yang menaungi atau memiliki wewenang dalam
kebijakan tersebut?

6. Setelah diterbitkannya regulasi/kebijakan tersebut apakah terdapat
perubahan signifikan terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian sesual
dengan peruntukannya?

7. Adanya regulasi tersebut, apakah dirasa sudah cukup efektif dalam
pel aksanaan implementasinya?

8. Beberapatitik di wilayah kabupaten Banjarnegara dial okasikan untuk usaha
batu bata merah dengan metode pemanfaatan dan aih fungs lahan
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pertanian. Apakah jenis usaha tersebut memiliki perizinan dalam
pengelolaan kegiatan di atas tanah atau lahan pertanian?

Apakah kegiatan usaha produksi batu bata merah tersebut berpengaruh
terhadap produktivitas lahan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten
Banjarnegara?

Upaya apa sgja yang telah dilakukan oleh ATR/BPN dalam menangani
pemanfaatan dan alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan
peruntukannya?

Apakah ada bidang secara khusus di ATR/BPN yang memberikan
pembinaan pemantauan dan/atau pengawasan pelaksanaan usaha atau
kegiatan terhadap lahan - lahan pertanian?

Bagaimana hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang selama ini
sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan arah dan pertimbangan regul asi
yang ada?

Apakah ada sosidisas atau penyuluhan kepada masyarakat tentang
pemanfaatan |ahan pertanian sesuai dengan peruntukannya?

Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat setelah diterbitkannya regulasi
yang ada dan setelah adanya sosialisasi atau penyuluhan?

Hambatan atau kendala apa sgja yang dialami dalam upaya pengendalian
pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
Model perlindungan seperti apa yang sekiranya cukup efektif dalam upaya
pengendalian pemanfaatan lahan pertanian tersebut?

Bagaimana sikap yang diambil ATR BPN terhadap pemanfaatan lahan
pertanian dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
Bagaimanastrategi yang dilakukan dalam upaya pengendalian pemanfaatan
dan alih fungs lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
Bagaimana terkait fasilitas pendukung penyelenggaraan pelayanan yang
ada? Apakah diperlukan pembaharuan fasilitas sarana dan prasarana saat
ini?

Apa rekomendasi dari ATR BPN terhadap regulasi yang sedang berjalan
saat ini?

Lokas Pendlitian . Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banjarnegara

Identitas Narasumber

Nama

: Yos Christiana Dewi, S.TP.

Pekerjaan/Jabatan  : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas
Pertanian, Perikanan dan K etahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
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Hari/Tangga : Jumat, 23 Februari 2024
Pertanyaan

1. Bagaimanakondisi umum lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara?

2. Bergpa banyak luas lahan pertanian yang tidak sesuai dengan
peruntukannya?

3. Beberapa titik lokas di wilayah Kabupaten Banjarnegara ditemukan
sebagian masyarakat yang memanfaatkan lahan pertanian menjadi tempat
produksi usaha batu bata merah. Apakah kemungkinan dampak terbesar
yang terjadi terhadap iklim pertanian akibat kegiatan produksi batu bata
merah tersebut?

4. Apakah fenomena pemanfaatan lahan pertanian menjadi usaha batu bata
merah berpengaruh terhadap tingkat produksi pangan di Kabupaten
Banjarnegara?

5. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 didalam mengatur peruntukan
lahan pertanian. Apakah ada regulas yang secara khusus mengatur
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan termasuk dari segi
penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan lahannya?

6. Apakah Dinas Pertanian turut andil dalam pelaksanaan regulasi tersebut?

7. Apakah dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah ada sosialisasi atau
penyuluhan kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan pertanian sesuai
dengan peruntukan yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-20317?

8. Apakah terdapat upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang
tidak sesuai peruntukannya? Bagaimana strategi yang digunakan untuk
mengatas fenomena tersebut? Apakah upaya perlindungan dan
pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesua dengan

peruntukannya dirasa sudah cukup efektif?
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9. Apakah dari dinas pertanian ada bidang tersendiri secarakhusus melakukan
pemantauan dan pengawasan terhadap berkurangnya lahan pertanian
termasuk dari segi penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan?

10. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap pemanfaatan
lahan pertanian prospektif Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031?

M etode Pengambilan Data : Wawancara

Lokas Penelitian : DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang) Kabupaten Banjarnegara

| dentitas Narasumber
Nama : Fgjar Mulato, S.T., M.T.

Pekerjaan/Jabatan  : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara

Hari/Tangga : Senin, 5 Februari 2024
Pertanyaan

1. Apatupoksi DPUPR dalam perumusan kebijakan terkait rencana tata ruang
wilayah di Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam pemanfaatan lahan
pertanian?

2. Apadasar ditetapkannya Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata
ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara? Apakah dalam pelaksanaannya
dirasa sudah cukup optimal khususnya berkaitan dengan pemanfaatan lahan
pertanian dengan peruntukannya?

3. Daam Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah di
Kabupaten Banjarnegara diatur mengenai peruntukan lahan pertanian.
Adakah Perda terbaru atau regulasi terbaru saat ini yang secara khusus
mengatur |ahan pertanian mengingat belum ada Perdayang mengatur secara

khusus?
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Terkait dengan peta peruntukan lahan pertanian dengan kesesuaian rencana
tata ruang wilayah, apakah DPUPR Kabupaten Banjarnegara memiliki
kewenangan penuh dengan pengkondisian penataan ruang di wilayah
Kabupaten Banjarnegara?

Apakah perlu adanyaregulasi baru atau perubahan aturan rencanatataruang
wilayah mengingat saat ini banyak ditemukan fenomena pemanfaatan |ahan
pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?

Apakah DPUPR berkoordinas dengan instansi lain terkait dengan
penentuan wilayah peruntukan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara?
Bagaimana pertimbangan DPUPR terkait verifikas data lahan pertanian
yang sudah ditentukan dengan keadaan |ahan pertanian yang secara nyata di
wilayah Kabupaten Banjarnegara?

Adakah izin yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam
mengusahakan lahan seperti fenomena pemanfaatan lahan pertanian
menjadi tempat usaha batu bata merah?

Apakah masyarakat saat ini sudah melakukan prosedur perizinan sebelum
memanfaatkan lahan pertanian untuk suatu usaha? Bagaimana mekanisme
perizinan yang seharusnyadiikuti oleh masyarakat?

Apakah ada upaya dari DPUPR dalam mengatasi permasalahan fenomena
tersebut? Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait regulasi yang
ada khususnya yang mengatur pemanfaatan lahan pertanian?

Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat dengan regulasi tersebut?
Bagaimanastrategi yang dilakukan oleh DPUPR dalam upaya pengendalian
pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
Mengapa di beberapa wilayah Kabupaten Banjarnegara para petani
kemudian lebih memilih memanfaatkan lahan untuk usaha batu bata merah
dibandingkan dengan produksi pertanian?

Apakah pernah terjadi problem atau sengketa antara pemerintah dan
masyarakat terkait pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan

peruntukannya?
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15. Apa rekomendas dari DPUPR terhadap Perda Nomor 11 tahun 2011
tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara yang sudah
berjalan saat ini?

M etode Pengambilan Data : Wawancara

Lokas Penelitian . DPMPTSP (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Banjarnegara

| dentitas Narasumber
Nama : LynaWidiastuti, S.Sos.

Pekerjaan/Jabatan  : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024
Pertanyaan

1. Apatupoksi DPMPTSP dalam perumusan kebijakan terkait pemberian ijin
dalam pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara?

2. Apa sga kewenangan DPMPTSP sebagai pelaksana kebijakan dalam
perijinan di Kabupaten Banjarnegara?

3. Terkait dengan perizinan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun
2022 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 4 tahun 2019
pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan perizinan
kepada kepala DPMPTSP kabupaten Banjarnegara, apakah ada regulasi
terbaru saat ini dari aturan tersebut ?

4. Menurut peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022, ada sekitar kurang lebih 83
perizinan dan 5 non perizinan yang kewenangannya didel egasikan kepada
DPMPTSP, apakah jumlah tersebut saat ini masih sama atau sudah
diperbaharui?

5. Terkait dengan perizinan yang ada salah satunya diatur mengenai
persetujuan kesesuai an kegiatan pemanfaatan ruang. Apakah kegiatan usaha
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produk batu bata merah di atas tanah pertanian termasuk dalam perizinan
tersebut?

Beberapatitik di wilayah kabupaten Banjarnegara dial okasikan untuk usaha
batu bata merah dengan metode pemanfaatan dan aih fungs lahan
pertanian. Apakah jenis usaha tersebut memiliki perizinan sesuai dengan
prosedur yang berlaku?

Bagai mana mekanisme prosedur perizinan yang seharusnya dilakukan oleh
masyarakat khususnya dalam kegiatan pemanfaatan |ahan pertanian?
Setelah ditetapkannya peraturan Bupati tersebut, apakah dalam
pel aksanaannya dirasa sudah cukup efektif?

Bagaimanatingkat pemahaman masyarakat terkait dengan regulasi tersebut
khususnya berkaitan dengan pemanfaatan dan alih fungsi 1ahan pertanian?
Apakah dari DPMPTSP berkoordinasi dengan instansi lain dalam upaya
pengendalian pemanfaatan lahan pertanian dengan kesesuaian
peruntukannya?

Apakah ada sosidisas atau penyuluhan kepada masyarakat tentang
bagaimana izin pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah kabupaten Banjarnegara?

Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat setelah diterbitkannya regulasi
tersebut dan setelah adanya sosiadlisasi atau penyuluhan?

Bagaimana sikap yang diambil oleh DPMPTSP terkait masyarakat yang
abai atau lalai mengikuti prosedur perizinan dalam pemanfaatan |ahan
pertanian?

Bagaimanastrategi yang dilakukan dalam upaya pengendalian pemanfaatan
dan aih fungs lahan pertanian jika masyarakat masih abai atau enggan
untuk mengikuti prosedur perizinan tersebut?

Apakah dari DPMPTSP memberikan pembinaan pemantauan dan/atau
pengawasan pelaksanaan usaha atau kegiatan terhadap lahan - lahan

pertanian?
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16. Bidang apa yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut? Apa
bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan di area
lahan pertanian tersebut?

17. Bagaimana hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang selama ini
sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan arah dan pertimbangan regulasi
yang ada?

18. Bagaimana terkait fasilitas pendukung penyelenggaraan pelayanan
perijinan yang ada? Apakah diperlukan pembaharuan fasilitas sarana dan
prasarana saat ini?

19. Apa sgja kendala atau masalah yang seringkali muncul dalam pelaksanaan
kebijakan terkait pelayanan perijinan?

20. Apa rekomendasi DPMPTSP terhadap regulasi perizinan yang telah
berjalan?

21. Bagaimanaterkait dengan legalitas kegiatan usaha batu bata merah, apakah
diperbolehkan ?

22. Apakah Disnake PMPTSP melakukan sosialisass mandiri atau dengan

mitra?
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NO Keocamatan Jumiah Dcsa Luas Wilayah (ha)
1 Banj gara 13 5.205.07
2 Madukara 20 2.180.67
3 Sigaluh 15 S201.58
4 Susukan 15 7.386.53
5 Purwarcia Klampok 5 5.520.63
o Mandiraa 16 2.624.20
7 Purwancgara 13 RO5524
= Bawang I8 295595
9 Pagedongan 9 4.820.15
10 Banjannangu 17 4.063501
11 Wanadads 11 2.827.41
12 Rakit 11 3.224.62
13 Punpggeclan 17 1028301
14 Karangkobar 13 3 900,93
15 Pagent 16 4018598
1o Pcjawaran 17 522497
17 Batur = $4.727.10
18 Wanayasa 17 8.201,13
19 Kalibening 1o R8.377,50
2 Pandanarum s 5.850,05
Jumlah 278 106 971,00
St
1 Susobay
2. Purwarmia Klaampok Kok PR 4
3. Mancesia Masclrajs Halon Sza2
4 Furmanegacs Furwanegom TIAT
5 Eawang Maawisem 5321
6 Banjarnegaia Angaicha 2624
7. Fagedorgan Pagedangss BOSS
® Sigaluh Gembergan 3956
0. M OB Kubapes asa0
10, Banjaresangu Banjereangu 4536
. Waradad! W nadadi 2827
A2, R Raki 3245
13, Punaeelen Funggelan 102,84
WA, Karangkebar Lrhsanas 3900
A5, Pagertan Pogrentan 4639
16, Peqmaersrs Fragsupan 5225
17 Bamur Batuw arar
8. Warariss Wiarsayase sBz.00
A0 Kamering alibering 83178
20, Parsd arwscas Befh sS850
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